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A. Dasar Hukum 

Pokok-pokok tentang pengelolaan Bendahara Umum Negara atau Bagian 
Anggaran Bendahara Umum Negara ( BA BUN) merujuk pada peraturan 
perundang-undangan meliputi : 

1 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah; dan 

4. Peraturan J::lemerintah Nomor 90 Tahun 20 10 tentang Penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

B. Dasar Pemikiran 

1 .  Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara 
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Menteri Keuangan dalam hal
' 

kekuasaan pengelolaan keuangan negara 
mempunyai peran berbeda/ ganda dibandingkan dengan peran menteri 
lainnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang 
keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer ( CFO) Pemerintah 
Republik Indonesia, sedangkan setiap menterijpimpinan lembaga pada 
hakekatnya adalah Chief Operational Officer ( COO) untuk suatu bidang 
tertentu pemerintahan. Sesuai prinsip tersebut Menteri Keuangan 
bertanggung jawab atas pengelolaan aset da:n kewajiban negara secara 
nasional (Pengelola Fiskal) , sedangkan menterijpimpinan lembaga berwenang 
dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan 
fungsi masing-masing ( Pengguna Anggarari/ Pengguna Barang) . Tugas 
Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal antara lain: 

a.  melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; 

b .  melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan 
dengan undang-undang; 

c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara ( BUN); 

d. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ; 

e .  melaksanakan tugas�tugas lain di  bidang pengelolaan fiskal berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna 
Anggaran/ Penggll.na Barang Kementerian Negara/ Lembaga ( K / L) yang 
dipimpinnya mempunyai tugas: 

a. menyusun rancangan anggaran K/L yang dipimpinnya; 
b. menyusun dokumen pelaksanaan; 

c.  melaksanakan anggaran K/ L yang dipimpinnya; 
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d.  melaksanakan pemungutan PNBP dan menyetorkannya ke Kas Negara; 

e .  mengelola piutangjutang negara yang menjadi tanggung j awab K/ L yang 
dipimpinnya; 

f. mengelola milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung j awab K/L yang 
dipimpinnya; 

g.  menyusun dan menyampaikan laporan �euangan K/L yang dipimpinnya; 

h. melaksanakap tugas-tugas lain yang menjadi tanggung j awabnya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

Konsekuensi peran masing-masing CFO dan COO tersebut di atas juga 
terlihat dalam pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat pemisahan antara 
kewenangan administrasi oleh menterijpimpinan · lembaga dan 
kebendaharaan oleh Menteri Keuangan. Kewenangan administrasi antara lain 
meliputi: 

a. melakukan perikatan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan 
terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara; 

b .  melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada 
K/ L sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut; dan 

c. memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul 
sebagai akibat pelaksanaan anggaran. 

Sedangkan kewenangan kebendaharaan antara lain meliputi : 

a. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 
anggaran negara; 

b. menyimpan uang negara; 

c. menempatkan uang negara dan mengelolajmenatausahakan investasi; 

d .  melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pej abat Pengguna 
Anggaran atas beban rekening kas umum negara; 

e .  melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah; 

f. memberikan pinjaman atas nama pemerintah; dan 

g. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peran Menteri Keuangan 
dalam pengelolaan keuangan negara, berada pada 2 (dua) sisi yang berbeda. 
Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan Menteri Keuangan sebagai 
pimpinan kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang 
keuangan negara. 

Sebagai pengelola fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas dan fungsi 
sebagai BUN dan pengelola BUN. Sebagai pemimpin kementerian yang 
melaksanakan tugas dan fungsi bidang keuangan negara, Menteri Keuangan 
mempunyai peran seperti K/L lainnya,. sebagai Pengguna Anggaran dan/ atau 
Pengguna Barang. 
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Selain melaksanakan peran-peran tersebut di atas, Menteri Keuangan juga 
mempunym tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 
standardisasi teknis di bidang penganggaran BA BUN, yang dalam hal ini 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan rincian sebagai 
berikut: 

a. menilai usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh 
masing-masing PPA BUN; 

b. menghimpun dan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang 
telah dinilai kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Pagu 
Indikatif BUN; 

c. menyampaikan Pagu Iqdikatif BUN yang telah ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan kepada PPA BUN sebagai dasar penyesuman Indikasi 
Kebutuhan Dana BUN; 

d. menghimpun Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disesuaikan 
dengan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

e. menyampaikan Pagu Anggaran BUN kepada PPA BUN sebagai dasar 
penyusU:nan RDP BUN; 

f. melakukan · penelaahan RDP BUN yang telah ditandatangani oleh 
pemimpin PPA BUN; 

g. rnenghimpun hasil penelaahan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada 
huruf f, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q 
Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan 
dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN; 

h. menyusun DHP RDP BUN berdasarkan RDP BUN yang telah disesuaikan 
dengan alokasi dana pengehiaran BUN yang telah ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan; dan 

1. memproses pengesahan DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh 
pemimpin PPA BUN, termasuk untuk DIPA BUN dan Surat Penetapan 
Satwin Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SP-SABA 999. 08) yang 
diterbitkan pada tahun anggaran berjalan. 

2. Belanja Negara 

Belanja negara dalam peraturan perundangan-undangan tersebut di atas 
dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar berdasarkan tujuan 

· bernegara (Gambar 1 . 1 ) .  Tujuan bernegara tersebut memuat kebijakan 
umum dan kebijakan khusus. Kebijakan umum meliputi tugas umum 
kepemerintahan dan tugas . khusus pembangunan. Sedangkan kebijakan 
khusus meliputi pemenuhan kewajiban perikatan negara, pemenuhan 
komitmen perlindungan sosial, antisipasi penyesuaian kebijakan, dan· 
dukungan otonomi daerah .. 

Distribusi II 
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Biaya pemenuhan tujuan bernegara dapat dikelompokkan dalam suatu jenis 
belanj a. Jenis belanja yang digunakan untuk kebutuhan kebijakan umum 
meliputi Belanj a  Pegawai, Belanja Barang, Bdanj a  Modal, dan Bantuan 
Sosial .. · Sedangkan biaya pemenuhan kebutuhan untuk kebij akan khusus 
menggunakan jenis belanja pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, 
transfer ke daerah, dan lainnya. 

Gambar 1 .1 Belanja Negara 
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Belanja negara tersebut j ika dikaitkan dengan instansi pengelola dapat juga 
digambarkan dalam Gambar 1.2. Belanja negara dibagi dalam Belanj a  
Pemerintah Pusat dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pengelola 
Belanj a  Pemerintah Pusat adalah K/ L dan Kementerian Keuangan. Dokumen 
yang dihasilkan oleh belanja K/L berupa RKA-K/ L dan RKA Badan Layanan 
Umum. Sedangkan dokumen yang dihasilkan oleh Kementerian Keuangan 
berupa: 

· 

a. Rencana Alokasi dan Rencana Pembiayaan (dalam rangka pengelolaan 
BUN); dan 

b.  Rencana Transfer Pengelola Belanja Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah (dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah) . 



Distribusi II 

M E NTE R I K E U A N G A N  

R E P U B L I K  I N D O N E S I A  

- 5 -

Gambar 1.2 Sebaran Alokasi Belanja Negara 

Dokumen 

Mekanisme pengalokasian anggaran belanj a  negara tersebut secara 
sederhana terlihat dalam Gambar 1.3. Dalam gambar tersebut dijelaskan 
bahwa kebutuhan alokasi anggaran diusulkan oleh K/L yang melaksanakan 
penyelenggaraan . pemerintahan untuk . mengimplementasikan tujuan 
bernegara. Usulan kebutuhan anggaran tersebut disampaikan kepada 
Kementerian Keuangan untuk ditelaah sesuai kemampuan keuangan negara. 
Selanjutnya kebutuhan anggatan tersebut (keseluruhan kebutuhan 
Pemerintah, term�suk BUN) dilakukan pembahasan dan penetapan alokasi 
anggarannya dengan DPR. 

Gambar 1.3 Mekanisme Penetapan Anggaran 
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Perlu pengaturan lebih detail dan operasional mengenai: 

• Belanja Negara 
• Rencana Kerja dan Anggaran 
• Siklus I Proses 

DPR 
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3. Pendekatan Penganggaran 

Dalam proses penyusunan anggaran belanja, pengelolaan belanj a  
menggunakan pendekatan penganggaran yaitu penganggaran terpadu, 
penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah. 
Ketiga pendekatan penganggaran tersebut juga berlaku terhadap 
penganggaran BA BUN. 

Dalam hal penerapan penganggaran berbasis kinerja  untuk BA BUN, 
terdapat hal yang penting untuk dijadikan pedoman kelembagaan. Salah satu 
konsep berpikir pendekatan penganggaran berbasis kinerja  adalah alokasi 
anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerj a  
yang dilekatkan pada stuktur organisasi ( money follow function> function 
followed by structure). Artinya, distribusi alokasi anggaran didasarkan pada 
tugas dan fungsi unit kerja  yang dilekatkan pada struktur organisasi . 

C. Ruang Lingkup Pengelolaan BA BUN 

APBN secara umum menjabarkan rencana kerja  dan kebijakan yang 
akan diambil Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, alokasi 
sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, distribusi pendapatan dan kekayaan 
melalui intervensi kebijakan dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran 
faktor produksi, serta stabilisasi ekonomi makro . Intervensi Pemerintah 
tersebut disebut kebijakan fiskal. Berdasarkan pemahaman tersebut dan 
dikaitkan dengan proses pengalokasian anggaran dalam postur APBN, maka 
pengelolaan BUN berkaitan dengan belanja, pendapatan, dan pembiayaan 
dalam kerangka pengelolaan fiskal. 

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN (PA BUN) melaksanakan 
transaksi yang tidak dilakukan oleh K/L pada umumnya. Dalam hal belanj a, 
antara lain meliputi hibah, subsidi, pembayaran bunga utang, transfer ke 
daerah, dan lairinya. Dalam hal pendapatan, antara lain meliputi pendapatan 
hibah . Dalam hal pembiayaan, antara lain meliputi investasi, biaya management 
dan commitment fee Utang Luar Negeri, serta buy back SUN. 

Pengelolaan BUN tersebut semuanya merupakan intervensi Pemerintah dalam 
rangka kebijakan fiskal dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Ruang lingkup 
Pengelolaan BA BUN secara rind disebutkan antara lain sebagaimana 
tercantum dalam Tabell.l. 

· Distribusi II 
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Tabel 1 . 1 Ruang Lingkup Pengelolaan BUN 

Ruang Lingkup Pengelolaan 
dan Pencantumannya 

dalam Postur APBN. 

Pemangku 
Kepentingan 

Unit Es .  I Pihak 
Kemenkeu Lain 

1) Penarikan Pinjaman Luar Negeri : DJPU Lender, 
K/ L 

a) Penarikan pinjaman program 
(penerimaan pembiayaan) ; 

b) Penarikan pmJaman proyek 
(penerimaan pembiayaan) ;  dan 

c) Penerusan pinjaman 
(pengeluaran pembiayaan) ,  

2 )  Pembayaran cidlan utang luar 
negeri (pengeluaran pembiayaan) ;  

3 )  Surat Berharga Negara: 

a) Penerbitan SBN (penerimaan 
pembiayaan) ; 

b) Pembayaran pokok j atuh tempo 
(pengeluaran pembiayaan) ;  dan 

c) Pembelian · kern bali 
(pengeluaran pembiayaan) , 

4 )  Pinj aman Dalam Negeri berasal 
dari BUMN, Pemda, dan 
Perusahaan Daerah: 

a) Penarikan pinjaman 
(penerimaan pembiayaan) ;  dan 

b) Pembayaran cicilan pokok 
(pengeluaran pembiayaan) .  

1 )  Penerimaan hibah (pendapatan) , 
antara lain hibah terencana; 

2) Belanja Hibah yang bersuinber dari 
Luar Negeri (pinjaman/ HLN) 

a) Pinjaman yang 
diterushibahkan; dan 

b) Hibah yang diterushibahkan, 

3) Belanja Hibah yang bersumber dari 
Rupiah Murni (PDN) . 

DJPU, 
BKF, 
DJPK 

Lender, 
K/ L 
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No Pengelolaan 
BUN 

Ruang Lingku p Pengelolaan 
dan Pencantumannya 

dalam Postur APBN 

c. Investasi 1 )  Investasi Pemerintah (Reguler) ; 
Pemerintah 2) Penyertaan Modal Pemerintah 

(PMN} : 

a) PMN kepada BUMN; 

b) PMN 
organisasi / lem bag a 
in ternasional; 

c) PMN lainnya, 

3) Dana Bergulir : 

kepada 
keuangan 

a) Dana Bergulir Koperasi, U saha 
Mikro , Kecil, dan Menengah; 

b) Dana Bergulir Geothermal; 

c) Dana Bergulir Badan Pengatur 
Jalan Tol; 

d) Dana Bergulir Pusat 
Pembiayaan Perumahan; dan 

e) Dana Bergulir Pusat 
Pembiayaan Pembangunan 
Hutan, 

4) Dana Pengembangan Pendidikan 
Nasional;  

5) Kewajiban Penjaminan 
Pemerintah; dan 

6) Penerimaan Laba BUMN 
Perbankan clan Non-Perbankan. 

Pemangku 
Kepentingan 

Unit Es .  I Pihak 
Kemenkeu Lain 

DJKN, 
DJPb, 
DJPU, 
BKF, Setjen 

K/ L 

d .  Penerusan 
Pinjaman 

1) Penerimaan Penerusan Pinjaman DJPU, 
(penerimaan pembiayaan) antara DJPb 

Pemda, 
BUMN. 

Distribusi II 

lain Penerimaan cicilan 
pengembalian penerusan 
pmJ aman; 

2}  Penerusan Pinj aman (pengeluaran 
pembiayaan) :  

a) On-Going; 

b) Pipeline (pinjaman baru) ; dan 

c) Luncuran , 

3)  Kredit Investasi Pemerintah 
(pinjaman pemerintah) .  
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No Pengelolaan 
BUN 

Ruang Lingkup Pengelolaan 
dan Pencantumannya 

dalam Postur APBN 

e .  Transfer ke 1) Dana Perimbangan (belanj a) ;  · 
Daerah 

f. Subsidi 

g .  Lainnya 

h .  Transaksi 
Khusus 

t;2) Dana Otonomi Khusus dan 
Penyesuaian (belanj a) ;  dan 

�) Transfer ke Daerah Lainnya 
(belanj a). 

1) Subsidi Energi; dan 

t;2)  Subsidi Non Energi. 

1) Cadangan Belanj a  Pegawai; 

2 )  Cadangan Bantuan Sosial; dan 

3) Cadangan Belanja Lain-Lain; 

jyang pagu anggarannya tidak �ialokasikan dalam Bagian Anggaran 
K/L (belanj a). 

1) Pengelolaan pembayaran belanj a  
pensiun, j aminan sosial, belanj a  
selisih harga beras Bulog, serta 
pendapatan dan belanja  yang 
terkait dengan pengelolaan kas 
negara; 

2)  Pengeluaran Kerj a  Sarna 
In ternasional; 

3) Pengeluaran Perjanjian Hukum 
Internasional; 

�) Pembayaran Dukungan 
Kelayakan; 

5) PNBP yang dikelola oleh DJA 
terdiri atas : 

a) Pendapatan Minyak Bumi dan 
Gas Bumi; dan 

b) Pendapatan Panas Bumi, 

6) Pendapatan dan Belanja yang 
terkait dengan Pengelolaan Kas 
Negara. 

Pemangku 
Kepentingan 

Unit Es. I Pihak 
Kemenkeu Lain 

DJPK 

DJA, 
DJPb, . 
DJP, BKF 

DJA 

BKF, 
DJPb, DJA 

Pemda 

BUMN, 
Lemba 
ga Non 
Keua­
ngan 

K/L 
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D .  Penyusunan dan Penetapan Alokasi Anggaran BUN 

Mekanisme penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran BUN secara khusus 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 20 1 0  tentang Penyusunan 
Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian NegarafLembaga sebagaimana 
terlilustrasikan dalam Gambar 1.4. 
Gambar 1 .4. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Alokasi Anggaran BUN 

E. Pengelolaan BA BUN 

Secara operasional, BA BUN dikelola oleh unit organisasi di lingkungan 
Kementerian Keuangan yang akan melaksanakan tanggung j awab sebagai 
PPA BUN. PPA BUN harus melaksanakan tugas dan fungsi manajerial atas 
pengelolaan anggaran BA BUN, antara lain mengkoordinasikan/merencanakan 
alokasi belanj a  BA BUN dan menentukan siapa yang bertugas sebagai unit 
operasional. 

· 

D alam rangka penetapan kelembagaan pengelola BA BUN, pertimbangan 
mengenai tugas dan fungsi unit organisasi di . lingkungan Kementerian 
Keuangan selaku PPA BUN dan unit organisasi di lingkungan Kementerian 
Keuangan maupun di luar Kementerian Keuangan yang menj adi KPA BUN 
harus menjadi rujukan utama. Penetapan suatu KPA BUN haru s  
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

Distribusi II  
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a. KPA BUN merupakan organ pemerintah yang menyelenggarakan salah satu 

fungsi pemerintahan; 

b. KPA BUN berbeda dengan pihak lain (sebagai operator/provider/ beneficiary 
dari alokasi anggaran BUN) yang merupakan pelaksana tugas dari KPA BUN 
(executing agency) ; dan 

c .  KPA BUN memiliki karakteristik, tugas, dan tanggung j awab terbatas yang 
berbeda dengan KPA pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Pelaksanaan tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola BUN · dan sebagai 
pemimpin Kementerian Keuangan berhimpitan. Tugas dan fungsi tersebut 
dilaksanakan oleh unit eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya di 
lingkungan Kementerian Keuangan. 

Berkenaan dengan pelaksanaan operasional sebagai pengelola BUN dan sebagai 
pemimpin Kementerian Keuangan, terdapat perbedaan dalam struktur 
kelembagaan. Menteri Keuangan sebagai pemimpin Kementerian Keuangan 
mempunyai struktur sebagai berikut: 

1 .  Menteri Keuangan sebagai PA BA Kementerian Keuangan; 

2 .  Unit eselon I/unit eselon Ilj satker di lingkungan Kementerian Keuangan 
sebagai KPA. Bentuk organisasi KPA tersebut sesuai dengan struktur 
organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur N egara dan Reformasi Birokrasi mengenai 
organisasi K/L; dan 

3 .  PA menetapkan rencana kinerja, sedangkan KPA merupakan unit 
operasional yang melaksanakan rencana kinerj a  yang telah ditetapkan oleh 
PA. Dengan deniikian, KPA bertanggung jawab kepada PA dalam hal 
capaian kinerja  tersebut. 

Sedangkah Menteri Keuangan sebagai pengelola BUN mempunyai struktur 
sebagai berikut: 

1 .  Menteri Keuangan adalah PA BUN; 

2 .  Unit eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPA BUN; 
dan 

3 .  Instansi pemerintah (baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun 
K/L lainnya) atau pihak lain (Pemerintah Daerah) sebagai KPA BUN. Bentuk 
organisasi KPA BUN tersebut tidak harus sesuai dengan struktur organisasi 
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai organisasi K/ L tetapi sesuai 
dengan kebutuhan, sej alan dengan penunjukan KPA BUN yang juga sesuai 
kebutuhan dalam perencanaan alokasi, dan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan. 

Hubungan PPA BUN dan KPA BUN tidak dapat disamakan sebagaimana 
organisasi K/L  karena dalam pengelolaan BA BUN dimungkinkan adanya 
pembatasan tanggung jawab yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
Secara umum, PPA BUN dalam hal ini bertugas melakukan koordinasi dengan 
KPA BUN dalam rangka penyusunan RDP BUN dan konipilasi laporan 
pelaksanaan kegiatan dari KPA BUN dalam rangka penyusunan laporan 
pertanggungjawaban keuangan BA BUN yang dikelolanya. 

· 

Distribusi · II 
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Kelembagaan BUN sebagai pengelola BA BUN memiliki karakteristik yang 
berbeda dengan struktur pengelolaan anggaran pada BA K / L  pada umumnya. 
Keunikan karakteristik tersebut antara lain: 

1 .  dalam rangka menjalankan fungsi sebagai PA BUN, Menteri Keuangan 
:rilenetapkan PPA BUN yang merupakan unit organisasi di lingkungan 
Kementerian Keuangan; 

2 .  · PPA BUN mengusulkan kepada PA BUN untuk menetapkan formula 
penghitungan yang digunakan dalam penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana 
BUN dan penyusunan RDP BUN sesuai karakteristik masing-masing 
BA B UN; · 

3 .  PPA B UN dapat mengusulkan kepada PA BUN untuk menetapkan KPA B UN; 

4. PPA BUN dapat mengusulkan kepada PA BUN untuk menetapkan tugas dan 
fungsi KPA BUN selain yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini ; 

5. KPA BUN dapat dij abat dan dilaksanakan oleh pej abat pada unit di luar 
Kementerian Keuangan baik yang mempunyai tugas melaksanakan program 
dan kegiatan BUN maupun menyalurkan dana; dan 

6 .  penetapan Alokasi Anggaran BUN dapat dilakukan sebelum dimulainya 
tahun anggaran yang direncanakan atau dapat pula ditetapkan pada tahun 
anggaran berj alan. 

MENTER! KEUA NGAN REPUBLIK INDO N ESIA, 

ttd. 

MUHAMA D  CHATIB BASRI 

Distribusi II 
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TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SERTA 
RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

A.  Penyusunan dan Penyesuaian Rencana Kerj a  dan Anggaran Bendahara Umum 
Negara (RKA BUN) 

1 .  Persiapan Penyusunan RKA BUN 

a .  PPA BUN menyiapkan daftar pagu rincian per satker yang berfungsi 
sebagai batas tertinggi pagu satker. 

b. KPA BUN menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan Kertas Kerj a  Satker (KK Satker) termasuk aplikasi RKA-K/L 
DIPA. 

c .  KPA BUN menyusun dokumen pendukung a:ritara lain : 

1 )  Kerangka Acuan Kerja ( Term Of Reference/TOR) untuk tiap keluaran 
(output) kegiatan; 

2) Rincian Anggaran Biaya (RAB) ,  jika ada; 

3) khusus untuk dokumen teknis yang tidak disusun oleh satker atau 
berasal dari executing agency, KPA BUN bertugas mengumpulkan dan 
menyatukan dokumen pendukung dari satker tersebut, antara lain 
meliputi : 

i .  Rencana Bisnis dan Anggaran serta data dukung teknis lainnya; 
dan 

ii .  data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu , antara lain 
peraturan perundangan, arahan Presiden yang mendasari adanya 
kegiatanjkeluaran (output), atau dokumen sejenis lainnya. 

2 .  Mekanisme Penyusunan KK Satker dan RKA BUN 

Distribusi II 

a. Mekanisme Penyusunan KK Satker 

Penyusunan rincian anggaran kegiatan yang direncanakan, dituangkan 
dalam dokumen KK Satker dengan menggunakan aplikasi RKA-K/ L DIPA.  
Informasi yang dituangkan pada KK Satker merupakan informasi rincian 
anggaran untuk menghasilkan keluaran (output) sampai dengan tingkat 
detil biaya. Penyusunan KK Satker dilaksanakan melalui langkah­
langkah sebagai berikut: 

1 )  satker melakukan login aplikasi RKA-K/ L DIPA; 

2) pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian yang dij elaskan dalam 
buku manual aplikasi RKA-K/L DIPA; 

3) setelah meyakini kebenaran semua isian yang ada, kemudian 
mencetak KK Satker berkenaan; dan 

4) melengkapi data dukung yang diperlukan sebagai bahan penyusunan 
RKA BUN. 
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b. Mekanisme Penyusunan RKA BUN 

RKA BUN merupakan dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang 
memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanj a  
maupun · pembiayaan dalam rangka pemenuhan · kewajiban pemerintah 
pusat dan transfer ke daerah tahunan, yang disusun oleh KPA BUN. 
Penyusunan RKA BUN dilakukan menggunakan aplikasi RKA-K/ L DIPA, 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1 )  satker melakukan login aplikasi RKA-K/ L DIPA; 

2)  meneliti kesesuaian isian RKA BUN dengan KK Satker yang telah 
disusun; 

3) dalam hal RKA BUN telah sesuai dengan KK Satker dan dokumen 
pendukungnya, KPA BUN dapat mencetak RKA BUN melalui aplikasi 
RKA-K/ L DIPA dengan menggunakan menu cetak RKA BUN; dan 

4 )  menyampaikan RKA BUN (bagian A, B, C, dan D) yang telah 
ditandatangani oleh KPA bersamaan dengan KK Satker dan data 
dukung terkait kepada APIP K/L untuk direviu . 

3 .  Mekanisme Penyesuaian KK Satker dan RKA BUN 

Distribusi II 

a. Mekanisme Penyesuaian KK Satker 

Dalam hal alokasi anggaran BUN mengakibatkan perubahan KK Satker, 
. KPA BUN menyesuaikan KK Satker dengan langkah-langkah: 

1 )  melakukan login aplikasi RKA-X/ L DIPA untuk selanjutnya 
melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan; 

2)  mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan sesuai dengan 
alokasi anggaran BUN yang disampaikan oleh PPA BUN; 

3) menyesuaikan alokasi anggaran angka dasar dan menuangkan 
alokasi anggaran inisiatif baru mengacu pada proposal yang telah 
disetujui dalam KK Satker; 

4 )  melengkapi data dukung sesuai dengan alokasi anggaran BUN; dan 

5) mencetak KK Satker hasil penyesuaian sebagai · dasar penyesuaian 
RKA BUN. 

b .  Mekanisme Penyesuaian RKA BUN 

Berdasarkan KK Satker yang telah disesuaikan, KPA BUN menyesuaikan 
RKA BUN dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1 ) melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA untuk melakukan 
penyesuaian -penyesuaian yang dibu tuhkan; 

2) �engidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan yang telah 
d1tuangkan dalam KK Satker sesuai dengan Alokasi Anggaran BUN; 

3) setelah diyakini kebenarannya, mencetak RKA BUN yang telah 
disesuaikan; dan 

4) �enyan:paikan RKA BUN (bagian A ,  B, C,  dan D) yang telah 
d1sesurukan bersamaan dengan KK Satker yang telah disesuaikan 
beserta data dukung terkait kepada APIP K/ L untuk di reviu. 
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B .  Reviu RKA BUN oleh APIP K/ L 

1. Reviu RKA BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN 

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran BA BUN, 
RKA BUN yang telah disusun oleh KPA BUN disampaikan oleh KPA BUN 
kepada APIP K/ L untuk direviu, dengan fokus reviu sebagai berikut: 

a. kesesuaian RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN · dan ketentuan 
perencanaan penganggaran yang berlaku; 

b .  kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN antara lain dasar hukum 
penganggaran, TOR, RAB, SPTJM, dan/ atau dokumen pendukung terkait 
lainnya. 

2 .  Reviu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN 

Dalam hal Alokasi Anggaran BUN mengakibatkan perubahan RDP BUN, 
KPA BUN meriyesuaikan RKA BUN

· 
berdasarkan perubahan rincian 

Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan oleh . PPA BUN. Selanjutnya, 
RKA BUN yang telah disesuaikan oleh KPA BUN sebelum disampaikan 
kepada PPA BUN terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K/L untuk 
direviu . Reviu RKA BUN oleh APIP K/ L difokuskan untuk meneliti perubahan 
sesuai Alokasi Anggaran BUN dan kelengkapan dokumen pendukungnya. 

Langkah-langkah teknis reviu RKA BUN oleh APIP K/ L selengkapnya tertuang 
dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini . 

C .  Penyusunan dan Penyesuaian RDP BUN 

RDP BUN adalah himpunan RKA BUN yang disusun menurut unit organisasi, 
fungsi, dan program. 

1 .  Mekanisme Penyusunan RDP BUN 

Distribusi II 

Berdasarkan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN melakukan penyu sunan 
RDP BUN dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a .  menghimpunjmengkompilasi KK Satker dan RKA BUN serta dokumen 
pendukung yang telah direviu oleh APIP K/L sesuai dengan BA BUN 
yang dikelolanya; 

b .  me- restore ADK yang disampaikan KPA BUN dalam aplikasi RKA-K/ L 
DIPA; 

c .  menyusun RDP BUN secara utuh sesuai dengan BA BUN yang 
dikelolanya; 

d .  meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkari Pagu Anggaran BUN 
meliputi : 

1) total pagu anggaran; 

2) sum ber dana; dan 

3) sasaran kinerja; 

e .  apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN PPA BUN melakukan 
koordinasi dengan KPA BUN untuk melakukan �erbaikan RKA BUN; 
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f. menuangkan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai Sasaran 

Strategis pada bagian J formulir I, antara lain berupa: 

1) strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis ;  dan 

2)  uraian deskripsi masing-masing program dan unit organisasi 
penanggung jawab; 

g. dalam hal RDP BUN telah sesuai dengan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN 
dapat mencetak RDP BUN melalui aplikasi RKA-K/ L DIPA dengan 
menggunakan menu cetak RDP BUN; dan 

h .  menyampaikan RDP BUN yang telah dicetak dan ditandatangani oleh 
pemimpin PPA BUN beserta dokumen terkait kepada Direktorat Jenderal 
Anggaran untuk dilakukan Penelaahan. 

2 .  Mekanisme Penyesuaian RDP BUN 

Distribusi II 

Dalam hal alokasi anggaran BUN mengakibatkan perubaha:n RDP BUN, 
PPA BUN menyesuaikan RDP BUN, dengan tahapan sebagai berikut: 

a. menyampaikan rincian Alokasi Anggaran BUN yang berubah kepada 
KPA BUN sebagai dasar penyesuaian RKA BUN; 

b .  menghimpunjmengkompilasi KK Satker dan RKA BUN berikut ADK yang 
telah disesuaikanoleh KPA BUN dan direviu oleh APIP K/L dalam lingkup 
BA BUN berkenaan; 

c .  menyusun RDP BUN secara utuh sesuai .dengan BA BUN yang 
dikelolanya; 

d .  meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN yang 
meliputi : 

1) total Alokasi Anggaran BUN; 

2)  sum ber dana; dan 

3) sasaran kinerj a; 

e .  apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN dengan Alokasi Anggaran 
BUN sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPA BUN melakukan 
koordinasi dengan KPA BUN untuk melakukan perbaikan; 

f. dalam hal RDP BUN telah · sesuai dengan Alokasi Anggaran BUN, 
PPA BUN dapat mencetak RDP BUN melalui aplikasi RKA-K/ L DIPA 
dengan menggunakan menu cetak; dan 

g. menyampaikan RDP BUN yang telah disesuaikan dan ditandatangani 
oleh pemimpin PPA BUN beserta dokumen terkait kepada Direktorat 
Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan. 
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D .  Hal-hal Khusus Dalam Penyusunan RDP BUN 

1 .  rumusan nomenklatur program yang digunakan untuk masing-masing 
BA BUN adalah 1 (satu) program sesuai nomenklatur masing-masing 
PPA BUN. 

2. dalam hal terdapat kegiatanjkeluaran (output) baru berdasarkan kebijakan 
Pemerintah dan/ atau hasil pembahasan dengan komisi terkait di DPR, 
PPA BUN melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a .  mengusulkan rumusan kegiatanjkeluaran ( output) sebagai basil 
kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR kepada 
D irektorat Jenderal Anggaran untuk diteliti dan selanjutnya ditetapkan 
sebagai referensi dalam aplikasi RKA-K/L DIPA; 

b .  berdasarkan rumusan nomenklatur kegiatanjkeluaran ( output) yang telah 
ditetapkan, satker, KPA BUN, dan PPA BUN menggunakan rumusan 
tersebut sebagai dasar penyusunan KK Satker, RKA BUN, dan RDP BUN. 

3 . dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA BUN sampai batas waktu 
yang ditetapkan, PPA BUN dapat menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu 
Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya 
KPA BUN wajib menyampaikan RKA BUN kepada PPA BUN berdasarkan 
RDP BUN yang telah disusun; 

4 . untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanj a  Lainnya (BA 999 . 08),  
RDP BUN tertentu yang belum dapat disusun sebelum ditetapkannya 
Undang-Undang mengenai APBN, dapat dilakukan pacta tahun anggaran 
berjalan dengan mekanisme sebagai berikut : 

Distribusi II 

a. menterij pimpinan lembaga mengajukan usulan permintaan dana dari 
BA 999 . 08 beserta dokumen pendukung kepada Menteri Keuangan 
selaku PA BUN. Usulan permintaan dana beserta dokumen pendukung 
harus terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu; 

b. Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin PPA BUN . Pengelolaan 
Belanj a  Lainnya (BA 999. 08) menindaklanjuti usulan menteri/ pimpinan 
lembaga sesuai disposisi Menteri Keuangan selaku PA BUN. 

c .  dalam hcil usulan menteri/pimpinan lembaga dapat dipertimbangkan 
untuk didanai dari BA 999. 08, PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya 
(BA 999 . 08) melakukan penilaian usulan menterijpimpinan lembaga 
tersebut berdasarkan TOR dan RAB dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan negara (fiscal space) . 

d .  ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian usulan permintaan dana 
dari BA 999 .08 mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai 
tata cara penggunaan anggaran BA BUN Pengelolaan Belanj a  Lainnya 
(BA 999 . 08) . 
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E. Format fi'ormulir RDP BUN LAMPIRAN II- 1 

RENCANA DANA PENGELUARAN I BENDAHARA U M U M  NEGARA 

FORMULIR 1 :  

I N D I KASI  KEB UTUHAN DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM N E GARA 

T AHUN ANGGARAN 20XX 

A. BAG.IAN ANGGARAN 

B .  VIS I 

C. M I S I 

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nomenklatur BA BUN beserta kodenya) 

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uralan Vis/ dar/ dar/ Kementerlan Keuangan) 

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan ural an Misl dari dar/ Kementerlan Keuangan) 

D. SASARAN STRATEGIS 1 .  

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst 

} (Berisikan Sa saran· sa saran Strategis Kementer/an 
Keuangan) 

E. FUt�GSI 1 .  

2 .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } (Berisikan Fungsi - Fungsi yang dijalankan Kementerlan 
Keuangan) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst 

F. PRJOR JTAS NAS IONAL 1 .  
2. 

. . . .  · · ·  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . } 
(Berisikan Priori/as Nasion a /  Kementerian Keuangan) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst 

G .  R I N C IAN SASARAN STRATEGiS 

KODE I .  SASARAN STRATEGJS/ANGKA DASAR/ INIS IATIF 
BARU 

( 1 ) 

I I .  PROGRAM/ ESELON II HAS IL/INDIKATOR KI NERJA 
UTAMA PROGRAM/ ANGKA DASAR/ JN IS IATI F BARU 

(2) 

Sasaran Strategis 1 . . . . . .  (Berisikan Uraian Sa saran Strategls 1 

TA 
20XX-1 

(3) 

9.999.999 

-�e_s_u_a}_�e_���:� !<!�� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - -
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Jumlah Angka Dasar 
Jumlah ln lsiatlf Baru 

Program . . . .  (Berisikan uralan Nama Program) 

Eselon I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Beris/kan uralan Nama Unit) 

Has II 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uralan Hasi/) 

lndikator Kinerja Utama Program 
1 '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } (Beris/kan IKU Program) 

-�·- - ::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·.·-��t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

Angka Dasar 
lnisiatif Baru 

Dst: . .  

Sasaran Strategls 2 . . . . . . (Berisikan Uralan Sa saran Strategis 2 

-�e_s_u_a} -� .. ��t:e_ !<!�� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jumlah Angka Dasar 
Jumlah l nisiatif Baru 

Program . . . .  (Berisikan uraian Nama Program) 

Eselon I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Unit) 

Hasil  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Hasi/) 

lndikalor Kinerja U tama Program 
1 '  · ·  . . · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . } (Berisikan IKU Program) 

-�·- - _::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·.·-���- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

Angka Dasar 
lnlslalif Baru 

DsL 

Total Angka Dasar 
Total lnisiatif Baru 

T O T A L  

9.999.999 

9.999.999 

- - - - - - - - - -

9.999.999 

9.999.999 

ALOKAS I ANGGARAN 
(R IBUAN RUPIAH) 

TA 
20XX 

(4) 
9.999.999 

- - - - - - - - - - -

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

- - - - - - - - - - -

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999. 999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

TA TA 
20XX+1 20XX+2 

(5) (6) 
9.999.999 9.999.999 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.999. 999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

TA 
20XX+3 

(7) 
9.999.999 

- - - - - - - - - - -

9 .999.999 

9.999. 999 

- - - - - - - - - - -

9.999.999 

9,999.999 
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ALOKAS I ANGGARAN (RIBUAN R U P IAH) 

KODE FUNGSI/ PROGRAM TA TA TA TA TA 
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 . 20XX+.3 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Fungsi 1 . . . .. (Berisikan uralan Fungsi 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Program . . .  (Berisikan nama Program yang mendukung Fungs/ 9.999.999 9.999.999 9:999.999 9.999.999 9.999.999 

1) I Alokasi oaou orooram unluk Funosl 1 I 
!lsi 

Fungsi 2 . . . .  (Berislkan uraian Fungs/ 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999.  

P rogram . . . .  (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

2) I Alokasi pagu program unluk Fungsi 2 I 
dB! 

dst  

I .  ALOKAS I ANGGARAN PRIORITAS NAS IONAL 

ALOKAS I ANG GARAN (RIBUAN R U P IAH)  

KODE PRIOR ITAS NAS IONALI PROGRAM TA TA TA TA TA 
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3 

( 1 )  (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Prioritas Naslonal 1 . . . . . .  (Berlsikan Priorilas Nasional 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Program . . . . . . . . (Berlsikan nama Program yang mendukung 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Prior/las Nasional 1) I Alokasi oaou orooram unluk Prior/las Nas/onal 1 I 
dst 

Prloritas Naslonal 2 . . . . . .  (Berisikan Pr/orilas Nasional 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

P rogram . . . . ... . .  {Berisikan nama Program yang mendukung 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Prioritas Naslonal 2) I Alokasi pagu program unluk Prlorilas Nas/onal 2 I 
dst 

dst 

J .  STRATEG I  PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS: 

Dluraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis, dlmulai  darl  : 
( 1 )  Strategi d a n  kebijakan terkait dengan sasaran strategls; 
(2)  U ralan deskrlptif masing-maslng program dan Unit  Organisasl Penanggungjawab. 

K. R INCIAN RENCANA PENOAPATAN: 

(RIBUAN RUPIAH) 
KODE PROGRAM URAIAN PENDAPATAN TA TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX+ 1 20XX+2 20XX+3 

(1 ) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7)) 
Program 1 Hi bah 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

dst PNBP 
Pembiayaan 

Program 2 Hi bah 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999 . 999 9 .999.999 

Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
dst PNBP 

Pembiayaan 

TOTAL a. Hi bah 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999 .. 999 9.999. 999 

c. PNBP 
d. Pembiayaan 

PENJELASAN: 
Diisi  penjelasan perubahan target TA 20XX dibandlngkan dengan target TA 20XX-1 

Lokasi,  Tanggal 

Pemim pin PPA BUN BA . . . .  (Berisikan Nomenklatur BA BUN) 

Nama Direktur Jenderai/Kepala Badan 
N I P  
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FORMULIR 2 :  

ALOKASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

T AHUN ANGGARAN 20XX 

BAGIAN ANGGARAN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nomenklalur BA BUN beserta kodenya) 

UNIT ORGAN ISAS I : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Kode dan Nama Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN) 

MISI  U N IT ORGANISAS I : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berlsikan uralan Mist Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN) 

SASAFIAN STRATEGIS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uralan Sa saran Strategis yang didukung) 

PROG RAM : . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya) 

HASIL : . . . . . . .  ,, . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Hasil) 

IND IKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 1 . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  } (Berisikan /KU Program Unit Pembantu Pengguna Anggaran 
2. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  , dst BUN) 

RING IAN PROGRAM : 

I .  KEGIATAN I (ESELON 1 1 /SATKER)/ FUNGSI/ 
ALOKAS I ANGGARAN 

SUB FUNGSI/ PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS (RIBUAN RUPIAH) 
KODE 

I I .  OUTPUT (VOL-SAT)/ INDIKATOR KINERJA TA TA TA TA TA 
KEGIATAN/ ANGKA DASAR/ INIS IATIF BARU 20XX-1 20XX 20XX+ 1 20XX+2 20XX+3 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Kegiatan . . . . . . . . .  (Berisikan uralan Nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Eselon I I/ Satker 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uralan Nama Ese/on II) 

Funqsi 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berislkan uraian Fungsi) 

Sub Fungsl 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berislkan uraian Sub Fungs/) 

Prioritas Naslonal 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan ura/an Prlorilas) 

Fokus Prioritas 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Fokus Prioritas) 

-?!!.�":.1!!.. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - .. ..  - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OutpulL . .  (Berisikan uralan jenis Outpul l) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

_ c������ ����� _c:.u.'PY!l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - !  ??_ ��!)_ • _ _ _  ( ��-s_a_l) _ _ _ _  (_�� -S�!·l - - __(_�� ��!·l _ _ _  ( �� _s_a_t) 
Output2 . . . .  (Berisikan uraian jenls Output 2) 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 9 .999 . 999 

_ ��':���� ��!��� _C!.U.'PY!l _ _ _  - - "  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - ! ??_��I) _ _ _ _ _  ( ��-s_a_l) 
dst 

_ _ _ _  (_�� ."�!·} - - _ _(_�� ��!·l _ _ _  � �� _s_a_l) 

lnd ikator Kinerja Keglatan 

1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } (Berlsikan lndikator-indikator 

2. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst Kinerja Kegiatan) 

Angka Dasar 9.999.999 

lnisatif Baru 9.999.999 

Ost. . . .  
' 

T O T A L  9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Total An9ka Dasar 9.999.999 

Total lnisialif Baru 9.999.999 

I .  ALOKAS I ANGGARAN FUNGSI 

KODE FUNGSI/ SUB FUNGSI ALOKAS I ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 

TA TA TA TA TA 
20XX-1 20XX 20XX+ 1 20XX+2 20XX+3 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Fungsi 1 . . .  ( Berlsikan uralan Fungsi 1 sesuai formulir 1 )  9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Sub Fungsi 1 . . . .  (Berlsikan uralan Sub Fungs/ 1) 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 
Sub Fungsi2 . . . .  (Berisikan uraian Sub Fungsi 2) 9.999.999 9,999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Dst. . . .  
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KODE PRIOR IT AS NAS IONALI FOKUS PRIORITAS ALOKAS I ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 

TA TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Prioritas N asional 1 . . . .  ( Berislkan uralan Prior/las Nas. 1 )  9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Fokus Prloritas . . . .  (Berisikan uraian Fokus Prior/las 1) 9.999. 999 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Fokus Prloritas . . . .  (Berisikan uralan Fokus Prior/las 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Dst. . . .  

K.  B IAYA PROGRAM 

BIAYA MENURUT KELOMPOK B IAYA, 
(RIBUAN RUPIAH) 

TA TA TA TA TA 
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 .  KELOMPOK B IAYA 

a .  Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. Non Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 9 .999.999 

2. JENIS BELANJA 

(hanya dllsl jika a/okasi yang lersedia dapal dirinci per jenis belanja) 

a .  Belanja Pegawal 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b .  Belanja Barang 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 

c. Belanja Modal 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 

d.  Belanja Pembayaran Kelliajlban Utang 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 9.999. 999 

e .  Belanja Subsldl 9 .999. 999 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 

f. Belanja Hibah 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

g. Belanja Bantuan Soslal 9.999.999 9.999.999 9 :999.999 9.999.999 9 .999.99 9  

h.  Belanja Lain-Lain 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 

3 . S U MBER DANA 

a. Rupiah Murnl (RM) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 

b. Rupiah Murnl Pendamping (RMP) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

d .  Bi!dan Layanan Umum (BLU) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 

e. Pinjaman Luar Negeri (PLNJ 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

f. Hibah Luar Negeri (HLN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 

g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

h.  Hibah Dalam Negerl (HDN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 

L.  STRATEGI PENCAPAIAN HASIL:  

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang dlinginkan, dimulai darl : 
( 1 ) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategls (berasal darl Renstra Unit Eselon I) ;  
(2) uralan I deskripsl masing-masing keglatan; 
(3) Jumlah Satker Pelaksana Keglatan; 

(4) Penjelasan mengenal perubahan alokasl program dari yang sedang berjalan dengan yang. dlusulkan. 

M .  RINCIAN RENCANA PENDAPATAN : 

(RIBUAN RUPIAH) 
KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN TA TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3 

( 1 ) (2) (3) (4) " (5) (6) (7)) (8) 
Kegiatan 1 a .  Perpajakan 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 9 .999.999 9 .999.999 

b. PNBP 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Kegiatan 2 a. Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 

b. PNBP 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 
dst. . . . . . . .  

TOTAL 
a. Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 
b. PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 9 .999.999 

PENJELASAN:Diisl penjelasan perubahan target TA 20XX dibandingkan dengan target TA 20XX-1 

Pemim pin PPA BUN BA . . .  (Berisikan Nomenklalur BA BUN) 

Nama Direktur Jenderai/Kepala Badan 
NIP 
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C. 

D. 

E .  
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- 1 0 -

FORM U L I R  3 :  
R I N C IAN B IAYA ALOKAS I ANGGARAN BENDAHARA U M U M  N EGARA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

BAGIAN ANGGARAN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berlsikan Nomenklatur BA BUN beserta kodenya) 

U N IT ORGANISASI : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Kode dan Nama Unit Pembanlu Pengguna Anggaran B UN) 

MIS I U N IT ORGANISASI ; : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uralan Misi Unit Pembanlu Pengguna Anggaran BUN) 

SASARAN STRATEGIS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (B11risikan uralan Sasaran Slrategis yang didukung) 

PROGRAM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uralan Nama Program beserta kodenya) 

HASIL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uralan Hasil) 

IND IKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  } (Berisikan IKU Program Unit PembBntu Pengguna Anggaran 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst BUN) 

RINCIAN BIAYA PROGRAM : 

I .  KEGIATAN/ OUTPUT ALOKAS I ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 

KODE I I .  R INCIAN B IAYA MENU RUT TA 20XX-1 TA 20XX 

KELOMPOK B IAYA, JENIS BELANJA VOLUME VOLUME ANGKA IN IS IATI F  
DAN SUMBER DANA SATUAN 

JUMLAH 
SATUAN DASAR BARU 

JUMLAH 

( 1 )  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Keglatan . . . . . . .  (Berisikan uralan Nama 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 
Keg/alan) 

OUTPUT 

Output1 . .  .. (Berisikan uraian jenls Output t) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 

Outpul2 . . . .  (Berisikan uraian jenis Output 2) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Output3 . . . .  (Berisikan ural an jenls Output 3) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

dst 

R INCIAN BIAYA KEG IATAN MENURUT : 

1 .  KELOMPOK B IAYA 

a .  Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. Non Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

2. JENIS BELANJA 

{hanya dilsl jika alokasi yang tersedia dapat 
dirinci per jenls belanja) 

a.  Belanja Pegawal: 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 
b.  Belanja Barang: 9.999.999 9.999.999 9.999.9!i9 9.999.999 
c. Belanja Modal: 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 
d .  Belanja Pembayaran Kewajiban 9.999.999 

Utang: 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 

e. Belanja Subsidi: 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

f. Belanja H ibah: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

g . Belanja Bantuan Soslal: 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

h.  Belanja Lain-Lain: 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

3.  SUMBER DANA 

a. Rupiah Murni (RM) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b.  Rupiah Murni Pendamping (RMP) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

c. Pendapatan Negara Bukan Pajak 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

(PNBP) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

d. Badan Layanan Umum (BLU) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

e.  Pinjaman Luar Negeri (PLN) 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

f. H ibah Luar Negeri (HLN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

g .  Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

h. Hibah Dalam Negerl (HDN) 

Dst. . .  
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9.999.999 

9.999.999 

(hanya diisl jika atoka sf yang tersedia dapat dirlncl per jenls 
belanja) 

a .  Belanja P egawai :  9.999.999 

b. Belanja Barang: 9.999.999 

c. Belanja Modal :  9.999.999 

d. Bel anja Pembayaran Kewajlban U tang : 9.999.999 

e.  Bf,ianja Subsidi : 9.999.999 
f. . Belanja H i  bah: 9.999.999 

g .  Belanja Bantuan Sosial : 9 .999.999 

h. Belanja Lain-Lain: 9 .999.999 

3 . SUMBER DANA 

a. Rupiah Murni (RM) 9.999.999 

b. Rupiah Murnl Pendamping (RMP) 9.999.999 . 

c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9.999.999 

d. Badan Layanan Umum (BLU) 9.999.999 

e. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 9.999.999 

f. Hibah Luar Negeri (HLN) 9.999.999 

g . Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 9.999.999 

h.  Hibah Dalam Negerl (HDN) 9.999.999 

B .  OPERASIONALISAS I KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION): 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.!!99 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9 .999. 999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.99g,9g9 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9 .999 .999 
9.999.999 9.999.999 9 .999.999 
9.999.999 9.999.999 9.999. 999 

9.999. 999 9.999.999 9 .999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Diuraikan langkah-langkah yang di tempuh untuk mengimplementasikan program melaiui operasionalisasi keglatan-kegiatan,dimulai darl: 

( 1 ) ldenlifikasl faktor-faktor pendukung (faktor pegawal, sarana dan prasarana kerja) dan penghambat (l lngkungan/kultur kerja); 

(2) ldentifikasl  Satker- Satker Pelaksana Kegiatan; 

(3) Merumuskan strategl perumusan kegiatan (mlsalnya melaiui stadarisasi kegiatan/biaya ,  evaluasi dan monitoring); 

(4) Penjelasan mengenal perubahan alokasi kegiatan darl yang sedang berjaian dengan yang dlusulkan. 

C. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN 

SUMBER (RIBUAN RUPIAH) 
KODE KEGIATAN 

PENDAPATAN TA 20XX-1 TA 20)()( 

( 1 )  (2) (3) (4) (5) 
0000 Keglatan 1 a. Perpajakan 9 .999 .999 9.999.999 

b.  PNBP : 9.999. 999 9.999.999 
1 .  Umum 9,gg9.999 9.999.999 

2. Fungsional 9 . 999.999 9.999.99g 

0000 Kegiatan 2 a .  Perpajakan 9.999.999 9.999. 999 

b.  PNBP : 9 .999.999 9.999.999 
1 .  Umum 9.999.999 9.999.999 

2. Fungslonal 9.999. 999 9.999.999 

dst. . . . . . . . 

a .  Perpajakan: 9 .999.999 9 .999.999 
TOTAL b. PNBP: 9.999.999 9.999.999 

1 .  Umum 9.999.999 9.999.999 
2. Fungsional 9.999.999 9.999.999 
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A. 

B.  

C. 

D. 

E.  

PPA BUN 

KPA BUN 

SATUAN I<ERJA 

PROPINS I 

KABUPATEN/KOTA 

M E NTE R !  K E U A N G A N  

R E P U B L I K  I N DO N ES I A 

- 1 2  -

LAMPIRAN II-2 

I BAGIAN A 

RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM N E GARA 

RENCANA K I N E RJA SATUAN KERJA 

T AHUN ANGGARAN 20XX 

: (xxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berlsikan Nomenklatur PPA BUN beserta kodenya) 

: (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berlsikan Nama Unit KPA BUN beserta kodenya) 

: (xxxxxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Ber/slkan Nama Sa/uan Kerja beserta kodenya) 

: (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Prop/nsf Satker berada beserta kodenya) 

: (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan /okasi Satker berada besetta kodenya) 

Halaman : 

PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA UTAMA PROG RAM/ ALOKAS I ANGGARAN T A 20XX 
KODE HASIU KEG IATAN/ VOLUME 

ANGKA DASAR 
IN ISIAT IF  

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT SATUAN BARU 
JUMLAH 

( 1 )  (2) (3) (4) (5) (6) 

xxx.xx.xx Program . . .  (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

lnd ikator Kinerja Utama Program 

1 .  

2 .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l::l2mJ 
Hasi/ . . . . .  (Berlsikan uralan Has// Program) 

xxxx Keglatan 1 . . . (Berisikan uralan nama Kegialan) 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 

lndikator Kinerja Keglatan 

1 .  

2.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Outpu/ 1 . . . . .  (Berlsikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9 .999 . 999 9.999.999 9.999.999 

Output 2 . . . . . . (Berisikan uraian Output Keg/alan) 99 sat. 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 
Outpu/ 3 . . . . .  (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999. 999 9.999.999 9 .999 .999 

Dst. . .  

xxxx Kegiatan 2 . . . . . . (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
lndlkator Kinerja Kegiatan 

1 .  

2. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ou/pu/ 1 . . . . .  (Berlslkan uralan Output Kegiatan) 99 sat. 9 . 999.999 9 .999 . 999 9.999. 999 
Output 2 . . . . . .  (Berisikan uraian Output Keg/alan) 99 sat. 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 

Output 3 . . . . .  (Berisikan uraian Output Keg/alan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Dst. . .  

KPA B U N  

N a m a  

N I P  

I 
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R ENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA U M U M  N EGARA 

RINC IAN B E LANJA SATUAN KERJA 

T AHUN ANG GARAN 20XX 

I 

A .  PPA BUN : (xxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nomenklatur PPA .BUN beserta kodenya) 

B .  KPA BUN : . (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Ber/sikan Nama Unit KPA BUN beserta kodenya) 

C .  S A  TUAN KERJA : (xxxxxx) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya) 

D .  PROP INS I : (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berlslkan Propinsl Satker berada beserta kodenya) 

E.  KABUPATEN/KOTA : (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Ber/slkan lokasl Satker berada beserta kodenya) 

Halaman : 

ALOKAS I ANGGARAN TA 20XX 

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ 
KODE 

SUBOUTPUT/ KOMPONEN 
VOLUME ANGKA IN ISIATIF 

JUMLAH 
SATUAN DASAR BARU 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) 
xxx.xx.xx Program . . .  (Berisikan uiaian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

lndikator Kinerja utama Program 

1 .  

2. 

xxxx Kegiatan 1 . . . . . . . . (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

lndlkator Kinerja Keglatan 

1 .  

2 .  

xxxx.xx Output 1 . (Berlsikan uraian Komponen Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XXX Sub Output 1 ... (berisikan uraian SubOutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XXX Komponen 1 . . .  (berisikan uralan komponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jumlah Komponen . . .  (U tama/Pendukung) 9.999.999 9.999 . .  999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XXX Komponen 2 . . . (berlsikan ura/an komponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

dst. .  . . . . . . .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XXX Sub Output 2 . . . .  (berisikan uraian SubOutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dst. . .  

xxxx.xx Output 2. (Berisikan uraian Output Keg.) 99 sat. 9.999.999 ·9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - -

Xxx SubOutput 1 . .  . . (berisikan uralan SubOutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,. - - - - - - - - - -
Dst. . . .  9.999.999 9.999.999 9.999.999 

xxxx Keglatan 2 . . . . . . .  (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9 .999 .999 

Dst. . . .  9.999.999 9.999.999 9.999.999 

PAGU 
T.A 20XX 

Angka Dasar lnlsiatif Baru Jumlah 

RM 

RMP 

PNBP 

BLU KPA BUN 

PLN 

HLN 

PDN 
Nama 

NIP 
HLN 

PBS 

TOTAL 

Distribusi II 

BAGIAN B I 

KP/ 

SO/ KD/ 

CP DK/ 

TP/ 

(7) (8) 
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RENCANA KE RJA ANGGARAN BENDAHARA U M U M  N EGARA 

TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA 

T AHUN ANGGARAN 20XX 

I BAGIAN C 

A. PPA BUN : (xxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (fjerislkan Nomenklalur PPA BUN beserta kodenya) 

B .  KPA BUN : (xx) . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Unit KPA BUN beserla kodenya) 

C .  SATUAN KER.IA : (xxxxxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Saluan Kerja beserla kodenya) 

D .  PROPINSI  : (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berlsikan Proplnsl Salker berada beserta kodenya) 

E.  KABUPATEN/f<OTA : (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan /okasi Salker berada beserta kodenya) 

Halaman : 

PROGRAM/ KEG IATAN/ TARGET 
KODE 

SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN 20XX-1 20XX 

( 1 )  (2) (3) (4) 

Program . . . (Berlsikan ura/an nama Program) 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan 1 . . . . . . . (Berisikan uraian Nama Keg/alan) . 9 .999.999 9.999.999 

HI BAH 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapalan 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapalan 9.999.999 9.999.999 

PERPAJAKAN 9 .999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapalan 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapalan 9.999.999 9.999.999 

PNBP 9.999.999 9.999.999 

Umum 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapalan 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapalan 9.999.999 9.999.999 

Fungsional 9.999.999 9 .999.999 

Uraian akun pendapalan 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapalan 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan 2 . . . . . . . (Berislkan uraian Nama Keg/alan) 9.999.999 9.999.999 

PEMB I6YMN 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapalan 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapalan 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan 3 . . . . . . . (Berisikan uraian Nama Keg/alan) 9.999.999 9 .999.999 

Dst. . . .  

TOTAL TARGET TARGET 

T.A 20XX-1 T.A 20XX 

H I  BAH 

PERPAJAKAN KPA BUN 
PNBP 

1 .Umum 

2 .Fungslonal Nama 

PEMB IAYMN NIP 

I 
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RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA U M U M  N EGARA 

PRAKIRAAN MAJU B E LANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA 

TAH U N  ANG GARAN 20XX+ 1 ,  20XX+2, 20XX+3 

I BAGIAN D 

A. PPA BUN : (XXX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nomenklalur PPA BUN beserta kodenya) 

B .  KPA BUN : (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Unit KPA BUN beserta kodenya) 

C .  SA TUAN KERJA : (xxxxxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya) 

D.  PROP INS I : (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berislkan Proplnsi Satker berada beserta kodenya) 

E .  KABUPATEN/KOTA : (xx) . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  (Berislkan lokasi Satker berada beser/a kodenya) 

Halaman : 

I .  PRAKIRAAN MAJU BELANJA 

PROGRAM/ KEG IATAN/ TA TA TA TA TA 
KODE 

OUTPUT (VOL-SAT) 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Program (Berislkan nama Prog.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan 1 (Berisikan nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 

Output 1 (Berisikan Output Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

- - - - - - - - - - - _( �':'�u_n:� -��tu�!l-<?!:1!/!.�t)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( ��-:�t_!J��_l_ _ ( �� _s_a_t���)  -( �� :�!��� ) � _9_9_ ���u_a_n_ � ( ��-:�t_!J��_l-
Output 2 (Berislkan Oulput Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 

- - - - - - - - - - - _ ( �':'�u_n:� -���.!:1�.!1-C}!;Jlp_�l) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( ��-:�t_!J��_l _ _ ( �� _s_a_t���) _(_ �� :�!��� ) i _9_9_ ���u_a_n) ( ��-:�!IJ��_l-
Output 3 (Ber/sikan Output Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 

- - - - - - - - - - - _ ( �':'�u_n:� -���IJ�!l-C}!;Jlp_�l)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( ��-:�tiJ��_l- _ ( �� _s_a!���)  _(_�� :�!��� ) � 
_
9

_
9
_ 
���u_a_n_ � ( ��-:�!IJ��_l_ 

DST 

Kegiatan 2 (Berlslkan nama Keg.) 

Dst . . . .  

I I .  PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN 

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN 
TA TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3 

( 1 ) (2) (3) (3) (4) (5) (6) 
Program . . .  (Berlsikan uralan nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Ke9iatan 1 . . . . . . .  (Berisikan uraian nama Keg/alan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 

HI  BAH 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 

PERPAJAKAN 9 .999.999 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 9 .999.999 

PNBP 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

1 .  Umum 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

2. Fungslonal 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan 2 . . . . . . .  (Berislkan uralan Nama Keg/alan) 

PEMBIAYAAN 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Dst . . . .  

PAGU SATKER BELANJA TARGET PENDAPATAN KPA BUN 
T.A 20XX 

T.A 20XX 

T.A 20XX+1 Nama 

T.A 20XX+2 NIP 

T . A  20XX+3 

Distribusi II 

I 
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LAMPIRAN JI-3 

K ERTAS KERJA SATKE R  

R I N C IAN B E LANJA SATUAN KERJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

A. 

B .  

C .  

D .  

E .  

PPA BUN : (xxx) 

KPA BUN : (xx) 

SATUAN KERJA : (xxxxxx) 

PROPINSI  : (xx) 
KABUPATEN/KOTA : (xx) 

KODE 

( 1 )  

PROGRAM/ KEG IATAN/ OUTPUT/ 

SUB OUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN/ 

AKUN BELANJA/ DETIL BELANJA 

(2) 

xxx.xx.xx Program . . . (Berisikan uraian nama Program) 

l ndikator Klnerja Utama Program 

1 .  

2.  

xxxx Keqiatan 1 . . . . . . . .  (Berlsikan uraian nama Keg.) 

lndikator Klner!a Kegiatan 

1 .  

2.  

xxxx.xx Output 1 . (Berisikan uraian Komponen Keg,) 

xxx SubOutpu/ 1 . . .  (berisikan uraian SubOutput) 

xxx Komponen 1 . . .  (berlsikan uraian komponen) 

Jumlah Komponen . . .  (Utama/Pendukung) 

xx Subkomponen 1 (berisikan ura/ansubkomponen) 

xxxxxx Uraian akun belanja 

Datil belanja 

xxxxxx Uraian akun be/an/a 

dst . . . . .  

xx Subkomponen 2(berisikan uralansubkomponen) 

Uraian akun belanja 

dst . . . . . 

xxx Komponen 2 . . .  (ber/slkan uraian komponen) 

dst.. . . . . . . .  

xxx  Sub Output 2 . . . .  (berisikan uralan SubOulput) 

Dst . . .  

xxxx.xx Output 2. (Berislkan uralan Output Keg.) 
Xxx SubOutpu/ 1  . . . .  (berisikan uraian SubOutput) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dst . . . .  

xxxx Kegiatan 2 . . . . . . . (Berisikan uraian nama Keg.) 
Dst. . . .  

PAGU T.A 2DXX 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nomenklatur PPA BUN beserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berislkan Nama Unit KPA BUN beserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berlsikan Nama Satuan Kerja baser/a kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berlsikan Propinsl Satker berada baser/a kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berlsikan lokas/ Satker berada beserta kodenya) 

Halaman : 

ALOKAS I ANGGARAN TA 20XX KP/ 

1-----.,------,--:------,-----j SD/ KD/ 
VOLUME 
SATUAN 

(3) 

99 sat. 

99 sat. 

ANGKA 
DASAR 

(4) 
9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 
- - - - - - - - - - - - -

9.999.999 
- - - - - - - - - - - - -

9.999.999 
- - - - - - - - - - - - -

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 

- - - - - - - - - - - - -
9.999.999 

- - - - - - - - - - - - -
9.999.999 

9.999.999 
- - - - - - - - - - - - -

9.999.999 
- - - - - - - - - - - - -

9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 

IN IS IATIF 
BARU 

(5) 
9.999.999 

9.999.999 

9 .999.999 
- - - - - - - - - - - -

9.999.999 
- - - - - - - - - - - -

9.999.999 
- - - - - - - - - - - -

9.999.999 
9 .999.999 
9.999.999 

9 .999.999 

9 .999.999 
9.999.999 

JUMLAH 

(6) 
9.999.999 

9.999.999 

9 .999.999 
- - - - - - - - - - - - -

9.999.999 
- - - - - - - - - - - - -

9 .999.999 
- - - - - - - - - - - - -

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 
9 .999.999 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.999.999 9.999.999 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.999.999 9.999.999 

- - - - - - - - - - - - -

9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.999.999 9 .999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 

CP OK/ 

TP/ 

(7) (8) 

Angka Dasar ln isiatif Baru Jumlah 

RM 

RMP 

PNBP 

BLU 

PLN 

HLN 

PDN 

HLN 

PBS 

TOTAL 
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KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE 

KELUARAN (OUTPU1) KEGIATAN TA 20XX 

PPA BUN 

KPA BUN 

Pro grain 

Hasil ( Outcome) 

Kegiatan 

Indikator Kinerj a  Kegiatan 

Jenis Keluaran ( Output) 

Volume Keluaran ( Output) 

LAMPIRAN II -4 

( 1) 
( 2) 

( 3) 
( 4 )  

( 5) 

( 6) 

( 7) 

( 8) 
Satuan 
( Output) 

Ukur Keluaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

A. Latar Belakang 

l .
·
Dasar Hukum ( 1 0) 

2 .  Gambaran Umum ( 1 1 )  

B .  Penerima Manfaat ( 1 2) 

C .  Strategi Pencapaian Keluaran 

1 .  Metode Pelaksanaan ( 13) 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan ( 1 4) 

D .  Kurun Waktu Pencapaian Keluaran ( 1 5) 

E. Biaya Yang Diperlukan ( 1 6) 

Penanggung j awab Unit Perencana 

· · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . .. . . . .  ( 17) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 8) 

Distribusi II 
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Keterangan Pengisian KAK/TOR: 

No Uraian 

( 1) Diisi nama unit selaku PPA BUN. 

(2) Diisi nama unit selaku KPA BUN. 

(3) Diisi nama program. 

(4) Diisi dengan hasil (outcome) yang akan dicapai dalam Program. 

(5) Diisi nama Kegiatan. 

(6) Diisi uraian indikator kinerja  kegiatan. 

(7) Diisi nama/ nomenklatu'r keluaran (output) secara spesifik. 

(8) Diisi jumlah/banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan 

(9) Diisi urruan mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka 
pengukuran kuantitas keluaran (output) sesuai dengan karakteristiknya 

( 1 0) Diisi dengan dasar hukum tugas fu:hgsi dan/ atau ketentuan yang terkait 
langsung dengan keluaran (output) kegiatan yang akan dilaksanakan. 

( 1 1 ) Diisi gambaran umum mengenai keluaran (output) kegiatan dan volumenya 
yang akan dilaksanakan dan dicapai . 

( 1 2 )  Diisi dengan penerima manfaat baik internal danj atau eksternal 
Kementerian Negara/Lembaga. 

( 1 3 ) Diisi dengan car a pelaksanaan yang dapat berupa kontraktual a tau 
swakelola. 

( 1 4) Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian 
keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu ( time table) pelaksanaan dan 
keterangan sifat komponenjtahapan tersebut termasuk biaya utama atau 
biaya penunjang. 

' ( 1 5) Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan. 

( 1 6) Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran 
( output) dan penj elasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir. 

( 1 7) Diisi dengan nama penanggung jawab unit perencana. 

( 1 8) Diisi dengan NIP penanggung jawab unit perencana. 
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RINCIAN ANGGARAN BELANJA 
LAMPIRAN n�s 

KELUARAN (OUTPU'I) KEGIATAN TA 20XX 
PPA BUN 
KPA BUN 
Kegiatan 
Keluaran (Output) 
Volume 
S atuan Ukur 
Alokasi D ana 

Kode Uraian Subkelu aran 
(Sub- Output) / Komponen / 

Subkomponen / detil 

1 2 

xxxx.xxxx Sub Output 1 

XXX Komponen 1 

A Sub komponen A 

- Detil belanj a  1 

- Detil belanja 2 

- dst 

- dst 

B Sub komponen B 

- dst 

xxxx·.xxxx Sub0utput 2 

XXX Komponen 1 

A Sub kompo�en A 

- Detil belanj a  1 

- Detil belanj a  2 

- dst 

- dst 

B Sub komponen B 

- dst 

Keterangan : 

Volume . 
Subkeluaran 

(Sub- Output) 

3 

99 

-
-
-

-

-

99 

-

-
-

-

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 2) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 3) 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . .  ( 4) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . (5) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 6) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ( 7) 

Jenis Komponen Rincian Perhitungan Harga 
S atu an 

Utama/ Pendukung) Jml 

4 5 6 

- -

Utama - -

- - -
- 99 sat. x 99 sat. x 9 9  9 9 9  

. . . . 

- 99 sat. X 99 sat. X 99 999 
. . . . 

- - -

- - -
Utama - -

- - -
- 99 sat. x 99 sat. x 99 999 

. . . . 
- 99 sat. x 99 sat. x 9 9  9 9 9  

. . . . 

- - -

Jumlah 

7 

999 . 9 99 

999. 99<;; 

999. 99� 

9 9 9 . 9 99 

9 9 9 . 9 9 9  

999. 99� 

9 9 9 . 999 

999. 99� 

999. 995-

9 9 9 . 9 99 

9 9 9 . 9 9 9  

999. 995 

Penanggung j awab Unit Perencana 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (8) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) 

Jumlah total alokasi anggaran kelu aran (output) sama dengan jumlah keseluruhan alokasi anggaran keluaran (output) yang dilaksanakan oleh seluruh s atker, untuk keluaran (output) yang sam a.  

Distribusi II 



M E NTE R I K E U A N G A N  

R E P U B L I K  I N DO N ES I A  

- 20 -
Keterangan Pengis ian Rincian Anggaran Belanja: 

No Uraian 

( 1 )  Diisi nama PPA BUN. 

(2) Diisi nama KPA BUN sebagai penanggung jawabjpelaksana Kegiatan. 

(3 ) Diisi nama Kegiatan. 

(4) Diisi namajuraian mengenai identitas dari setiap keluaran ( output) secara 

spesifik. 

(5) Diisi jumlahjbanyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan 

(6 ) Diisi urman mengenm satuan ukur yang digunakan dalam rangka 

pengukuran kuantitas keluaran (output) sesuai dengan karakteristiknya 
(7) Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran 

(output) 

(8) Diisi dengan nama penanggung jawab Unit Perencana. 

(9) Diisi dengan NIP penanggung jawab Unit Perencana. 

DATA DALAM TABEL 

Kolom 1 Kode Diisi kode subkeluaran (sub- output) , komponen, 

Kolom 2 Uraian Subkeluaran Diisi uraian nama subkeluaran (sub- output) , 
(Sub- Output) / komponen, sub komponen, akun dan de til 
Komponenj belanja. 
Subkomponen/ detil Keterangan: 

subkeluaran (sub-output) dan subkomponen 
bersifat opsional. 

Kolom 3 Volume Subkeluaran Diisi jumlahjbanyaknya kuantitas subkeluaran 
(Sub- Output) (sub- output) yang dihasilkan. 

Diisikan sebaris dengan uraian su bkeluaran 
(sub- output) . 

Keterangan : 

jumlah total volume-volume subkeluaran 
(sub- output) harus sama dengan jumlah volume 
keluaran (output) . 

Kolom 4 Jenis Komponen Diisi utarna atau pendukung. 
(Utamaj Pendukung) Diisikan sebaris dengan uraian Komponen, yan1 

rnenyatakan bahwa kornponeh tersebut sebaga 
komponen utama atau komponen pendukung. 
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Kolom 5 Rincian Perhitungah 

Kolom 6 Barga Satuan 

Kolom 7 Jumlah 
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Diisi formula perhitungan 
pendanaan. 

satuan-satuan 

Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja .  
Contoh : 
2 org x 2 hari x 2 frekuensi 

jumlah perhitungan tesebut diisikan pada sub 

kolom 5 Uumlah) sebesar 8 .  
Diisi nominal harga satuan yang berpedoman 

pada SBM. 

Diisikan sebaris dengan uraian detil belanj a. 
Keterangan: 

dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat 
dalam SBM dapat menggunakan data dukung 

lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Diisi nominal hasil-hasil perhitungan pada 
tingkat detil belanja, sub komponen, Komponen, 

subkeluaran (sub - output) . 

Keterangan: 
jumlah total alokasi anggaran sub-subkeluaran 
(sub-sub- output) harus sama dengan jumlah 
total anggaran pada keluaran (output) . 
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K E M E NTERIAN KEUANGAN REPUBLIK I N DONESIA 
D I R E KTORAT J E N D E RAL ANGGARAN 

LAMP IRAN II -6 

DAFTAR RINCIAN PAGU ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

PPA BUN 

PROGRAM 

PAGU PROGRAM 

Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut : 

(Ribuan Rupiah) 
KPA BUN TOTAL PAGU SUMBER DANA JUMLAH 

RM PNBP/BLU PDN/PHLN 

1 2 3 4 5 6 

XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 

XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 

XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 

XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 

XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 

XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 

XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 

XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 

XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NAMA KPA BUN . 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 
XXX NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 

Direktur Jenderal/ Kepala Badan selaku 
Pemimpin PPA BUN 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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SU RAT PE RNYATAAN *) 

LAMPIRAN 11-7 

N OM OR : . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  (4) 

Yang berta nd a  tangan di bawah ini :  

Nama : ............... (5) 
NIP / N RP : ............... (6) 
J abatan : ................ (7) 

D engan ini menyatakan dan bertanggung j awab seca ra penuh atas hal-hal 
sebagai berikut :  

1. Rencana Kerja dan Anggaran BUN dan/  atau usulan penggun aan dana 
Bagian Angga ran 9 99. 08 pada tahun anggaran berjalan tela h direviu oleh 
APIP K/L .  

2. Ren cana Dana Pengeluaran Bend ahara Umum Negara (RDP BUN) . . . . . . .. . . . . . . .  . 
(8 )  telah disusun sesuai ketentuan sebagaima na diatur d alam Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan 
penetapan alokasi bagian anggaran bendahara umum negara. 

D emikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, d alam keadaan 

sadar, dan tidak dibawah tekanan. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9 )  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (10) 

Materai 
6000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 1 ) 

NI P/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (12) 

* ) format dan k eterangan p eng 1s 1an surat p ernyataan KPA BUN menyesu aikan 

for mat dan k et erangan p engisian surat p ernyataan PPA BUN 
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K et erang an P engisian Surat P ernyataan: 

( 1 )  Diis i  logo K em ent erian K euangan RI . 

(2) Dii si uraian nama unit es elon I s elaku PPA BUN.  

(3) Dii si alamat es elon I s elaku PPA BUN. 

(4) Di itsi nomor Surat P ernyataan. 

(5) Di :isi nama Dir ektur J end eral/ K ep ala Badan s elaku P emimpin PPA BUN .  

(6) Dii si N I P  / NRP. 

(7 )  Dii si uraian j ab atan p enanda tangan Surat P ernyataan . 

(8 )  Diisi nom enklatur Bagian Anggaran BUN. 

( 9) Di isi T empat dan Tanggal . 

(10) Diisi jabatan p enandatangan surat p ernyataan (Dir ektur J end eral/ K epala 

B adan s elaku P emimpin PPA BUN) . 

( 1 1 ) Diisi nama p enandatangan surat p ernyataan. 

( 1 2) Diisi NIP / NRP p enandatangan surat p ernyataan. 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA 

UNIT ESE LON I . .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  ( 2) 

A lamat . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . (3) 

LAMPIRAN II -8 

} K OP PPA BUN 

No m or 
Sifa t  
Lampiran 
Hal 

: S - I / 20 XX  (tanggal-bu lan) 20 XX 
: S egera 
: S atu Berkas 
: Usulan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Urnurn Negara 

Yth Direktur Jenderal Anggaran 
di 

Jakar ta 

Sehubungan d engan · ditetapkannya Keputusan Menteri Keu angan 
No rnor . . . . .. / KMK . 02/ 20 xx tentang Pagu Anggaran Bendahara Urnu rn Negara, 
d enga n ini disarnpaikan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Urnurn Negara 
(RD P BUN) B agian Anggaran . . . . . . . . . . . . . . (4) 

S eb agai kelengkapan RDP BUN, dengan ini di larnpirkan dokurnen p enelaahan 
b eru pa: 

a .  RKA BUN; 

b. ADK RKA-K/ L DIPA; 

c .  Surat Pernyataan Eselon I selaku Pirnpinan PPA BUN; dan 

d . ·  D aftar Rincian Pagu Anggaran BUN . 

D ernikian ka mi sarn paikan, atas kerja samanya diuca pka n terirna kasih . 

D irektur J enderal/ Ke pa la Badan yang ditunjuk 

........................................ (5) 
NIP / NRP . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 
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Keterangan Pengisian Surat Usulan RDP BUN: 

1 .  Diisi logo Kementerian Keuangan RI. 

2. Diisi PPA BUN pengusul RKA BUN. 

3. Diisi alamat PPA BUN. 

4 .  Diisi non1enklatur BA BUN. 

5. Diisi nama Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Pemimpin PPA BUN di 
lingknngan Kementerian Keuangan. 

6. Diisi NIP/ NRP Direktur Jenderal/Kepala Badan selal<u Pemimpin PPA BUN di 
lingkungan Kementerian Keuangan. 

GIAR 
NIP 19 
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MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN Ill 
PERATURAN MENTEl�! KEUANGAN REPUIJUK INDONESIA 
NOMOR 177/PMK.02/2014 
TENTANG 

TATA CARA PERENCANAAN, PENgLAAHAN, DAN PENETAPAN 

ALOKASI UAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGArM 

PEDOMAN REVIU RENCANA KE RJA DAN ANGGA RAN 
BENDAHA RA UMUM NEGA RA OLEH 

APA RAT PENGAWASAN INTE RN PEMERINTAH KEMENTE RIAN NEGA RA/ LEMB AGA 

BAB I 
PE NDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Men .teri Keuangan dalam hal kekuasaan pengelolaan keuangan negara 
mempunyai peran berbeda dibandingkan dengan peran menteri lainnya. Menteri 
Keuangan selain seb agai Chief Operational Officer (COO) juga se bagai Chief 
Financial Officer (CFO) . Sesuai prinsip terse but, Menteri Keuangan bertanggung 
jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara s ecara nasional (pengelola 
fiskal) . 

Sebagai pengelola fiskal, Menter i Keua rigan mempunyai t ugas dan fungsi sebagai 
BUN dan pengelola BA BUN. Menteri , Keuangan selaku PA BUN melaksanakan 
transaksi yang tidak dilakukan oleh K/ L pada umumnya. Dal am hal belanj a, 
antara lain meliputi hibah, subsidi, pemb ayaran bunga utang, dan transfer ke 
daerah . Dalam hal pendapatan, antara lain meliputi pendapatan hibah. Dalam 
hal pembiayaa ri, antara lain meliputi investasi, biaya management dan 
commitment fee Utang Luar Ne geri, serta buy back SUN. Pengelolaan BA BUN 
tersebut semuanya merupakan inter vensi Pemerintah dalam rangka k ebij akan 
fiskal dengan tujuan meningkat kan kesejahteraan rakyat. 

· 

Sej alan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kualitas 
perencanaan penganggaran BUN,. maka perlu ditetapkan pedoman reviu RKA 
BUN oleh Menteri Keuangan selaku BUN. 

1. Definisi Reviu RKA BUN 

Reviu RKA BUN adalah penelaahan atas perencanaan penganggara n BUN 

. 
oleh APIP K/ L untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pe rencanaan 
penganggaran BUN telah disusun sesuai dengan ketentuan penganggaran 
yan g berlaku . 

2 .  Tujuan dan Sasaran Reviu RKA BUN 

Tujuan reviu RKA BUN adalah untuk memberi keyakinan terbatas meng enai 
keandalan dan keabsahan RK A BUN sesuai deng an ketentuan penganggaran 
yang berlaku kepada Menteri Keuangan selaku BUN. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, apabila pereviu menemukan kesalahan 
dalam pen yusunan RKA BUN, ma ka pere viu bersa ma-s ama dengan KPA BUN 
harus  segera mela kukan p erbaikan atas kesalahan t er sebut. 

Sasaran reviu RKA B UN oleh APIP K/L adalah dokumen perencanaan 
keuangan berupa RKA BUN dan data pendukung, yang telah disusun oleh 
KPA BUN berdasarkan RKP, Pagu Anggaran BUN, dan Alokasi Anggaran BUN. 

· Dengan demikian, secara garis besar dapat dik atakan bahwa adanya 
keterlibatan APIP K/L dalam mere viu RKA BUN adalah unt uk meningkatkan 
kua l itas pere ncanaan dan men jam in kepatuha n terhadap k et entuan 
penganggaran sebagai quality assurance atas anggaran BUN . .  
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Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana 
dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian 
intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas alrurasi perhitungan, 
inspeksi, observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang dilaksanakan 
dalam suatu audit. · 

3 .  Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksa:naan Reviu RKA BUN 

Ruang lingkup reviu RKA BUN oleh APIP K/L adalah dokumen RKA BUN 
beserta dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh KPA BUN kepada 
PPA BUN. 

Reviu RKA BUN hanya dilakukan terhadap rencana pengeluaran anggaran 
BUN (belanj a, transfer ke daerah dan pembiayaan} yang diajukan oleh KPA 
BUN. 

Reviu RKA BUN oleh APIP K/L dilaksanakan pada saat penyusunan RKA BUN 
oleh KPA BUN setelah ditetapkannya Pagu Angganin BUN (bulan Mei-Juli} 
dan penyesuaian RKA BUN oleh KPA BUN setelah Undang-Undang mengenai 
APBN ditetapkan (bulan Oktober-November} . 

· 

Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RKA BUN oleh APIP K/L tidak menambah 
layer proses perencanaan dan pengang·garan BA BUN. Untuk itu, reviu RKA 
BUN dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan proses penyusunan RKA 
BUN sebelum disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN. Hal ini perlu 
dilakukan agar pelaksanaan reviu RKA BUN dapat berjalan dengan efisien 
dan efektif mengingat keterbatasan waktu penyampaian RKA BUN dari KPA 
BUN kepada PPA BUN dan dari PPA BUN kepada Kementerian Keuangan c .q .  
Direktorat J enderal Anggaran. 

Namun demikian, APIP K/L tidak mengambil alih tanggung j awab manajemen 
terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam proses penganggaran dan 
kebenaran nilai anggaran yang ·diusulkan karena hal tersebut adalah tetap 
menjadi tanggung jawab manajemen. 

4. Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA BUN 

Referensi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu RKA BUN 
adalah semua peraturan yang terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara 
pada tahap perencanaan dan penganggaran, antara lain meliputi: 

a .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

b .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

c. Undang�Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah; 

d .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pem bangunan N asional; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengadaan Dan Penerusan Pinjainan Dalam Negeri Oleh Pemerintah; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 20 1 0  tenta�g Penyusunan 
Rencana Kerja Dan Angaran Kementerian Negaraj Lembaga; 
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h .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 0  Tahun 20 1 1 tentang Tata Cara 

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah; 
) 

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 20 1 3  tentang Rencana Kerj a  
Pemerintah Tahun 2 0 1 4; 

j .  Peraturan teknis lainnya sesuai dengan dasar hukum penyusunan RKA 
BUN untuk masing-masing BA BUN. 

5. Obyektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA BUN 

Reviu RKA BUN dilaksanakan oleh auditor APIP K/ L yang kompeten dan 
tergabung dalam Tim Reviu RKA BUN dari masing-masing APIP K/ L. Tim 
Reviu RKA BUN harus obyektif dalam melaksanakan kegiatan reviu . Prinsip 
obyektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu RKA BUN melaksanakan reviu 
dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas RKA BUN yang direviu . 
Tim Reviu RKA BUN harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi 
yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain 
dalam mengambil keputusan. 

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas RKA BUN, perlu 
dipertimbangkan kompetensi Tim Reviu RKA BUN yang akan ditugaskan. 
Sesuai dengan tujuan reviu RKA BUN, maka Tim Reviu RKA BUN secara 
kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut: 

a. memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

b .  memahami tata cara penyusunan RKA BUN/ RDP BUN; 

c .  memahami hagan akun standar; 

d .  memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang diteliti; 

e .  menguasai teknik komunikasi; dan 

f. memiliki kemampuan analytical review. 

B .  Tata Cara Reviu RKA BUN 

Pedoman pelaksanaan reviu RKA BUN ini dimaksudkan sebagai acuan untuk 
merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu RKA BUN. Pedoman 
pelaksanaan reviu RKA BUN ini menguraikan kegiatan yang perlu dilakukan 
pada tiap tahapan reviu RKA BUN, termasuk di dalamnya prosedur reviu RKA 
BUN yang berisi serangkaian langkahjprogram yang akan dilaksanakan oleh 
APIP Kj L dalam mereviu dokumen perencanaan penganggaran BUN. 
1 .  Tahapan Reviu RKA BUN 

Dalam melakukan reviu RKA BUN, terdapat 3 (tiga) tahapan reviu, yaitu : 
a . tahap perencanaan; 

b. tahap pelaksanaan; dan 

c. tahap pelaporan. 

Ta�ap perencanaan meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan obj ek 
revm, membuat usulan penugasan reviu , dan menyusun Program Kerja Reviu. 
Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan penelaahan dokumen perencanaan 
keuangan. Tahap pelaporan mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil 
Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) . · 
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2 .  Tahap Perencanaan Reviu RKA BUN 

2.1 Ruang Lingkup Reviu RKA BUN meliputi : 

a. kesesuaian nilai RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN, Undang­
Undang mengenai APBN, dan Alokasi Anggaran BUN; dan 

b. kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN antara lain dasar hukum 
penganggaran, TOR, RAE, SPTJM, danj atau dokumen pendukung 
terkait lainnya. 

2 . 2  Persiapan Reviu RKA BUN oleh APIP K/L antara lain: 

a .  APIP K/L mengumpulkan dan mempelajari instrumen kriteria yang 
akan digunakan dalam melakukan reviu RKA BUN antara lain 
dokumen RKP, kebijakan pemerintah, peraturan dan ketentuan yang 
terkait dengan penyusunan RKA BUN, serta peraturan terkait dengan 
tugas dan fungsi K/L; 

b. APIP K/L menyusun Program Kerja Reviu RKA BUN untuk digunakan 
sebagai pedoman pelaksanaan pacta saat reviu RKA BUN. Program 
Kerj a  reviu harus memperhatikan ruang lingkup reviu; 

c .  APIP K/L menyusun jadwal reviu RKA BUN; dan 

d. APIP K/L berkoordinasi dengan unit eselon I selaku KPA BUN/'PPA 
BUN untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan 
penyusunan RKA BUN. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat 
dihasilkan pelaksanaan reviu yang efektif. 

3. Tahap Pelaksanaan Reviu RKA BUN 
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3.1 APIP K/L menerima dokumen-dokumen untuk direviu yang meliputi : 

a .  dokumen penunjukan sebagai KPA BUN; 

b. surat pengantar yang ditandatangani oleh KPA BUN; 

c. RKA BUN; 

d. SPTJM dari KPA BUN; 

e. TOR/RAE; 

f. Kertas Kerja RKA BUN; dan 

g. dokumen pendukung terkait lainnya. 

3.2 Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA BUN 

Reviu RKA BUN dilaksanakan sesuai dengan program kerj a  reviu RKA 
BUN yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan reviu 
RKA BUN · dikoordinasikan dengan unit penyusun RKA BUN"'" 
Pengembangan prosedur reviu RKA BUN dapat dilakukan oleh Tim Reviu 
RKA BUN. Hasil pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam kertas 
kerja  dan dilakukan reviu secara berjenj ang oleh Ketua Tim Reviu RKA 
BUN, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu . 
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4. Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA BUN 
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Pelaporan hasil reviu RKA BUN pada intinya mengungkapkan tujuan dan 
alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan yang 
ditemui,  langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah 
dilakukan, dan saran perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan. 
Pelaporan dituangkan dalam bentuk CHR dan LHR. Tim Pereviu RKA BUN 
harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu (KKR) dengan baik 
dan aman. 

Laporan Hasil Reviu RKA BUN ditandatangani oleh Pejabat APIP K/ L yang 
setingkat dengan KPA. Misalnya, j ika KPA adalah pejabat eselon I maka 
pej abat APIP K/ L yang menandatangani adalah pejabat eselon I APIP K/ L 
yang bertanggung jawab terhadap hasil reviu terse but. 

Laporan Hasil Reviu tersebut disampaikan kepada KPA BUN dan dapat 
disampaikan kepada PPA BUN dan Direktorat Jenderal Anggaran selaku 
penelaah anggaran BUN sebagai bahan pertimbangan dalam proses 
perencanaan anggaran BUN. 

Tindak lanjut hasil Reviu · dilaksanakan oleh KPA BUN berupa penyusunan 
kembali RKA BUN beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan hasil Reviu 
atas RKA BUN. 
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C. Format Surat Tugas RKA BUN 

LOGO ( 1 )  
������I����-�--�����-�-�������.·.·.·.·.·. \;)) } 
Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .  (4) 

SURATTUGAS 

Nomor: . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

KOP Kementerian 

Negara fLembaga 

D alam rangka Kebijakan Pen gawasan dan Pro gram Kerja Pengawasan Tahunan 
Inspekt orat Jenderal Kementerian Negara/ Lembaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (6) Tahun 
2 0 XX, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (7) _menugaskan: 

No . Nama Per an 

1 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (8) Pengendali Mutu 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

2 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 0) 

Pengendali Teknis 
NIP · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ( 1 1 )  

3 . 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 2) 

Ketua Tim 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1 3)  

4 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 4) 

Anggota Tim 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 5) 

5 .  dst .  Anggot a: Tim 
untuk melaksanakan Reviu Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA 
BUN) Tahun Anggaran 20XX pada: 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 6) ;  

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 7 ) . 
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta selama . . . . .  ( 1 8) hari kerj a  mulai 

tanggal . . . . .  ( 1 9) s . d  . . . . . .  (20) 2 0XX, di bawah tanggung jawab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2 1 ) . 

Segala biaya yang timbul b erkenaan dengan pelaksanaan Surat Tugas ini 
menjadi be ban anggaran Inspektorat Jenderal/ APIP K/1. 

Demikian untuk dilaksanakan dan segera melaporkan hasil pelaksanaan tugas 
secara tertulis . 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tan ggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (22) 20XX 

Inspektur J enderal 

[ttd ] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (23)  

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (24) 

Tembusan: 

1 .  [ . . . .  ] 

2. [dst . ] 
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Keterangan Pengisian Surat Tugas 

·
Reviu RKA BUN: 

1 .  Diisi logo K/L .  

2 .  Diisi nomenklatur K/L .  

3. Diisi nomenklatur APIP K/ L. 

4 .  Diisi alamat APIP K/L .  

5 .  Diisi nomor surat tugas . 

6 .  Diisi nomenklatur K/ L. 

7 .  Diisi nomenklatur pejabat yang memberikan penugasan. 

8 .  Diisi nama pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu . 

9 .  Diisi NIP pej abat yang berperan sebagai pengendali mutu . 

1 0 .  Diisi nama pejabat yang berperan sebag£li pengendali teknis .  

1 1 . Diisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis .  

1 2 .  Diisi nama pegawai yang berperan sebagai ketua tim. 

13. Diisi NIP pegawai yang berperan sebagai ketua tim . 

1 4 .  Diisi nama pegawai yang berperan sebagai anggota tim. 

1 5 .  Diisi NIP pegawai yang berperan sebagai anggota tim . 

1 6 .  Diisi unit penyusun RKA BUN yang direviu . 

17 . Diisi unit penyusun RKA BUN yang direviu . 

1 8 .  Diisi jumlah hari penugasan. 

1 9 .  Diisi tanggal mulai periugasan. 

2 0 .  Diisi tanggal akhir penugasan. 

2 1 .  Diisi nomenklatur pejabat yang bertanggung jawab terhadap penugasan terkait. 

22. Diisi tanggal dan bulan surat tugas ditetapkan. 

23. Diisi nama pejabat yang memberikan penugasan. 

24. Diisi NIP pej abat yang memberikan penugasan. 
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Pedoman reviu ini merupakan langkah minimal yang dapat dikembangkan dalam 
Program Kerja Reviu yang lebih terinci sesuai dengan kebutuhan dan proses 
perencanaan anggaran BA BUN pada masing-masing KPA BUN. 

Pedoman Reviu RKA BUN untuk masing-masing BA BUN adalah sebagaimana 
terinci pada: 

a .  BAB II Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 
999 . 0 1 ) ;  

b .  BAB III Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 
999 . 0 2 ) ;  

c .  BAB IV Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi 
Pemerintah (BA 999 . 03 ) ;  

d .  BAB V Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Penerusan 
Pinjaman (BA 999 . 04) ; 

e. BAB VI Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer Ke 
Daerah (BA 999 . 05) ; 

f. BAB VII Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Belanj a 
Subsidi (BA 999 . 07) ; 

g. BAB VIII Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Belanj a  
Lain-Lain (BA 999 . 08) ; 

h .  BAB IX Pedoman Reviu RKA BUN Bagian . Anggaran Pengelolaan Transaksi 
Khusus (BA 999 . 99) Terkait Kontribusi·ke Organisasi Internasional; dan 

1. BAB X Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi 
Khusus (BA 999 . 99) Terkait Kontribusi Sosial . 
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E.  Format Catatan Basil Reviu RKA BUN 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 )  

APIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2) 

CATATAN BASIL REVIU 

ATAS RKA BUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 

KEMENTERIA N NEGARA/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

UNTUK TA BUN ANGGARAN 20XX 

Kementeri an Nega ra jLembaga . . . . . . . . (5) Disusun o leh/ . . . . . . . . . . . . . . . .  (7) 

APIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (6) 
Tanggal 

Diteliti oleh/ . . . . . . . . . . . . . .  {8) 

Tanggal 

Disetujui oleh/ . . . .. . . . . . . . . .  (9) 
Tanggal 

--
Uraian Catatan Basil Reviu 
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Sehubungan dengan penug asan berdasarka n Surat Tugas lnspektur Jenderal 
Kementerian Negara/ Lembaga . . . ......... ... .. . ... .. ...... ... . (10) Nomor . . . . . . . . . ...... (11) 
tanggal . . . .... .. . . .... . ... . (12) 20XX un tuk melaksanakan reviu atas RKA 
BUN ... .......... . . . .. . . .. . . . . . . . .  (13) Kementerian Negara/ Lembaga 
..................................... (14) T A  20XX, bersama ini kami sampaikan catatan 
hasil reviu sebagai berikut: 

1. Pagu Anggaran BUN TA 20XX pada KPA . . .. . . . . . . ...... . ... . .. . . . .. (15) adalah 
sebesar Rp XXX, terdiri dari : 

: : ::::::::::::}16) Uika ada rin cian) 

c. dst 

2 .  Berdasarkan Pagu Anggaran ,BUN, KPA mengusulkan nilai anggaran sebesar 
Rp XX, yang tediri dari : 

· 

: : ::::::::::::}17) Uika ada rin cian) 

c. dst 

Dari hasil reviu yang tela h dilakukan oleh APIP K/ L . . . . . ...... .. . .... . . . , ......... (18) 
dapat disam paikan : 

1 .  Kesesua ian n ilai RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN (untuk reviu RKA 
BUN) 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
........................................................................................................ (19) 

Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil reviu , nilai anggaran yang diusulkan pada RKA BUN 
[tel ah s esuai jtidak sesuai ] dengan Pagu Anggaran BUN. 

2. Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pendukung terhadap RKA BUN 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (20)  

Kesimpulan : 

Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung (telahjbelum) lengkap dan 
(telah jbelum) sesuai dengan RKA BUN. 

Koreks i/ Perbaikan yang Belum Dilakukan jTidak Disetujui 

... , ................................................................................................................ (21) 
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Rekomendasi 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (22 )  

Ren cana Tindak Lanjut 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (23)  

Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (24) 20 XX 

Kuasa Pengguna Anggaran Pengenda li Teknis 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (25)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2 7) 

NIP . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  (26)  NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (28) 
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Keterangan Pengisian Catatan Hasil Reviu RKA BUN: 

1. Diisi nomenklatur K/ L. 

2. Diisi nomenklatur APIP. 

3 .  Diisi nama bagian anggaran BUN yang direviu . 

4 .  Diisi nomenklatur K/L.  

5 .  Diisi nomenklatur K/L.  

6 .  Diisi nomenklatur APIP. 

7 .  Diisi nama singkat anggota tim yang menyusun CHR dan tanggal penyusunan. 

8 .  Diisi nama singkat ketua tim yang meneliti CHR dan tanggal penelitian. 

9 .  Diisi nama singkat pengendali teknis yang menyetujui CHR dan tanggal 
persetujuan .  

10 . Diisi nomenklatur K/ L.  

11. Diisi nomor surat tugas . 

1 2 .  Diisi tanggal surat tugas ditetapkan. 

1 3 .  Diisi nama anggaran BUN yang direviu . 

14 . Diisi nomenklatur K/L.  

15. Diisi nilai pagu dana pengeluaran. 

1 6 .  Diisi rincian belanja berdasarkan pagu dana pengeluaran . 

1 7 .  Diisi rincian nilai anggaran yang diusulkan . . 

1 8 .  Diisi nomenklatur K/ L. 

1 9 .  Diisi uraian tentang kesesuaian Pagu Anggaran BUN dengan RKA BUN. 

2 0 .  Diisi uraian tentang kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung dengan 
RKA BUN. 

2 1 .  Diisi uraian hal-hal yang belum dikoreksi/ diperbaiki atau yang tidak disetujui .  

2 2 .  Diisi uraian rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reviu RKA BUN atas hal-hal' 
yang dianggap tidak sesuai berdasarkan reviu yang telah dilakukan. 

2 3 .  Diisi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KPA terhadap rekomendasi 
yang diberikan. 

2 4 .  Diisi tanggal dan bulan CHR disetujui bersama. 

25. Diisi nama KPA BUN yang dire viu . 

26. Diisi NIP KPA BUN yang direviu . 

2 7 .  Diisi nama Pengendali Teknis dalam penugasan. 

28 .  Diisi NIP Pengendali Teknis dalam penugasan. 
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F. Format Laporan Hasil Reviu RKA BUN 
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LOGO APIP K/ L 

[NAM AK/ L) 
[NAMA APIP) 

LAPORAN HASIL REVIU 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

[ ...... ... . ... . . .  NAMA K/L ] ( 1) 
TAHUN ANGGA RAN 20XX 

NOMOR: LAP - . . . . .  j . ... . /20 . . . . . } (2) TANGGAL: [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  ) 
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DA FTAR lSI 

Ringkasan Eksekutif (paragraf ... (3)- ... (4)) ............................ ........ . ...... . .... 
Dasar Hukum (paragraf ... (3)- ... (4)) ··························································· 
Tqjuan Reviu (paragraf . . .  (3)- ... (4)) ······· · ··························· · · ······················ 
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LAPORAN HASIL REVIU 

RKA BUN (nama bagian anggaran) 
TAHUN ANGGARAN 20XX 

RINGKASAN EKSEKUTIF [Berisi Ringkasan Umum Laporan Basil Reviu] 

1. Rencana Kerj a  dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA BUN) adalah . . . . . .  . 
(sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 7) . Siklus penyusunan RKA BUN 
dimulai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 
oleh Presiden, yang 'selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam 
penyusunan Rencana Kerja  Pemerintah (RKP) . Selanjutnya Menteri Keuangan 
menetapkan Pagu Anggaran BUN untuk dijadikan dasar penyusunan RKA BUN 
oleh PPA BUN dan KPA BUN. 

2 .  [Nama APIP K/L] telah melakukan reviu RKA BUN [Nama bagian anggaran BUN] 
Tahun Anggaran 20XX dari tanggal . . . . . s�d . . . . . 20XX, dengan hasil sebagai 
berikut: 

a. } (6)  b .  

c .  dst.  

3. Dari hasil reviu tersebut di atas, [nama unit penyusun RKA BUN] telah melakukan 
perbaikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Reviu RKA BUN selama 
pelaksanaan reviu, yaitu: . . . . . . .  : [berisi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan 
atas hasil reviu RKA BUN]. 

4. Kepada [pimpinan unit penyusun RKA BUN] telah disarankan pula untuk 
melakukan perbaikan pada: [berisi perbaikan-perbaikan yang belum 
dilakukan atas hasil reviu RKA BUN]. 

DASAR HUKUM [Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA BUN) 

5 .  Peraturan-peraturan yang melandasi pelaksanaan reviu RKA BUN oleh [Nama 
APIP K/ L] 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah; 

b .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . .  tentang Tata Cara Perencanaan, 
Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara; dan 

c. Peraturan lain sebagai dasar pelaksanaan reviu RKA BUN oleh APIP K/L.  

TUJUAN REVIU [Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA BUN) 

6 .  Tujuan reviu adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai keandalan dan 
keabsahan RKA BUN sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku kepada 
Menteri Keuangan selaku BUN. 

RUANG LINGKUP REVIU [Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA BUN) 

7. Ruang lingkup reviu RKA BUN oleh APIP K/L adalah dokumen RKA BUN beserta 
dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN.  
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Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam 
audit, karena reviu tidak mencakup penguj ian atas pengendalian intern, 
penetapan risiko pengendalian, pengujian atas akurasi perhitungan, inspeksi, 
observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu 
audit. 

METODOLOGI REVIU [Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu RKA BUN 
dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA BUN] 

8. Reviu RKA BUN dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, sebagai berikut: 

a .  penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung dengan RKA 
BUN; dan 

b. wawancara dengan petugasjpejabat yang terkait proses penyusunan RKA BUN. 

9.  Reviu RKA BUN dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Nama Jabatan Pimpinan 
APIP K/L] Nomor [ . . . .  (7) ] tanggal [ . . . .  (8) ], dengan susunan tim sebagai berikut: 

Pengendali Mutu [ . . . .  ] NIP [ .. . . ] 

Pengendali Teknis [ . . . . ] NIP [ . ;  . .  ] 

Ketua Tim [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ] 

Anggota Tim 1 .  [ .. . .  ] NIP [ ... .  ] 

2 .  .. dst 

GAMBARAN UMUM [antara lain berisi definisi belanja, arah dan kebijakan 
penganggaran, serta proses penyusunan RKA BUN] 

1 0. Belanja adalah . . . . . .  . 

1 1 .  Arah dan kebijakan penganggaran belanja adalah : 

a . .. . .  

b . . ... 

1 2 .  Proses penyusunan RKA BUN adalah sebagai berikut: 
a . . . . .  

b . . . . .  

URAIAN HASIL REVIU [Berisi uraian basil reviu RKA BUN] 
1 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . 
1 5 .  dst. 

RENCA�A TINDAK LANJUT [Berisi penjelasan tindak lanjut yang sudah, sedang dan ak�n d1lakukan serta kesanggupan auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi benkut rencana tindak spesifik] 
1 6  . .. . . .  
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HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIUNGKAPAN [Berisi informasi penting lainnya yang 
perlu mendapat perhatian pemimpin auditi, (jika ada) ] 

APRESIASI [Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA BUN) 

1 7 .  [Nama APIP K/ L] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerj asama dari 
seluruh pejabatjpegawai pada [ . . . . .  ( 1 1 ) ]  atas kesediaannya memberikan 
data/ dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya 
kegiatan reviu RKA BUN [Nama BA BUN] Tahun Anggaran 20XX. 

LAMPIRAN [Berisi tabel , gambar, foto , grafik, dan diagram yang mendukung isi  
laporan] 

1 8 .  Lampiran terdiri terdiri dari : 

a .  

b . . . . . . . 
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Keterangan Pengisian Laporan Hasil Reviu RKA BUN: 

1 .  Diisi nama bagian anggaran yang direviu. 

2 .  Diisi nomor Laporan dan Tanggal Laporan. 

3 .  Diisi nomor paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR. 

4 .  Diisi nomor paragraf akhir untuk masing-masing uraian LHR. 

5 .  Diisi nomor halaman dimana terdapat paragraf awal untuk masing-masing uraian 
LHR. 

6 .  Diisi kesimpulan atas hasil reviu RKA BUN. 

7. Diisi nom or Surat Tugas. 

8 .  Diisi tanggal Sura� Tugas. 

9 .  Diisi susunan,  nama, dan NIP Tim Reviu RKA BUN. 

1 0 .  Diisi rincian atas hasil reviu RKA BUN. 

1 1 .  Diisi nama unit penyusun RKA BUN yang direviu. 

1 2 .  Diisi tanggal dan bulan selesainya LHR. 
( 1 3. Diisi nama Pe jabat APIP K/ L yang bertanggung jawab atas hasil reviu RKA BUN. 

1 4. Diisi NIP Pejabat APIP K/ L yang bertangggung jawab atas hasil reviu RKA BUN. 
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BAB II 

PEDOMAN REVIU RKA BUN 
BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN UTANG (BA 999 .0 1 )  

A .  Gambaran Umum 

Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999 . 0 1 ) ,  yang selanjutnya disebut 
BA 999 . 0 1 adalah subbagian anggaran BUN yang menampung belanj a  
pemerintah pusat untuk keperluan pembayaran kewajiban terkait Pinj aman Luar 
Negeri (PLN) , Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri dari Surat Utang Negara 
(SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) , Pinjaman Dalam Negeri (PDN) , 
dan pembayaran pokok utang, bunga utang, biaya lain terkait utang, yang pagu 
anggarannya tidak dialokasikan dalam BA-K/ L. Jenis Belanja  Pengelolaan Utang 
BA BUN 999 . 0 1 terdiri dari : 

1 .  pembayaran bunga Utang Dalam Negeri; 

2. pembayaran bunga Utang Luar Negeri; 

3 .  pembiayaan Utang Dalam Negeri; dan 

4 . pembiayaan Utang Luar Negeri . 

B .  Dasar Hukum 

Dasar hukum yang terkait dengan perencanaan anggaran BUN BA 999 . 0 1  adalah 
sebagai berikut: 

1 .  Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; 

2 .  Undang-Undang Nomor 1 7  tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3 .  Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4 .  Undang-Undang mengenai APBN; 

5 .  Undang-Undang Nomor 1 9  tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah 
Negara; 

6 .  PeratU:ran Pemerintah Nomor 76 Tahun 
penatausahaan, Pertanggungjabawan dan 
Pengelolaan Surat Utang Negara; 

2005 tentang Tata 
Pu blikasi Informasi 

Car a 
Atas 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2008 tentang Pinjaman Dalam 
Negeri; 

· 

8 .  Peraturan Pemerintah Nomor 9 0  tahun 20 1 0  tentang Penyusunan Rencana 
Kerja  dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga; 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 0  tahun 2 0 1 1 tentang Tata Cara Pengadaan 
Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; 

1 0. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 

1 1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0 1 /PMK.02/20 1 1  tentang Klasifikasi 
Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 1 34 / PMK.02 / 20 1 2 ;  
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1 2 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 5 1 /PMK. OS/ 20 1 1  tentang Tata Cara 

Penarikan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri; 

13 .  Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, 
dan penetapan alokasi BA BUN; 

1 4 .  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37 / KMK. OB/ 20 1 3  tentang Strategi 
Pengelolaan Utang Negara Tahun 20 1 3-20 1 6 ;  

15 . Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN; 

1 6 .  Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN; 
dan 

17. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang mengenm Strategi 
Pembiayaan Tahunan. 

C. Stakeholderj Pemangku Kepentingan 

Stakeholder yang terkait dalam pro ses perencanaan anggaran BUN BA 9 9 9 . 0 1 ,  
adalah se bagai beriku t :  

1 .  Internal Kementerian Keuangan, yaitu : 

a .  Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) 

DJPU sebagai penyusun perencanaan atas penerimaan pembiayaan, 
pengeluaran pembiayaan dan belanja yang terkait dengan utang pemerintah 
sekaligus sebagai Pembantu PA BUN dan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan 
Setelmen DJPU selaku KPA BUN BA 999 . 0 1 ;  

b .  Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 

1) Direktorat Penyusunan APBN (Dit. PAPBN) DJA, dalam penyusunan 
komponen anggaran belanja utang APBN dan penyusunan dokumen 
anggaran; dan 

2)  Direktorat Anggaran III (Dit. Anggaran III) DJA, dalam pengelolaan alokasi 
pagu BA BUN khususnya untuk belanja utang; 

c. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) , dalam pelaksanaan kebijakan fiskal 
khususnya asumsi ekonomi makro dan perhitungan defisit APBN; 

d .  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam penyusunan underlying 
asset yang akan digunakan dalam penerbitan sukuk; dan 

e .  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait aspek perpajakan dalam pengelolaan 
utang . .  

2.  Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain: 

a. Bank Indonesia (BI) yang dalam kaitannya dengan pengelolaan utang 
memiliki dua per�n yaitu : sebagai pengelola kebijakan moneter dan neraca 
pembayaran dalam kerangka Asset and Liability Management (ALM); 

b. Rating agencies dalam rangka assesment tahunan dan assesment transaksi 
penerbitan SBN valas; 
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c .  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) , dalam rangka: 

1 )  koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) ; 

2)  perencanaan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dengan utang atau 
sebagai underlying asset sukuk project; dan 

3)  pelaksanaan dan monitoringj evaluasi kegiatan yang dibiayai dari utang; 

d. DPR, dalam membahas RUU APBN dan APBN-P. 

D .  Dokumen Perencanaan Anggaran 

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999 . 0 1 
adalah sebagai berikut: 

1 .  notulensi rapat pembahasan dan surat usulan kebutuhan anggaran masing­
masing unit teknis terkait penyusunan awal Indikasi Kebutuhan Dana BUN 
BA 999 . 01;  

2 .  surat pengajuan rencana penggunaan dana yang dilampirkan dengan dasar 
perhitungan angka disampaikan oleh unit teknis kepada KPA BUN BA 999 . 0 1 ,  
antara lain yaitu : 

a .  Direktorat Pinjaman dan Hibah DJPU; 

b .  Direktorat Surat Utang Negara DJPU; 

c .  Direktorat Pembiayaan Syariah DJPU; dan 

d. Direktorat Strategi Portofolio Utang DJPU; 

kepada KPA BUN 999 . 01 Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen DJPU; 

3 .  surat usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan lampirannya dari KPA BUN ke 
PPA BUN; 

4. hasil assesment atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN 

DJA melalui Dit. PAPBN melakukan assessment bersama dengan BKF atas 
seluruh usulan KPA BUN. Assessment yang dilakukan berupa penyesuaian 
terhadap asumsi rhakro, analytical review dan juga melihat alokasi dan 
realisasi periode tahun anggaran sebelumnya; 

·5. Indikasi Kebutuhan Dana BUN ; 

6 .  penetapan Pagu Anggaran BUN melalui Keputusan Menteri Keuangan; 

7 .  RKA BUN dan kertas kerja  perhitungan; 

8. Alokasi Anggaran BUN melalui Surat Edaran Menteri Keuangan; dan 

9 .  Hasil Rapat pembahasan RUU APBN dengan Banggar DPR. 

E .  Program Kerj a  Reviu 

1 .  Dapatkan dokumen yang diperlukan yaitu: 

a. dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B terse but di atas; 

b. dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D 
tersebut di atas; 
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d .  kertas kerja  perhitungan RKA BUN; 

e. dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu , 
antara lain: 

1 )  KAK/ RAB yang ditandatangani oleh KPA BUN; dan 

2) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA BUN. 

f. RKA BUN setelah penyesuaianjpembahasan dengan DPR; 

g. kesimpulan rapat pembahasan anggaran BUN dengan DPR tentang 
Undang-Undang mengenai APBN berupa: 

1) surat penyampaian Informasi ABPN Hasil Sidang Paripurna DPR dari 
PPA BUN ke KPA BUN. 

2) Surat Edaran Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf D 
angka 8 tersebut di atas . 

2 .  Lakukan pen'gujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan 
kelengkapan data dukung RKA BUN. 

Tujuan:  

a.  untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN yang diajukan oleh 
KPA BUN dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu 
Anggaran BUN. 

b. untuk menguji keleng:Kapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian 
antara data pendukung dengan RKA BUN. 

Langkah kerja: 

a. pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi pagu 
anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan 
mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN; 

b. pastikan RKA BUN telah didukung dengan usulan alokasi anggaran per 
unit teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis,  
KAK/ RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung lainnya yang 
relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

c. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai dengan dokumen 
pendukung; 

d .  pastikan. perhitungan dalam kertas kerja perhitungan RKA BUN telah 
sesuai dengan strategi pembiayaan tahunan dan strategi pengelolaan utang 
negara; 

e. pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan 

f. tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan. 
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3 .  Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran · BUN dan 

kelengkapan data dukung RKA BUN Penyesuaian 
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Tujuan : 

a. untuk menguji kesesuaian total pagu RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
kesepakatan dengan Banggar DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan 
tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN; dan . 

b .  untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan 
kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian. 

Langkah kerja: 

a .  pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan dan Surat Edaran 
Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN; 

b. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan usulan alokasi 
anggaran per unit teknis,  hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit 
teknis, KAK/ RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung 
lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

c. pastikan nilai yang tercantum dalam· RKA BUN Penyesuaian sesuai dengan 
dokumen pendukung; 

d. pastikan perhitungan dalarn kertas kerja perhitungan RKA BUN 
Penyesuaian telah sesuai dengan strategi pembiayaan tahunan dan strategi 
pengelolaan utang :riegara; 

e .  pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan dengan format yang 
ditentukan; dan 

f. tuangkan dalam Kertas Kerja dan buat simpulan . 
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BAB III 

PEDOMAN REVIU RKA BUN 
BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN HIBAH (BA 999 . 02)  

A.  Gambaran Umum 

Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan 
bahwa Pemerintah dapat . memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah. 
Pemberiah hibah ini dilaksanakan dalam kerangka hubungan keuangan antara 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 3 3  Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah diatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi dan 
untuk mendanai pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah memberikan sumber­
sumber penerimaan kepada Pemerintah Daerah, yang antara lain terdiri dari Dana 
Perimbangan, Pinjaman Daerah· dan Hibah Daerah . 

B .  Dasar Hukum 

Dasar hukum yang terkait dengan perencanaan anggaran BUN BA 999 .02  adalah 
sebagai berikut: 

1 .  Undang-Undang Nomor 1 7  tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2 .  Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbehdaharaan Negara; 

3 .  Undang-Undang Nomor 3 3  tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4 .  Undang-Undang mengenai APBN; 

5 .  Peraturan Pemerintah Nomoi- 9 0  Tahun 20 1 0  Penyusunan Rencana Kerja  dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 1 2  tentang Hibah Daerah; 

7 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07 / 20 1 2  tentang Hibah dari · 
Pemerintah Pusat ke Daerah; 

8 .  PeraturE:m Menteri Keuangan Nomor 224/ PMK.08 / 20 1 1 tentang Tata Cara 
Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
1 8 0 / PMK.08/20  1 2 ;  

9 .  Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, 
dan penetapan alokasi BA BUN; 

1 0 .  Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN; dan 

1 1 .  Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN. 

C. Stakeholder/Pemangku Kepentingan 

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999 .02 ,  
adalah sebagai berikut: 
1 .  Internal Kementerian Keuangan, yaitu : 

a. DJPU sebagai PPA BUN; 
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b .  DJPK sebagai KPA BUN untuk penerusan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri 

ke Pemerintah Daerah sebagai Hibah Daerah; dan 
c. DJA dalam penyusun komponen pembiayaan APBN. 

2 .  Eksternal Kementerian Keuangan, yaitu : 
a .  Badan

· 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) , dalam rf:mgka: 

1) koordinasi penyusunan Rencana Pem bangunan J angka Menengah 
(RPJM) ; 

2 )  perencanaan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dengan Hibah ;  dan 

3 )  pelaksanaan dan monitoring/ evaluasi kegiatan yang dibiayai dari Hi bah. 

b. Kementerian Negaraj Lembaga sebagai pihak pengusul kegiatan yang akan 
dibiayai dari hibah . 

c. Pihak lender atau donor yang meriyediakan pinjaman dan hibah. 

d. Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerima Hibah dan melaksanakan 
kegiatan yang dibiayai dari Hibah. 

D. Dokumen Per en canaan Anggaran 

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999 .02  
adalah sebagai berikut: 

1 .  Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; 

2. Rencana Kerj a  Pemerintah (RKP) ; 

3 .  surat usulan menterijpimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan tentang 
u sulan besaran hibah dan daftar Pemda penerima hibah; 

4.  rencana komprehensif dan rencana tahunan penggunaan hibah; 

5 .  surat persetujuan penerusan atau penetapan pemberian hibah kepada 
masing-masing Pemda; 

6 .  RKA BUN dan Kertas Kerja perhitungan; 

7 .  hasil evaluasi penggunaan hibah yang diteruskan oleh Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah; 

8 .  perj anjian penerusan pinjaman atau hibah luar negeri sebagai hibah ke Pemda 
antara Pemerintah Pusat dan Pemda; 

9. perjanjian hibah atau pmJaman luar negeri antara Pemerintah dan 
Lender j donor; 

1 0 .  kesimpulan Rapat Kerja APBN antara Kementerian Keuangan dengan DPR; 
dan 

1 1 . Surat Edaran Menteri Keuangan ten tang Alokasi Anggaran BUN. 
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E.  Program Kerja Reviu · 

1 .  Dapatkan dokumen yang diperlukan, yaitu : 

a .  dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B tersebut di atas; 

b. dokumen perencanaan anggaran sebagaimana huruf D tersebut di atas;  
. . 

c. dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu : 

1 )  KAK atau TOR dan RAB yang ditandatangani oleh KPA BUN; dan 

2) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA BUN; 

d. RKA BUN setelah penyesuaianjpembahasan dengan DPR; 

e. kesimpulan Rapat Pembahasan Anggaran BUN dengan DPR terkait 
Undang-Undang mengenai APBN yang berupa: 

1 )  surat penyampaian Informasi · ABPN hasil sidang Paripurna DPR dari 
PPA BUN ke KPA BUN; dan 

2) Surat Edaran Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pacta huruf D 
angka 1 1  tersebut di atas. 

2. Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan 
kelengkapan data dukung RKA BUN. 

Tujuan:  

a .  untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN yang diajukan oleh 
KPA BUN dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran 
BUN; dan 

b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian 
antara data pendukung dengan RKA BUN. 

Langkah kerja :  

a .  pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi Pagu 
Anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan; 

b .  pastikan RKA BUN telah didukung dengan usulan alokasi anggaran per 
unit teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, KAK, 
RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung lainnya yang 
relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

c. teliti apakah kegiatan yang didanai oleh Hibah Daerah yang dananya 
bersumber dari penerimaan dalam negeri telah tercantum dalain Rencana 
Kerj a  Pemerintah; 

d. teliti apakah kegiatan yang didanai oleh Hibah Daerah yang dananya 
bersumber dari Pinjaman/ Hibah Luar Negeri telah sesuai dengan kegiatan 
yang disebutkan dalam Loan/ Grant Agreement; 

e .  pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai dengan dokumen 
pendukung; 

f. pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan 
g . tuangkan dalam Kertas Kerja dan buat simpulan. 
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3 .  Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan 

kelengkapan data dukung RKA BUN Penyesuaian. 
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Tujuan :  

a .  untuk menguj i  kesesuaian total pagu dalam RKA BUN Penyesuaian dengan 
hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran 
Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran: BUN; dan 

b .  untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan 
kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN. 

Langkah kerja :  

a. pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat . Edaran 
Menteri Keuangan ten tang Alokasi Anggaran BUN; 

b. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan usulan alokasi 
anggaran per unit teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit 
teknis, KAK, RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung 
lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan:; 

c .  pa�tikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian sesuai dengan 
dokumen pendukung; 

d .  pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan dengan format yang 
ditentukan; dan 

e .  tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan. 
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BAB IV 

PEDOMAN REVIU RKA BUN 
BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH (BA 999 . 03 )  

A .  Gambaran Umum 

Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999 .03 ) ,  yang selanjutnya 
disebut BA 999 .03  adalah sub bagian anggaran BUN yang dikhususkan untuk 
mengelola Investasi Pemerintah. 

Beberapa jenis Investasi Pemerintah antara lain sebagai berikut: 

1 .  Penyertaan Modal Negara (PMN) 

Yang dimaksud dengan PMN adalah pemisahan keka.yaan negara dari APBN 
atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan 
sebagai modal Badan Usaha Milik Negara (BU:f\1N) danj atau Perseroan 
Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi termasuk penyertaan modal 
organisasij lembaga keuangan internasional. 

2 .  Dana Bergulir 

Yang dimaksud dengan Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh 
K/ L atau satker BLU untuk kegiatan perkuatan modal u saha bagi 
pengembangan KUKM dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan 
K/ L dalam penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan 
ekonomi nasional .  

3 .  Kewajiban Penjaminan 

Yang dimaksud dengan Kewajiban Penjaminan adalah alokasi dana yang 
tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul 
akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang­
Undang mengenai APBN beserta perubahannya pada tahun anggaran 
berjalan .  

4 .  Investasi Pemerintah (Reguler) 

Yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah 
dana dan/ a tau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat 
berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, 
dan/ atau manfaat lainnya dimana proses pengelolaan investasi pemerintah 
terkait seluruh proses perencanaan investasi, proses pelaksanaan investasi, 
penatausahaan, dan pertanggungjawaban investasi, pengawasan serta 
divestasi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum. 

5 .  Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 

Yang dimaksud dengan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah 
bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan 
endowment fund yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program 
pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban 
antar generasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir 
dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi 
pendidikan yang rusak akibat bencana . alam, yang dilakukan oleh BLU 
Pengelola Dana di Bidang Pendidikan. 
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B .  Dasar Hukum 

Dasar hukum yang terkait dengan perencanaan anggaran BUN BA 999 . 0 3  adalah 
sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Umum 

a.  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

b.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

c .  Undang-Undang mengenai APBN; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum; 

e .  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 
20 1 1 ; 

g .  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 1 0  tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah; 

h .  Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010  tentang Penyusunan 
Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 1 3  ientang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

j .  Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 20 1 0  tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 20 1 0-20 14 ;  

k .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0 1 / PMK.02 / 20 1 1  tentang Klasifikasi 
Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan 
Nomor 1 34 / PMK.02 / 20 1 2 ;  dan 

1. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, 
penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN. 

m. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN; 
dan 

n .  Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN. 

2 .  Ketentuan Khusus PMN BUMN 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik 
Negara dan Perseroan Terbatas; dan 

b. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 77 / KN/ 2 0 1 2  
tentang Petunjuk Penyusunan Kajian Penambahan PMN, Privatisasi, dan 
Restrukturisasij Revitalisasi pada Badan Usaha Milik Negaraj Perseroan 
Terbatas.  
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3. Ketentuan Khusus PMN OrganisasijLembaga Keuangan Internasional 

a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1 956 tentang Keanggotaan Republik 
Indonesia pada Badan Keuangan Internasional (International Finance 
Corporation) ; 

b .  Undang-Undang Nomo:r 9 Tahun 1 966 Keanggotaan Kembali Republik 
· Indonesia dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) 
dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan 
(International Bank for Reconstruction and Development) ; 

c. Undang-Undang Nomo:r 8 Tahun 1 966 tentang keanggotaan Negara 
Republik Indonesia ke dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Develop ment 
Bank) ; 

d.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun 1 966 tentang Keanggotaan Negara 
Republik Indonesia di Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development 
Bank) ; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1 967 teritang Keanggotaan Kembali 
Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International 
Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk · Rekonstruksi dan 
Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) ; 

f. Keputusan Presiden Nomor 4 1  Tahun 1 977 tentang . Mengesahkan 
"Agreement Establishing The International Fund for Agricultural 
Development' yang telah ditandatangani oleh Perwakilan Tetap Republik 
Indonesia di New York; 

g. Keputusan Presiden ;Nomor 64 .Tahun 1 999 tentang Keanggotaan 
Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi­
Organisasi Internasional; dan 

h. Articles of Agreement Keanggotaan Lembaga Keuangan Internasional (LKI). 

4. Ketentuan Khusus Dana Bergulir 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1 992 tentang Perkoperasian; 

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1 995 tentang Usaha Kecil; 

c. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1 999 tentang Pemberdayaan Usaha 
Menengah; 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 /PMK.05/ 2008 tentang Pedoman 
Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negaraf Lembaga 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
2 1 8/ PMK.05f 2009;  

e. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
1 1 / Perj M.KUKM/VI/ 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja  Lembaga 
Pengelola Dan� Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

f. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 
0 6 / Per/ M.KUKM/VI/ 20 1 3  tentang Struktur Organisasi

. 
dan Tata kerja  

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 
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g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 30/ PMK.05 / 2 0 1 0  tentang Tata Cara 

Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas 
Pembiayaan Perumahan; 

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-29 2 / MK.5 / 2006 tentang 
Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan 

i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/ KMK.05 / 20 1 0  tentang 
penetapan Pusat Pembiayaan Perumahan sebagai BLU. 

5. Ketentuan Khusus Kewajiban Penjaminan 

a. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan 
Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 
yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 9 1  Tahun 2007; 

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan 
dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat D;::tlam Rangka Percepatan 
Penyediaan Air Minum; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal 
Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Infrastruktur; 

d. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 20 1 0  tentang Penjaminan 
Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha 
yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; 

e. Peraturan Pemerintah Nor:i:wr 88 Tahun 20 1 0  dan peraturan Pemerintah 
Nomor 55 Tahun 20 1 1  tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara 
untuk PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero ; 

f. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 sebagaiinana telah diubah 
melalui Peraturan Presiden Nomor 1 3  Tahun 20 1 0  dan Peraturan Presiden 
Nomor 56 Tahun 20 1 1  tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan 
U saha Penjaminan Infrastruktur; 

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/ PMK.0 1 j 2 008 tentang 
Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jami:han Pemerintah Untuk 
Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan 
Batubara; 

h .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/ PMK.0 1 / 2009 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah 
Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
9 1 / PMK.0 1 / 2 0 1 1 ;  

i .  

j.  

Distribusi II  
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6 .  Ketentuan Khusus Investasi Pemerintah (Regulef) 

a.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 80/PMK.05/ 2008 tentang Tata Cara 
Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah; dan 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 3 5 / PMK.0 1 / 20 1 1 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
3 4 / PMK.0 1 / 20 1 3. 

7 .  Ketentuan Khusus Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 

a .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/ PMK.05/20 1 0  tentang Tata Cara 
Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment 
Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan; 

b. Peraturan Menteri . Keuangan Nomor 252/ PMK.0 1 / 20 1 1 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja  Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan 

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1 8 / KMK.05/20 1 2  tentang Penetapan 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Pada Kementerian Keuangan Sebagai 
Instansi Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 

C. Stakeholderj Pemangku Kepentingan 

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.03 
adalah sebagai berikut: 

1 .  Internal Kementerian Keuangan 

a.  DJKN sebagai PPA BUN dan KPA BUN 

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (Dit. KND) DJKN berperan sebagai 
KPA BUN untuk Investa�i Pemerintah yang berbentuk PMN kepada BUMN 
dan PMN Lainnya ( dibawah pembinaan dan pengawasan Kementerian 
Keuangan) . 

· 

b. DJPB 

Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) DJPB berperan sebagai 
KPA BUN pengelolaan Investasi Pemerintah ( regulef) dan Dana 
Pengembangan Pendidikan Nasional. 

c. BKF 

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multirateral BKF 
berperan sebagai KPA BUN untuk Investasi Pemerintah yang berbentuk 
PMN kepada Organisasij Lembaga Keuangan Internasional . 

d. DJPU 

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (Dit. EAS) DJPU berperan 
sebagai KPA BUN pengelolaan Kewajiban Penjaminan. 

e. DJA 

Distribusi II 

1 )  Dit. PAPBN DJA, berperan sebagai unit yang membahas alokasi 
anggaran · BUN untuk diintegrasikan dalam postur (!-Account) APBN; 
dan 

2) Dit. Anggaran III DJA, berperan sebagai unit yang menelaah usulan 
anggaran BUN dari PPA BUN. 
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f. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) 

PIP adalah sebuah satker di lingkungan Kementerian Keuangan yang 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU yang bertugas untu� 
melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan Investas1 
Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku . 

g .  Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 

LPDP adalah sebuah Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan 
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU yang diberikan mandat 
sebagai pengelola sekaligus penyalur dana untuk kegiatan program 
pendidikan . 

2 .  Eksternal Kementerian Keuangan 

a. K/ L 

1 )  Kementerian BUMN 
Kementerian BUMN berperan sebagai KPA BUN untuk Investasi 
Pemerintah yang berbentuk PMN kepada BUMN (dibawah pembinaan 
dan pengawasan Kementerian BUMN) . 

2)  Kementerian Koperasi Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah (KUMKM) 
Kementerian. KUMKM berperan sebagai KPA BUN pengelolaan Dana 
Bergulir untuk LPDB KUMKM. 

3)  Kementerian Perumahan Rakyat . 
Kementerian Perumahan Rakyat berperan sebagai KPA BUN 
pengelolaan Dana Bergulir untuk BLU Pusat Pembiayaan Perumahan. 

4) Kementerian Pekerjaan Umum 
Kementerian Pekerjaan Umum berfungsi sebagai KPA BUN pengelolaan 
Dana Bergulir untuk BLU Badan Pengelola J alan Tol .  

· 

5) Kementerian Kehutanan 
Kementerian Kehutanan berfungsi sebagai KPA BUN pengelolaan Dana 
Bergulir untuk BLU Pusat Pembiayaan Hutan . 

b .  BUMN 

BUMN berperan sebagai unit yang memperoleh penyertaan modal dari 
Pemerintah dan Pemerintah berhak atas perolehan pengembalian berupa 
pokok pinjaman, bunga, dan/ a tau biaya lainnya, an tara lain : PT. 
Askrindo, Perum Jamkrindo, PT. Sarana Multigriya Finansial, PT. Hutama 
Katya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 

c. BLU Pengelola Dana Bergulir 
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BLU Pengelola Dana Bergulir berperan sebagai unit yang mengalokasikan 
dana bergulir untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi pengembangan 
KUKM dan usaha lainnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, 
pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional antara lain LPDB 
KUMKM, BLU Pusat Pembiayaan Perumahan, BLU Badan · p�ngelola Jalan 
Tol, dan BLU Pusat Pembiayaan Hutan. 
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d .  Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional (LKI) 

LKI berperan sebagai unit yang memperoleh penyertaan modal dari 
Pemerintah, dimana dalam unit tersebut Pemerintah Republik Indonesia 
telah berkomitmen menj adi anggota, antara lain Asian De velopment Bank 
(ADB),  International Monetary Fund (IMF) , International Bank fo r 
Reconstruction and Development (IBRD) , . International De velopment 
Association (IDA) , International Finance Corporation (IFC), Mu ltilateral 
Investment Guarantee Agency (MIGA), Islamic Develop ment Bank ( IDB), 
International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) , Islamic Corporation 
for Insu rance of Investment and Export Credit (ICIEC), International Fund for 
Agricu ltural Development (IFAD) ,  Common Fund for Commodities (CFC), The 
Islamic Corporation for the De ve.lopment of the Private Sector ( ICD),  Credit 
Guarantee and Investment Facility (CGIF) ,  ASEAN Infrastructu re Fund (AIF) . 

e .  PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

PLN berperan sebagai unit yang memperoleh Penj aminan Pemerintah 
terkait dengan proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 
yang menggunakan batubara. 

f. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

PDAM berperan sebagai unit yang memperoleh Penj aminan Pemerintah 
terkait dengan proyek percepatan penyediaan air minum . 

g.  Badan U saha Penj aminan Infrastruktur (BUPI) 

BUPI berperan sebagai unit yang memperoleh alokasi kewajiban 
penj aminan atas proyek kerj asama Pemerintah dengan badan usaha yang 
dilaksanakan melalui BUPI (PT. Penj aminan Infrastruktur Indonesia 
(Persero) ) .  

h .  Rating Agencies 

Rating Agencies berperan sebagai unit yang menyediakan informasi untuk 
release defau lt study (kajian defau lt) sebagai dasar perhitungan probability 
defau lt bagi masing-masing pinjaman yang dijaminkan oleh Pemerintah . 

i .  D PR 

DPR berperan sebagai unit yang melakukan pembahasan anggaran BUN 
dengan Pemerintah . 

D .  Dokumen Perencanaan Anggaran 

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 9 9 9 . 03 
adalah sebagai berikut:  

1 .  hasil pembahasan dan koordinasi (notulensi atau berita acara) alokasi 
anggaran Investasi Pemerintah antara KPA BUN dengan unit terkait yang 
meminta anggaran BUN dan KPA BUN dengan PPA BUN; 

2. hasil pembahasan (Notulensi atau Berita Acara) Usulan Pagu Indikatif 
Investasi Pemerintah dan dokumen pendukungnya antara PPA BUN dan KPA 
BUN dengan Dit . PAPBN DJA ( trilateral meeting) ; 

3 .  penetapan Pagu Indikatif Anggaran BUN oleh Dit . PAPBN DJA; 

Distribusi II 
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4 . Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN melalui;  

5 .  Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN (khusus reviu 
RKA BUN penyesuaian) ; 

6 .  RKA BUN dan kertas kerja  perhitungannya; dan 

7. hasil kesepakatan rapat pembahasan anggaran BUN an tara Pemerintah 
dengan Banggar DPR (khusus reviu RKA BUN penyesuaian) . 

E .  Program Kerj a  Reviu 

Program Kerja  Reviu RKA BUN BA 999 .03 adalah sebagai berikut: 

1 .  Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut: 

a .  Dokurrien Umum 

1 )  dasar hukum sebagajmana dimaksud pada huruf B di atas; 

2)  dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D 
di atas; 

3 )  dokumen penunjukan sebagai KPA BUN; 

4) RKA BUN dan kertas kerja perhitungannya; 

5) SPTJM KPA BUN; 

6) TOR/ KAK atau Rencana Kegiatan Investasi (RKI) , Rencana Bisnis dan 
Anggaran (RBA) , dan Rencana Anggaran Biaya (RAB} ; 

7) hasil evaluasi penggunaan dana BUN tahun-tahun sebelumnya; 

8) hasil kajian/ assessment atas · usulan kebutuhan dana Investasi 
Pemerintah oleh KPA BUN dan PPA BUN; 

9) RKA BUN penyesuaian (khusus reviu RKA BUN penyesuaian) ; dan 

1 0) dokumen:.dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
reviu . 

b. Dokumen Khusus PMN dan Penanaman Modal Negara Lainnya pada 
BUMN 

1 )  Bisnis Plan atau Proposal BUMN yang meminta PMN; 

2 )  Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN yang meminta 
PMN; 

3) Rencana Kerja  Tahunan (RKT) ; dan 

4) Laporan Keuangan BUMN yang meminta PMN. 

c .  Dokumen Khusus PMN dan PMN Lainnya pada Organisasij Lembaga 
Keuangan In ternasional 

Distribusi II 

1 )  surat Menteri Keuangan tentang Komitmen Kontribusi kepada LKI; 

2) surat persetujuan Menteri Keuangan tentang Pembayaran Kontribusi 
LKI; 

3 ) surat permintaan pembayaranjkomitmen (tagihan) dari LKI; 
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4) surat permintaan pencairan promissory notes; 

5) surat penyampaian usulan alokasi anggaran PMN LKI; dan 

6) surat penyampaian usulan pembayaran kekurangan PMN LKI akibat 
selisih kurs tahun anggaran sebelumnya (apabila ada usulan). 

d .  Dokumen Khusus Dana Bergulir 

1 )  Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir; 

2 )  Laporan Keungan Dana Bergulir; dan 

3) Laporan trend penyaluran dan pengembalian pokok Dana Bergulir. 

e .  Dokumen Khusus Kewajiban Penjaminan 

1 )  surat atau laporan penarikan pinjaman dan nilai pinj aman outstanding 
(exposure) dari unit yang dijamin, antara lain PLN, PDAM, BUPI; 

2 )  hasil kajian default dan credit rating Lembaga Pemeringkat 
Internasional/ Nasional sebagai dasar perhitungan probability default; 
dan 

3) kertas kerja  perhitungan (perkalian antara pinjaman outstanding 
dengan probability default) . 

2 .  Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan 
kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN. 

· Distribusi II 

Tujuan:  

a .  untuk menguji kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dalam RKA BUN 
dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; dan 

b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian 
antara data pendukung dengan RKA BUN. 

Langkah kerja :  

a .  pastikan · RKA BUN telah sesuai dengan format yang ditentukan; 

b .  pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi Pagu 
Anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam KMK tentang Pagu Anggaran 
BUN; 

c.  pastikan RKA BUN telah didukung dengan TOR atau KAK atau RKI atau 
REA, RAE, kertas kerja perhitungan, hasil kajian, dan dokumen 
pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

d .  pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN telah sesuai dengan 
dokumen pendukung; dan 

e .  tuangkan dalam kertas kerja dan buat kesimpulan . 
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3 .  Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan 

kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN Penyesuaian. 

Distribusi II 

Tujuan:  

a .  untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN Penyesuaian 
dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan 
Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; dan 

b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan 
kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian. 

Langkah kerja :  

a .  pastikan RKA BUN Penyesuaian telah sesuai dengan format yang 
ditentukan; 

b .  pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran 
Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; 

c. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan TOR/ KAK, RKI, 
RBA, atau RAB,  dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

d .  pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian telah sesuai 
dengan dokumen pendukung; dan 

e .  tuangkan dalam kertas kerja dan buat kesimpulan . 
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BAB V 

PEDOMAN REVIU RKA BUN 
BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN (BA 999 . 04) 

A .  Gambaran Umum 

Bagian Anggaran Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BA 999 . 04) , yang selanjutnya 

disebut BA 999 .04 adalah sub bagian anggaran BUN yang diteruspinjamkan 
kepada Penerima Penerusan Pinjaman yang harus dibayar kembali sesuai dengan 
ketentuan dan persyaratan tertentu . 

BA 999 .04  dalam pengalokasiannya dirinci berdasarkan Pengguna Dana atau 
Penerima atau Debitur Penerusan Pinjaman.  

B .  Dasar Hukum 

Ketentuan-ketentuan terkait yang menjadi dasar hukum dalam Perencanaan 
Anggaran BUN BA 999 . 04 adalah sebagai berikut: 

1 . Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3 .  Undang-Undang mengenai APBN; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan 
Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/ atau 
Hibah Luar Negeri; 

5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan 
dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah; 

6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 20 1 0  tentang Penyusunan Rencana 
Kerj a  dan Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga; 

7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 4 5  Tahun 20 1 3  tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

8 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 07 / PMK.OS/ 2008 tentang Tata Cara 
Penarikan Pinjaman dan/ atau Hi bah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan 
kepada Badan Usaha Milik Negaraj Pemerintah Daerah; 

9 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0 1 / PMK. 02 / 20 1 1  tentang Klasifikasi 
Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 1 34 / PMK.02 / 20 1 2 ;  

1 0 .  Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, 
dan pen eta pan alokasi BA BUN; 

1 1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; 

1 2 .  Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; dan 

1 3 .  Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah 
BUMN / Pemda. 

Distribusi II 
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C .  Stakeholderj Pemangku Kepentingan 

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999 .04 
adalah sebagai berikut: 

1 .  Internal Kementerian Keuangan 

a.  DJPB berperan sebagai PPA BUN dan KPA BUN. 

1) Dit. SMI DJPB 

Dit. SMI DJPB berperan sebagai KPA BUN pengelolaan Penerusan 

Pinjaman .  

2 )  Dit. PA DJPB 

Dit. PA DJPB berperan sebagai unit yang berkoordinasi dengan Dit. 

SMI DJPB dalam penyampaian data Penerusan Pinjaman yang 

diluncurkan. 

b .  DJA 

1 )  Dit. PAPBN DJA 

Dit. PAPBN DJA berperan sebagai unit yang membahas alokasi 
anggaran BUN untuk diintegrasikan dalam postur (!-Account) APBN.  

2 )  Dit. Anggaran III DJA 

Dit. Anggaran III DJA berperan sebagai unit yang menelaah usulan 
anggaran BUN dari PPA BUN. 

c. DJPU 

1 )  Direktorat Strategi Porto folio Utang (Dit. SPU) DJPU 

Dit. SPU DJPU berperan sebagai unit yang berkoordinasi dengan Dit. 
SMI DJPB dalam melakukan penilaian kelayakan pembiayaan atas 
usulan pinjaman dari Pengguna Dana. 

2 )  Direktorat Pinjaman dan Hibah (Dit. PH) DJPU 

Dit. PH DJPU berperan sebagai unit yang berkoordinasi dengan Dit. 
SMI DJPB dalam penyampaian data Penerusan Pinj aman yang 
diluncurkan. 

d .  BKF 

BKF berperan sebagai unit yang menyusun asumsi makro, asumsi kurs, 
dan perhitungan defisit APBN. 

2 .  Eksternal Kementerian Keuangan 

a. BUMN 

BUMN berperan sebagai Pengguna Dana BUN, antara lain: PT. Perusahaan 
Listrik Negara, PT. Pertamina, PT. Sarana Multi Infrastruktur, PT. 
Penjaminan Infrastruktur Indonesia. 

b. Pemda 

Distribusi II 

Pemda berperan sebagai Pengguna Dana BUN, antara lain : Pemerintah 
Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. 
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Kementerian BUMN berperan sebagai K/ L teknis yang membawahi BUMN. 

d .  Kementerian Dalam Negeri 

Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai K/ L teknis yang memberikan 
pertimbangan atas usulan Pemda untuk penibiayaan dari Penerusan 
Pinjaman Luar Negeri . 

e .  DPR 

DPR berperan sebagai unit yang melakukan pembahasan anggaran BUN 
dengan Pemerintah. 

D . Dokumen Perencanaan Anggaran 

Dokumen yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999 . 04 
adalah sebagai berikut: 

1 .  hasil pembahasan dan evaluasi (notulensi atau berita acara) alokasi anggaran 
penerusan pinjaman antara KPA BUN dengan pengguna dana; 

2 .  hasil pembahasan (notulensi atau berita acara) u sulan Pagu Indikatif 
Penerusan Pinjaman dan dokumen pendukungnya antara PPA BUN/ KPA BUN 
dengan Dit.  P-APBN DJA ( trilateral meeting) ; 

3 .  penetapan Pagu Indikatif Anggaran BUN oleh Dit. P-APBN DJA; 

4 .  Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; 

5 .  R KA  BUN dan kertas kerja perhitungan; 

6 .  Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; (khusus 
reviu RKA BUN Penyesuaian) ; dan 

7 .  hasil kesepakatan rapat pembahasan anggaran BUN antara Pemerintah 
dengan Banggar DPR (khusus reviu RKA BUN Penyesuaian) .  

E .  Program Kerj a  Reviu 

Program Kerj a  Reviu RKA BUN BA 999 . 04 adalah sebagai berikut: 
1 .  Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan: 

a .  dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B terse but di atas; 
b. dokumen perencanaan · anggaran sebagaimana dim�ksud pada huruf D 

tersebut di atas; 

c.  Hasil evaluasi penggunaan dana BUN tahun-tahun sebelumnya; 
d. SPTJM KPA BUN; 

e. hasil penilaianj assesment atas kesiapan pelaksanaan proyek dan 
kemampuan penyerapan dana Penerusan Pinjaman oleh KPA BUN; 

f. daftar Pengguna Dana dan Proyek Penerusan Pinjaman; 
g. N

_
a�lmh Perj anjian Penerusan Pinjaman (NPPP) (untuk Penerusan 

Pm]aman lanjutan atau on going dan baru atau pipeline) ;  
h .  Rencana Pembiayaan Kegiatan (RPK) yang disampaikan · Pengguna Dana kepada KPA BUN; 

Distribusi II 
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i .  Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT) yang disampaikan Pengguna Dana 

kepada KPA BUN; 

j .  data Penerusan Pinjaman Luncuran (apabila ada usulan Penerusan 
Pinj aman yang diluncurkan) ; 

k .  hasil penilaian kelayakan pembiayaan atas usulan pmJaman dari 

Pengguna Dana oleh Menteri Keuangan c .q. Dit. SPU DJPU dan Dit. SMI 

DJPB (untuk Penerusan Pinjaman baru a tau pipeline) ; 

1 .  RKA BUN penyesuaian (khusus reviu RKA BUN penyesuaian) ; dan 

m .  dokumen-dokumen laiimya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu . 

2 .  Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan 
kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN 

Tujuan :  

a .  untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN dengan KMK 
tentang pagu anggaran BUN; dan 

b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian 
antara data pendukung dengan RKA BUN. 

Langkah kerja :  

a .  pastikan RKA BUN telah sesuai dengan format yang ditentukan; 

b .  pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi pagu 
anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan; 

c .  pastikan RKA BUN telah didukung dengan RPK, RPT, hasil penilaian, dan 
dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

d .  pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN telah sesuai dengan 
dokumen pendukung; dan 

e .  tuangkan dalam kertas kerja dan buat kesimpulan . 

3 .  Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan 
kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN Penyesuaian 
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Tujuan:  

a .  untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN Penyesuaian 
dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan 
Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; dan 

b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan 
kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian . 
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a .  pastikan RKA BUN Penyesuaian telah sesuai dengan format yang 
ditentukan; 

b .  pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
pernbahasan yang telah rnendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran 
Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; 

c. pastikan RKA BUN telah didukung dengan RPK, RPT, dan dokurnen 
pehdukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

d .  pastikan nilai yang tercanturn dalarn RKA BUN Penyesuaian telah sesuai 
dengan dokurnen pendukung; dan 

a .  tuangkan dalarn kertas kerja dan buat kesirnpulan. 
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BAB VI 

PEDOMAN REVIU RKA BUN 
BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH (BA 999 . 05 )  

A .  Gambaran Umum 

Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999 . 05) , yang selanjutnya 
disebut BA 999 .05  adalah subbagian anggaran BUN yang melaksanakan 
pengelolaan transfer ke daerah yang merupakan bagian dari belanj a  negara dalam 
rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal . Sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07 / 20 1 3  tentang Pengalokasian Anggatan 
Transfer Ke Daerah, yang meliputi : 

1 .  Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi, ·yang terdiri dari : 

a .  Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 
berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan Desentralisasi yang meliputi DBH Pajak, Cukai Hasil 
Tembakau, dan Sumber Daya Alam. 

b .  Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah daria yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Formulasi 
penghitungan dan mekanisme pengalokasian DAU diatur dalam Undang­
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jumlah alokasi DAU 
sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri netto yang 
ditetapkan dalam APBN dengan memperhitungkan faktor pengurang. 

c. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

2 .  Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai 
pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dana Otonomi Khusus terdiri atas 
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Dana 
Otonomi Khusus Provinsi Aceh. 

3 .  Dana Keistimewaan Provinsi D . I  Y ogyakarta adalah dana yang disediakan dan 
dialokasikan 

. 
oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 

keistimewaan D . I .  Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang 
tambahan tertentu yang dimiliki D . I  Yogyakarta selain wewenang sebagaimana 
ditentukan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, yang 
dimaksud meliputi : 
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c. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur 
dan Wakil Gubernur; 

d .  Kelembagaan Pemerintah Daerah D . I . Yogyakarta; 



e .  Kebudayaan; 

f. Pertanahan, dan 

g. Tata ruang. 
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Pengaturan keistimewaan D. I .  Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan asas 
pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, bhinneka tunggal ika, 
efektiv'itas pemerintahan, kepentingan .nasional dan pendayagunaan kearifan 
lokal . 

4 .  Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah 
dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang meliputi : 

a .  Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya 
disebut TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada 
Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat · pendidik dan memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 

b .  Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang 
· selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang 
diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi 
Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c .  Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana 
yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan 
pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat 
dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk 
teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

d .  Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana 
Penyesuaian dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah provinsi dan 
kabupatenjkota sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk 
melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria 
daerah berprestasi yang memenuhi Kriteria Utama, Kriteria Kinerj a, dan 
Batas Minimum Kelulusan Kinerja sebagai dasar untuk menentukan 
daerah penerima alokasi DID dan perhitungah besaran alokasi DID . 

B .  Dasar Hukum 

Dasar hukum yang terkait dengan perencanaan anggaran BUN BA 999 .05  adalah 
sebagai berikut: 

1 .  Peraturan Umum 
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a. Undang-Undang Nomor 1 7  tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

b. Undang:-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
An tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah · . . . ' 

d .  Undang-Undang mengenai APBN; 

e .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 
f. Peraturan Presiden mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 
g . Peraturan Presiden mengenai Rencana Kerja  Pemerintah; 
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h .  Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 20 1 0  Penyusunan Rencana Kerj a  

dan Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga; 

1. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan , 

dan penetapan alokasi BA BUN; 

j .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 4 5 / PMK. 07 / 20 1 3  tentang 
Pengaloksian Anggaran Transfer ke Daerah; 

k. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; dan 

1 .  Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN. 

2 .  Peraturan Dana Otonomi Khusus 

a.  Undang-Undang Nomor 1 8  Tahun 200 1 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; 
dan 

b .  Undang-Undang Nomor 2 1  Tahun 200 1 tentang . Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua. 

3 .  Peraturan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

a. Undang-Undang Nomor 1 3  Tahun 20 1 2  tentang Keistimewaan Daerah 
Istimewa Y ogyakarta; dan 

b .  Peraturan Menteri Kewingan Nomor 103/PMK. 07 / 2 0 1 3  Tentang Tata Cara 
Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa 
Y ogyakarta. 

4. Peraturan Dana Penyesuaian 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 

b. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan 
Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; dan 

c. Peraturan Presiden Nomor 4 1  Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru 
Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan 
Kehormatan Profesor. 

C. Stakeholderj Pemangku Kepentingan 

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999 .05 ,  
yaitu : 

1 .  Internal Kementerian Keuangan, yaitu : 

a .  Dit. PAPBN DJA, dalam pengembangan model perencanaan dan evaluasi 
pembayaran serta penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan · alokasi 
transfer ke daerah; dan 

b .  DJPK sebagai PPA BUN BA 999 . 05 .  

2 .  Eksternal Kementerian Keuangan yaitu : 

a .  DPR, dalam membahas Rencana Dana Pengeluaran BUN dan alokasi 
anggaran; 
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b .  BPS, dalam hal penyediaan data jumlah penduduk; Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) ; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan 
Indeks Kemah alan Konstruksi (IKK) ; 

c .  Kementerian Dalam Negeri, dalam hal penyediaan data kode dan data 
wilayah administrasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota, dan 
koordinator penyusunan anggaran dana keistimewaan D . I . Yogyakarta; 

d. Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal penyediaan data luas wilayah 
perairan provinsi dan kabupatenj kota; 

e .  Pemerintah Daerah Papua, Pemerintah Daerah Papua Barat dan Pemerintah 
D . I. Yogyakarta; 

f. Kementerian PAN dan RB sebagai kementerian yang menangani 
penganggaran tata ruang D . I .  Yogyakarta; 

g. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan yang menangani penganggaran pengembangan 
kebudayaan D . I .  Yogyakarta; 

h .  Badan Pertanahan Nasional yang menangani bidang pertanahan di D . I .  
Y ogyakarta; dan 

i .  Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani tata ruang D . I .  Yogyakarta. 

D. Dokumen Perencanaan Anggaran 

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan BUN BA 999 .05  adalah 
sebagai berikut: 

1 .  notulensi rapat pembahasan dan surat usulan kebutuhan anggaran masing­
masing unit teknis terkait penyusunan awal Indikasi Kebutuhan Dana BUN 
Pengelolaan Belanja Transfer ke Daerah; 

2 .  surat usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan lampirannya dari KPA BUN 
ke PPA BUN; 

3 .  hasil assesment atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN ; 

4 .  DJA melalui Dit. PAPBN melakukan assessment bersama dengan BKF atas 
seluruh usulan KPA BUN. Assessment yang dilakukan berupa penyesuaian 
terhadap asumsi makro, analytical review, dan juga melihat alokasi dan 
realisasi periode tahun anggaran sebelumnya; 

5 .  Indikasi Kebutuhan Dana BUN ; 

6 .  Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 

7 .  Rencana Kerj a  Pemerintah; 

8 .  hasil evalusi Kinerja  Dana Pengeluaran BUN tahun sebelumnya; 

9 .  Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; 

1 0 .  RKA BUN dan kertas kerja  perhitungan; 

1 1 . hasil rapat pembahasan RUU mengenai APBN dengan Banggar DPR; dan 

1 2 .  Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; 
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E. Program Kerj a  Reviu 

1 .  Dapatkan dokumen yang diperlukan antara lain: 

a .  dokumen umum sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas dan dokumen 
perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D di atas; 

b.  hasil evaluasi penggunaan dana BUN tahun-tahun sebelumnya; 

c. dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu , 

antara lain: 

1 .  KAK/TOR dan RAB yang ditandatangani oleh KPA BUN; dan 

2 .  SPTJM yang ditandatangani oleh KPA BUN; 

d .  dokumen khusus DAU 

1 )  RKA BUN dan Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dasar, Celah Fiskal, 

Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal kepada setiap daerah, termasuk 

Daerah Otonom Baru; 

· 2 )  Undang-undang mengenai pembentukan Daerah Otonom Baru (jika 
terdapat pemekaran wilayah) ; 

3 )  data jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Indeks Kemahalan 
Konstruksi (IKK) dari Kepala Badan Pusat Statistik; 

4) data kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi dan 
kabupatenjkota dari Menteri Dalam Negeri; 

5) data luas wilayah perairan provinsi dan kabupatenj kota dari Kepala 
Badan Informasi Geospasial; 

6) data DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber D aya Alam, 
Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
Daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 

7) data proporsi jumlah pegawai, proporsi luas wilayah, proporsi jumlah 
· penduduk antara Daerah Induk dengan Daerah Otonom Baru dari 
Kementerian Dalam Negeri; dan 

8) Peraturan Presiden mengenai DAU Daerah Provinsi dan Kabupatenj Kota; 

e .  dokumen khusus Dana Bagi Hasil 

1 )  Dokumen prognosa penerimaan pajak, cukai dan sumber daya alam dari 
instansi yang berwenang; 

2) Surat Ketetapan tentang Penetapan Daerah Penghasil Sumber D aya Alam 
dari Kementerian ESDM; dan 

3) PMK tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil . 

f. dokumen khusus Dana Alokasi Khusus 

1 )  surat usulan bidang baru yang didanai DAK dari K/ L; 

2) surat permintaan usulan kebutuhan DAK per bidang kepada K/L terkait; 

3) surat usulan kebutuhan dana DAK per Bidang dari K/ L; · 
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4) dokumen basil rapa:t pembahasan tentang penetapan pembobotan 

alokasi DAK per bidang dengan (DJA, BKF, Bappenas) ; 

5) surat penyampaian data realisasi transfer ke daerah DAK 
Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dari Subdit Transfer; 

6 )  laporan pelaksanaan kegiatan DAK TAYL per Bidang dari 
kementerianj lembaga teknis; dan 

7) Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman umum dan alokasi DAK 
tahun anggaran terkait; 

g .  dokumen khusus Dana Otonomi Khusus 

Undang-undang yang mendasari pemberian Dana Otonomi Khusus .  

h .  dokumen khusus Dana Keistimewaan D . I .  Yogyakarta · 
1 )  surat Gubernur D . I . · Yogyakarta kepada Menteri Dalam Negeri dan 

menterijpimpinan lembaga pemerintah nonkementerian (bidang 
pelantikan gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata 
ruang) mengenai usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan; 

2)  KAK dari D . L  Yogyakarta yang mencakup usulan program dengan 
sasaran yang terukur; . 

3 )  basil penilaian Menteri Dalam 
pemerintah nonkementerian 
tercantum dalam KAK; 

Negeri dan menterijpimpinan lembaga 
mengenai kelayakan kegiatan yang 

4) hasil pembahasan antara Menteri Keuangan dengan Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasionalj Kepala Bappenas terkait usulan 
dana keistimewaan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri; 

5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kebutuhan Pemerintah Daerah; 

6)  Peraturan Daerah Istimewa yang mengatur kegiatan yang didanai oleh 
Dana Keistimewaan; 

7) laporan pemantauan dan evaluasi Kementerian Keuangan dan 
Kementerian Teknis terhadap penyaluran Dana Keistimewaan; dan 

8) Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana 
Keistimewaan D . I . Yogyakarta untuk tahun anggaran terkait; 

i .  dokumen khusus Dana Bantuan Operasional Sekolah 

surat usulan kebutuhan dana BOS dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

J .  dokumen khusus DTP Guru PNSD dan TP Guru PNSD 

surat usulan kebutuhan dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan 
Penghasilan Guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . 

k .  dokumen khusus Dana Insentif Daerah 
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1 )  daftar opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 

2) daftar tanggal penyampaian Laporan Keuangan Penierintah Daerah 
kepada BPK; 
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3) daftar tanggal penetapan Peraturan Daerah APBD; 

4) data persentase peningkatan PAD setiap daerah; 

5) data Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap daerah; 

6) data kinerja  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap daerah; 

7) data pertumbuhan ekonomi tanpa Migas pada tiap daerah ; 

8)  data jumlah dan pesentase penduduk miskin; 

9)  data tingkat pengangguran terbuka; 

1 0) data kluster Kapasitas Fiskal Daerah; dan 

1 1 ) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi 
Dana Insentif Daerah untuk tahun anggaran terkait . 

2 .  Lakukan Pengujian atas kesesuaian total pagu anggaran dan kelengkapan data 
pendukung RKA BUN. 

Tujuan : 

a .  untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN dengan Keputusan 
Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; dan 

b .  untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA · BUN dan kesesuaian 
an tara data pendukung dengan ·RKA BUN. 

Langkah Kerj a: 

a .  pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi Pagu 
Anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan; 

b .  pastikan bidang yang akan dibiayai dari DAK telah sesuai dengan yang 
dicantumkan dalam RKP (khusus DAK) ; 

c .  pastikan kebutuhan anggaran untuk Daerah Otonom Baru telah didukung 
dengan Undang-undang pembentukan Daerah Otonom Baru (Khusus DAU) ; 

d .  pastikan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Keisitimewaan telah masuk 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kebutuhan Pemerintah Daerah (Khusus Dana Keistimewaan D . I .  
Y ogyakarta) ; 

e .  pastikan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Keistimewaan DIY telah diatur 
dengan Perdaisj Peraturan Daerah Istimewa (Khusus Dana Keistimewaan 
D . I . Yogyakarta) ; 

f. pastikan RKA BUN telah didukung dengan usulan Alokasi Anggaran BUN 
dari unit teknis, KAK, RAB, SPTJM, kertas kerj a  perhitungan dan data 
dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

g. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai dengan dokumen 
pendukung; 

h. pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan 
1. tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan . 
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3 .  Lakukan Pengujian atas kesesuaian total Alokasi Anggaran BUN dan 

kelengkapan data dukung RKA BUN Penyesuaian. 
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Tujuan: 

a .  untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN Penyesuaian dengan 
hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran 
Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; dan 

b .  untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan 
kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian. 

Langkah Kerj a: 

a .  pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran 
Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; 

b. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan u sulan alokasi 
anggaran per unit teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit 
teknis ,  KAK, RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung 
lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

c .  pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian sesuai dengan 
dokumen pendukung; 

d. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan dengan format yang 
ditentukan; dan 

"""\. 
e .  tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan. 
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BAB VII 

PEDOMAN REVIU RKA BUN 
BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI (BA 999 . 07) 

A .  Gambaran Umum 

Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999 .07) , yang selanjutnya 
disebut BA 999 . 07 adalah subbagian anggaran BUN yang diberikan kepada 
perusahaanjlembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau 
mengimpor barang dan jasa yang memenuhi haj at hidup orang banyak 
sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. 

Belanja subsidi terdiri dari belanja subsidi energi dan belanja subsidi non energi . 

1 .  Belanj a  subsidi energi 

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang 
menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) , Liquefied 
Petroleum Gas (LPG) konsumsi rumah tangga: dan usaha mikro serta tenaga 
listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. 

2 .  Belanj a  subsidi non energi 

Alokasi Anggaran BUN yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang 
menyediakan dan mendistribusikan barangjpelayanan publik yang bersifat 
non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang 
membutuhkan. 

Pada APBN, komponen belanja subsidi dapat dirincikan antara lain sebagai 
berikut: 

· 

1 .  Subsidi Energi 

a. Subsidi BBM, LPG & BBN 

1) Subsidi BBM tahun berjalan;  

2 )  Subsidi LPG T.A berjalan; dan 

3) PPN BBM bersubsidi . 

b .  Listrik 

1 )  Subsidi T.A berjalan; 

2 )  Kurang bayar tahun sebelumnya; dan 

3) Carry over tahun 20 1 3 .  

2 .  Subsidi Nori Energi 

a. Subsidi Pangan; 

b .  Subsidi Pupuk; 

c. Subsidi Benih; 

d .  Bantuan Dalam .Rangka Penugasanj PSO 

1) PSO Kepada PT. KAI;  

2)  PSO Kepada PT. PELNI; 

3) PSO Kepada PT. Posindo ; dan 

4) PSO Kepada LKBN Antara. 
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2 )  Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) ; 

3)  Risk Sharing KKP-E; 

4) KPEN-RP; 

5) Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias; 

6) Imbal Jasa Penjaminan KUR; 

7) Kredit Usaha Pembibitan Sapi; dan 

8) Skema Subsidi Resi Gudang; 

f. Subsidi Paj ak 

1 )  Subsidi Pajak Penghasilan; dan 

2) Fasilitas Bea Masuk. 

B. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang terkait ·dengan perencanaan anggaran BUN BA 999 .07  adalah 
sebagai berikut: 

1 .  Peraturan Umum 

a. Undang-Undang Nornor 1 7  tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

b .  Und�ng-Undang Nornor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

c. Undang-Undang Nornor 25 tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

d. Undang-Undang rnengenai APBN; 

e. Undang-Undang Nornor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 

f. Peraturan Pernerintah Nornor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, 
Pengurusan, Pengawasan dan Pernbubaran Badan Usaha Milik Negara; dan 

g. Peraturan Pernerintah Nornor 90 Tahun 20 1 0  tentang Penyusunan Rencana 
Kerj a  Dan Anggaran Kernenterian NegarajLernbaga. 

h. Peraturan Menteri Keuangan rnengenai tata cara perencanaan, penelaahan, 
dan penetapan alokasi BA BUN; 

i. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; dan 

J .  Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN. 

2.  Peraturan Subsidi Energi 
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a.  Undang-Undang Nornor 22 tahun 2 0 1 1 tentang Minyak Burni dan Gas; 
b .  Undang-Undang Nornor 30 tentang Energi; 

c .  Undang-Undang Nornor 20 tahun 2009  tentang Ketenagalistrikan; 
d .  Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur 

Penyediaan dan Pendistribusian BBM Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan 
Gas Burni rnelalui Pipa sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pernerintah Nornor 49 Tahun 20 1 2 ·  ' 
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e .  Peraturan Pemerintah Nomor 3 1  Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk 

Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) 
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir 
Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;  

g .  Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan Dan 
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; 

h .  Peraturan Presiden Nomor 1 04 Tahun 2007 tentang Penyediaan, 
Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 
Kilogram; 

i .  Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 7 1  Tahun 2005 tentang . Penyediaan dan 
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; 

j .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 7  / PMK. 02 / 20 1 1 tentang Tata Cara 
Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran Dan 
Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
6 5 / PMK.02 / 2 0 1 2 ;  dan 

k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 2 1 8 / PMK.02 / 20 1 1 tentang 
Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan 
Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) . Tabung 3 
Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 64/PMK. 02 / 2 0 1 2 .  

3 .  Peraturan Subsidi Pangan, Subsidi Pupuk dan Subsidi Benih 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2 002 tentang Ketahanan Pangan; 

b .  Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian 
Perusahaan Umum (Perum) Bulog; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk 
Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2 0 1 1 ;  dan 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/ PMK 02 / 2 0 1 4  tentang Tata Cara 
Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan · Pertanggungjawaban Dana 
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. 

4 .  Peraturan Subsidi Bantuan Dalam Rangka Penugasanj PSO 

a .  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1 999 tentang Pers; 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 

c .  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 
A:t:gkutan Kereta Api; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Perkeretaapian; dan 

e .  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum 
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. 
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5 .  Peraturan Subsidi Kredit Program 

Distribusi II 

a. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) 

1 )  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/ PMK.OS/2007 tentang Kredit 
Ketahanan Pangan Dan Energi sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 9 8 / PMK.OS / 2 0 1 0 ;  
dan 

2) Perjanj ian kerj a  sama pendanaan antara Pemerintah dan Bank 
Pelaksana KKP-E dalam rangka Pendanaan KKP-E. 

b. Eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) 

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 

2 )  Surat Menteri Keuangan Nomor S-98j MK.0 1 7 j 1 999, tanggal 1 5  Maret 
1 999 tentang Subsidi Bunga Kredit Program; dan 

3) Surat Menteri Keuangan Nomor S-379 j MK.0 1 7 / 1 999 tanggal 1 3  Oktober 
1 999 tentang Penunjukan BUMN untuk menerima pengalihan KLBI dari 
Bank Indonesia. 

c .  Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) 

1 )  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 1 7/PMK.06/ 2006 tentang Kredit 
Pengembangan Energi Nabati Dan Revitalisasi Perkebunan; 

2 )  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
tentang Pengembangan Perkebunan 
Perkebunan; 

33 / Permentanj OT. 1 40 / 7  / 2006 
Melalui Program Revitalisasi 

3)  Surat Kuasa Menteri Keuangan Nomor SKU-29 2 / MK/ 2006 tanggal 1 1  
. Desember 2006;  dan 

4) Perjanj ian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah dan Bank Pelaksana 
KPEN-RP dalam rangka Pendanaan KPEN-RP. 

d. Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nanggroe Aceh Daru'ssalam dan Nias (KPP 
NAD-Nias) 

. 

1 )  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0 3 / PMK. OS/ 2008 tentang Kredit 
Pemberdayaan Pengusaha Nanggroe Aceh Darussalam Dan Nias;  dan 

2)  Perjanjian Kerjasm;na Pendanaan antara Pemerintah dan Bank Pelaksana 
KPP NAD-Nias dalam rangka KPP NAD-Nias. 

e .  Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) 

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 3 1 / PMK. OS/ 2009 tentang Kredit 
Usaha Pembibitan Sapi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomot 24 1 / PMK.OS/ 2 0 1 1 ;  

2)  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentanj PD . 400/ 9 / 2009 
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
1 2 / Permentanj PD . 400/ 3 / 2 0 1 2 ;  dan 

3)  Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah dan Bank Pelaksana 
KUPS dalam rangka Pendanaan KUPS . 
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f. Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) 

1 )  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 7 1 / PMK.0 5 / 2009 tentang Skema 
Subsidi Resi Gudang; dan 

2)  Perjanj ian Kerjasama Pendanaan antara · Pemerintah dan Bank 
Pelaksana S-SRG dalam rangka Pendanaan S-SRG. 

g .  Imbal Jasa Penj aminan (IJP KUR) 

1 )  Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007; 

2 )  MoU tanggal 9 Oktober 2007, Addendum I MoU tanggal 1 4  Mei 2008,  
Addendum II MoU tanggal 1 2  Januari 20 1 0, Addendum III MoU tanggal 
1 6  September 20 10 ,  Addendum IV MoU tangga1 1 0  Januari 20 1 2 ;  

3 ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 3 5 / PMK.05/ 2008 tentang Fasilitas 
Pembangunan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Petaturan Menteri Keuangan Nomor 1 59 / PMK. 05 / 20 1 1 ;  dan 

4) Perjanj ian Kerjasama Penjaminan antara Pemerintah dan Perusahaan 
Penjaminan dalam rangka KUR. 

h .  Risk Sharing Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) . 

1 )  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 / PMK.05/ 2007 tentang Kredit 
Ketahanan Pangari Dan Energi sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 9 8 / PMK. 0 5 / 2 0 1 0 ;  
dan 

2) Perjanjian Kerja Sarna Pertanggungan Risiko (PKPR) antara Pemerintah 
dan Perusahaan Penjamin dalam rangka Pertanggungan Risiko KKP-E. 

6 .  Peraturan Subsidi Pajak 
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a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;  

b .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 / PMK.05/20 1 0  tentang Mekanisme 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung 
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 72 / PMK.05/20 1 2 ;  

c .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 / PMK. 0 1 1 / 20 1 3  tentang Bea Masuk 
Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi 
Barang Dan/ Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya 
Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 20 1 3 ;  dan 

d .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 / PMK. 0 1 1 / 20 1 3  tentang Bea Masuk 
Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan 
Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 20 1 3 .  



MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 56 -

C .  Stakeholderj Pemangku Kepentingan 

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan BUN BA 999 . 07,  yaitu : 

1 .  Internal Kementerian Keuangan, yaitu : 

a .  Dit. PAPBN DJA, dalam perencanaan dan penentuan besarnya anggaran 
beianj a  subsidi dan penyusunan komponen belanja APBN dan penyusunan 
buku Nota Keuangan dan RAPBN; 

b. Dit. Anggaran III DJA, dalam pengelolaan alokasi pagu BUN BA 999 . 07 ;  

c .  Dit. PNBP DJA, dalam pengelolaan belanja subsidi dan perhitungan tarif 
subsidi, khusunya Migas; dan 

d. BKF, dalam pelaksanaan kebijakan fiskal khususnya asumsi ekonomi 
makro . 

2 .  Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain : 

a .  K/ L, BUMN dan Operator selaku KPA BUN; 

b. Presiden selaku Eksekutif/ Kepala Pemerintahan yang membawahi seluruh 
menterij pimpinan lembaga dalam hal penetapan; dan 

c .  DPR, dalam membahas RDP BUN dan Alokasi Anggaran BUN. 

D. Dokumen Perencanaan Anggaran 

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999 . 07 
adalah sebagai berikut: 

1 .  surat usulah Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan lampirannya dari KPA BUN ke 
PPA BUN; 

2.  hasil assesment atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN 

DJA melalui Dit. PAPBN melakukan assessment bersama dengan BKF atas 
seluruh usulan KPA BUN. · Assessment yang dilakukan berupa penyesuaian 
terhadap asumsi makro, analytical review dan juga melihat alokasi dan 
realisasi periode tahun anggaran sebelumnya; 

3 .  Hasil evaluasi penggunaan anggaran . BUN tahun-tahun sebelumnya; 

4 .  Indikasi Kebutuhan Dana BUN ; 

5 .  Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; 

6. RKA BUN dan kertas kerja  perhitungan; 

7 .  hasil rapat pembahasan RUU APBN dengan DPR; dan 

8 .  Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN. 
E.  Program Kerja  Reviu 

1 .  Dapatkan dokumen yang diperlukan yaitu : 

a. Dokumen Umum 
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1 )  

2 )  

3 )  

dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B terse but d i  atas; 
dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D 
tersebut di atas; 

dokumen penunjukan sebagai KPA BUN; 
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4) KAK/TOR dan RAB yang ditandatangani oleh KPA BUN; 

5) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA BUN; 

6)  RKA BUN setelah penyesuaianjpembahasan dengan DPR; dan . 

7) kesirnpulan rapat pembahasan anggaran BUN dengan DPR terkait 
Undang-Undang mengenai APBN; 

b. Dokumen Khusus Subsidi Energi 

Surat Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan tentang usulan besaran 
Subsidi Listrik. 

c. Dokumen Khusus Subsidi Pangan 

Hasil perhitungan terhadap setiap dokumen pengeluaran dan penelitian 
terhadap dokumen tagihan dan atau yang disetarakan yang diajukan oleh 
Perum Bulog. 

d. Dokumen Khusus Subsidi Pupuk 

1) Penetapan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 
Tertinggi Pupuk Bersubsidi; 

2) Penetapan Menteri Pertanian tentang HPP Pupuk Bersubsidi; dan 

3)  Penetapan Direktur Jenderal Sarana dan Prasaran Pertanian tentang 
Realokasi Pupuk Bersubsidi . 

e .  Dokumen Khusus Subsidi Benih 

1 )  Penetapan Menteri Pertanian ten tang Harga Benih dan Harga Eceran 
Tertinggi; dan 

2) Penetapan Menteri Pertanian tentang jenis benih yang disubsidi . 

f. Dokumen Khusus Subsidi Bantuan Dalam Rangka Penugasan/ PSO 

1) Penetapan Menteri Perhubungan tentang tarif angkutan penumpang 
kelas ekonomi untuk Kereta Api ;  

2 )  Penetapan Menteri Perhubungan tentang komponen biaya yang dapat 
diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan 
publik oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian; 

3 )  Penetapan Menteri Perhubungan tentang tarif angkutan perintis 
perkeretaapian; 

4) Penetapan Menteri Perhubungan tentang komponen biaya yang dapat 
diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan perintis perkeretapian 
oleh Badan U saha penyelenggara sarana perkeretaapian setelah 
mendapat pertimbangan; 

5) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan 
Harga Produk Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum untuk Informasi 
Publik; dan 

6) Penetapan Menteri Perhubungan tentang tarif angkutan penumpang 
kelas ekonomi untuk angkutan laut. 
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g .  Dokumen Khusus Subsidi Bunga Kredit Program 

1 )  Perjanj ian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah dan Bank 
Pelaksana; 

2) Penetapan tingkat Bunga Subsidi oleh Menteri Keuangan; 

3)  Laporan realisasi penyaluran kredit per Bank Pelaksana (selain Subsidi 
Bunga eks KLBI) ; dan 

4) Tagihan Subsidi Bunga dari Bank Indonesia (untuk Subsidi Bunga eks 
KLBI) . 

h .  Dokumen Khusus Subsidi IJP dan Risk Sharing 

1 )  Perjanj ian Kerja sama Pendanaan antara Pemerintah dan Perusahaan 
Penjamin (untuk Subsidi IJP) ; 

2 )  Perjanj ian Kerjasama Pertanggungan Risiko antara Pemerintah dan 
Perusahaan Penjamin (untuk Subsidi Risk Sharing) ; dan 

3) Rencana Tahunan Penjaminan (RTP) dari Perusahaan Penjamin. 

i .  Dokumen Khusus Subsidi Pajak 

1 )  Surat dari Direktur Strategi dan Portofolio Utang DJPU kepada KPA BUN 
tentang Penyampaian Perkiraan PPh DTP Bunga, Imbal Hasil dan Jasa 
Pihak Ketiga dalam Penerbitan Buyback dan Debt Switch SBN 
Internasional; dan 

2 )  Surat dari Direktur PNBP DJA kepada KPA BUN tentang Penyampaian 
Data Perkiraan Setoran Bagian Pemerintah sebagai Dasar Perhitungan 
Perkiraan PPh DTP Panas Bumi. 

2 .  Lakukan pengujian atas kesesuaian total pagu anggaran dan kelengkapan data 
dukung RKA BUN: 

Tujuari: 

a .  untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN dengan Keputusan 
Menteri Keuangan mengenai penetapan pagu anggaran BUN; dan 

b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian 
antara data pendukung dengan RKA BUN. 

Langkah kerja:  

a .  pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi pagu 
anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan; 

b .  pastikan RKA BUN telah didukung dengan usulan alokasi anggaran per unit 
teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, KAK, RAB, 
SPTJM, kertas kerj a  perhitungan dan data dukung lainnya yang relevan dan 
dapat . dipertanggungjawabkan; 

c .  pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai dengan dokumen 
pendukung; 

d. pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan 
e .  tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan. 
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3 .  Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan kelengkapan 

data dukung RKA BUN Penyesuaian: 

Distribusi II 

Tujuan :  

a .  untuk menguji  kesesuaian total pagu RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
kesepakatan dengan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang 
penetapan Alokasi Anggaran BUN; dan 

b .  untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan 
kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian. 

Langkah kerja :  

a .  pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran 
Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; 

b. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan usulan alokasi 
anggaran per unit teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit 
teknis ,  KAK, RAB, SPTJM, kertas kerja  perhitungan dan data dukung 
lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

c .  pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian sesuai dengan 
dokumen pendukung; 

f. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan dengan format yang 
ditentukan; dan 

g. tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan . 
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BAB VIII 

PEDOMAN REVIU RKA BUN 
BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN BELANJA LAIN-LAIN (BA 999 . 08)  

A. Gambaran Umum 

Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999 . 08) , yang selanjutnya 
disebut BA 999 . 08 adalah subbagian anggaran BUN untuk membiayai kegiatan 
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan 
bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang 
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat/ daerah. 

Jenis belanj a  BA 999 .08 terdiri dari : 

1 .  Belanj a  Dana Cadangan dan Risiko Fiskal 

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat 
prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak 
pada capaian target nasional . 

2 .  Belanj a  Lembaga Non Kementerian 

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait 
dengan pendanaan kelembagaan non kementerian . 

3 .  Belanja  BUN 

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait 
dengan tugas Menteri Keuangan sebagai BUN. 

4 .  Belanja Tanggap Darurat 

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait 
dengan peristiwajkondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan 
segera. 

5. Belanj a Lainnya 

Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria angka 1 sampm 
dengan angka 4 tersebut di atas. 

B. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang terkait dengan perencanaan anggaran BUN BA 999 .08 adalah 
sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Umum 
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a. Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

d. Undang-Undang mengenai APBN; 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 20 1 0  tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah; 

f .  Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2 0 1 0  tentang Penyusunan 
Rencana Kerja  Dan Anggaran Kementerian Negaraj Le�baga; 
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g .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0 1 / PMK. 02/20 1 1  tentang Klasifikasi 

Anggaran sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan · Menteri Keuangan 
Nomor 1 3 4/ PMK. 02 / 20 1 2 ;  

h.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 /PMK. 02 / 2 0 1 3  tentang Tata Cara 
Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja  Lainnya (BA 
9 9 9 . 08)  Ke Bagian Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga; 

i .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 5 5/PMK. 02 / 20 1 3  tentang Tata Cara 
Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999 . 08) ; 

j .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 3 /PMK. OS/ 20 1 3  tentang Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

k. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, 
dan penetapan alokasi BA BUN; 

1 .  Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran BUN; dan 

m .  Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN. 

2.  Ketentuan Khusus 

a.  Peraturan Pemerintah Nomor · 4 7 Tahun 2007 ten tang Kawasan 
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan; 

b .  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 20 1 0  ten tang Pelimpahan 
Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang; 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 55/PMK.02 / 2 0 1 0  tentang Tata Cara 
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan 
Kewajiban Pelayanan Umum Pos; 

e .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 / PMK.02 / 20 1 0  tentang Tata Cara 
Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih 
Nasional Dan Bantuan Langsung Benih Unggul; dan 

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 2 1 / PMK.02 / 20 1 1  tentang Tata Cara 
Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana 
Cadangan Beras Pemerintah . 

C .  Stakeholderj Pemangku Kepentingan 

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan BA 999 . 08 ,  yaitu : 

1 .  Internal Kementerian Keuangan, yaitu : 

a .  DJA 

1 )  Dit. PAPBN-DJA, dalam penetapan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan 
pembahasan Alokasi Anggaran BUN dengan DPR. 

. 

2 )  Dit. Anggaran III-DJA, sebagai mitra kerja PPA BUN BA 999 .08  dalam 
penelaahan RDP BUN dan pembahasan usulan KPA BUN atas 
penggunaan BA 999 . 08 pada tahun anggaran berjalan. 

b .  BKF, dalam pelaksanaan kebijakan fiskal khususnya asumsi ekonomi 
makro dan kapasitas fiskal . 

Distribusi II 
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2 .  Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain: 

a .  K/ L, selaku KPA BUN; dan 

b .  DPR, dalam membahas RAPBN/ RAPBNP. 

D .  Dokumen Perencanaan Anggaran 

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999 . 08 
adalah se bagai beriku t :  

1 .  surat usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN serta lampiran dari KPA BUN ke . 
PPA BUN; 

2. hasil assesment atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN 

DJA melalui Dit. PAPBN melakukan assessment bersama dengan BKF atas 
seluruh usulan KPA BUN. Assessment yang dilakukan berupa penyesuaian 
terhadap asumsi makro, analytical review dan juga melihat alokasi dan 
realisasi periode tahun anggaran sebelumnya; 

3 .  Indikasi Kebutuhan Dana BUN ; 

4 .  Pagu Anggaran BUN melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan; 

5 .  RKA BUN dan kertas kerja  perhitungan; 

6 .  Alokasi Anggaran BUN melalui Surat Edarart Menteri Keuangan; 

7 .  hasil tapat pembahasan RUU APBN dengan DPR; 

8 .  Keppres tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan 

9 .  dokumen teknis lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 1 55 / PMK.02 / 20 1 3  tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran 
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 
9 9 9 . 08) . 

E. Program Kerj a  Reviu 

1 .  Dapatkan dokumen yang diperlukan yaitu : 

a. dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas; 

b .  dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D di 
atas; 

c .  dokumen penunjukan sebagai KPA BUN; 

d .  hasil evaluasi penggunaan dana BUN tahun-tahun sebelumnya; 

e . dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksana<:tn reviu 

1 )  KAK/ RAB yang ditandatangani oleh KPA; dan 

2) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA; 

f. RKA BUN setelah penyesuaianfpembahasan dengan DPR; 

g. kesimpulan rapat pembahasan anggaran BUN dengan DPR terkait UU 
APBN berupa:  

Distribusi II · 

1 )  surat penyampaian Informasi ABPN Hasil Sidang Paripurna DPR dari 
PPA BUN ke KPA BUN; dan 

2) Surat Edaran Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf D 
angka 6 tersebut di atas ; 
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h.  u sulan dari KPA BUN atas penggunaan BA 999 .08 pada tahun anggaran 
berj alan dan Kertas Kerjanya. 

i. dokumen -dokumen lainnya yang relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2 .  Lakukan pengujian atas kesesuaian total pagu anggaran dan kelengkapan data 
dukung RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN 

Tujuan: 
a.  untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN dengan Keputu san 

Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN; dan 

b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian 
antara data pendukung dengan RKA BUN. 

Langkah kerja:  

a .  pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi pagu 
anggaran BUN yang tela:h ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan 
tentang Pagu Anggaran BUN; 

b .  pastikan RKA BUN telah didukung dengan KAK/ RAB, SPTJM, kertas kerj a  
perhitungan RAB dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

c .  pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai dengan dokumen 
pendukung; 

d .  pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan 

e .  tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan. 

3 .  Lakukan pengujian atas kesesuaian total pagu anggaran dan kelengkapan data 
dukung RKA BUN Penyesuaian dengan Alokasi Anggaran BUN. 

Tujuan: 

a .  untuk menguji kesesuaian total pagu RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
kesepakatan dengan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang 
penetapan Alokasi Anggaran BUN; dan 

b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan 
kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian . 

Langkah kerja:  

a. 

b .  

c .  

d . 

e .  

Distribusi I I  

pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran 
Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; 

pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan KAK/ RAB, SPTJM, 
kertas kerj a  perhitungan RAB dan data dukung lainnya yang relevan dan 
dapat dipertanggungjawabkan; 
pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian sesuai dengan 
dokumen pendukung; 
pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesu�ikan dengan format yang 
ditentukan; dan 

tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan. 
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4 .  Lakukan pengujian atas usulan KPA BUN atas penggunaan BA 999 . 08 pada 

tahun anggaran berjalan (khusus untuk reviu usulan penggunaan BA 999 . 08 
pada tahun anggaran berjalan) . 

Distribusi II 

Tujuan :  

a .  untuk menguji apakah nilai dalam usulan KPA BUN sesuai dengan rincian 
Keppres mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Surat 
Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN (khusus untuk 
cadangan yang tidak dicantumkan dalam Keppres) ; dan 

b. untuk menguji kelengkapan data pendukung usulan KPA BUN dan 
kesesuaian antara data pendukung dengan usulan KPA BUN. 

Langkah kerja :  

a .  pastikan bahwa nilai dalam usulan KPA BUN tidak melebihi pagu yang 
ditetapkan dalam Keppres mengenai Rincian APBN dan alokasi yang 
ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi 
Anggaran BUN (khusus untuk cadangan yang tidak dicantumkan dalam 
Keppres) ; 

b .  pastikan bahwa usulan KPA BUN telah dilengkapi dengan dokumen 
pendukung berupa TOR, RAB, SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat 
eselon I yang bertanggung jawab atas us ulan kegiatan dimaksud; 

c.  pastikan nilai yang tercantum dalam usulan KPA BUN telah sesuai dengan 
dokumen pendukung; 

d .  pastikan bahwa usulan KPA BUN tersebut memenuhi kriteria sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 55 / PMK.02 / 2 0 1 3  
tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999 . 08) . Dalam Peraturan 
Menteri Keuangan tersebut telah ditetapk�n secara tegas batasan j enis 
belanja dan kriteria yang harus dipenuhi oleh KPA BUN dalam mengajukan 
usulan penggunaan BA 999 .08 pada tahun berjalan; dan 

e .  tuangkan dalam kertas kerja dan buat $impulan . 
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BAB IX 

PEDOMAN REVIU RKA BUN 
BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999 . 99)  

TERKAIT KONTRIBUSI KE ORGANISASI INTERNASIONAL 

A.  Gambaran Umum 

Bagian Anggarart Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999 . 99) , yang selanjutnya 
disebut BA 999 .99  adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam 
bagian anggaran K/L.  Ruang lingkup perencanaan dalam BA 999 .99  Transaksi 
Khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengeluaran negara 
antara lain dalam rangka: 

1 .  Pengeluaran Kerjasama Internasional 

Transaksi Pengeluaran Kerjasama Internasional adalah transaksi untuk 
pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi 
internasional. Kerj a  sama Internasional adalah bentuk hubungan kerj asama 
suatu negara dengan negara lain dalain bidang ekonomi, budaya, sosial, 
politik, dan pertahanan keamanan dengan tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Sedangkan 
dalam arti khusus,  tujuan yang dicapai dari kegiatan kerj asama internasional 
adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat memenuhi kebutuhan 
dalam negeri, memperlancar lalu lintas ekspor impor dan menambah devisa. 
Bentuk kerja  sama Internasional terbagi dalam 3 (tiga) macam yaitu : 

a .  dilihat dari letak geografis regional internasional; 

b. dilihat dari jumlah negara bilateral-multilateral; dan 

c. dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan 
keamanan. 

2 .  Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional 

Transaksi Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional adalah transaksi yang 
melibatkan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan hukum 
internasional . Sebagian dari komunitas internasional yang melakukan 
hubungan dalam berbagai bidang maka tidak selalu hubungan tersebut 
berj alan sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Pengeluaran 
Perjanjian Hukum Internasional mencakup: 

a. transaksi untuk melakukan penyelesaian permasalahan hukum yang 
melibatkan pemerintah Indonesia di dunia internasional · dan ' . 

b .  transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara 
pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional yang tidak 
dapat dibiayai dari dari BA K/L.  

3.  Aset Pemerintah yang dalam penguasaan Pengelola Barang 
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B .  Dasar Hukum 

Dasar hukum yang terkait dengan perencanaan anggaran BUN BA 999 . 99 adalah 
sebagai berikut: 

1 .  Keputusan Menteri Keuangan mengenai penunjukan Kuasa Pengguna 
Anggaran dalam rangka pembayaran biaya kontribusi dan Trust Fund; 

2 .  Surat Komitmen Pemerintah Indonesia kepada Organisasi Internasional; 

3 .  Surat Persetujuan Menteri Keuangan; dan 

4 .  A rticles of Agreement Organisasi Internasional. 

C. Stakeholder jPemangku Kepentingan 

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999 . 9 9 ,  
yaitu : 

1 .  Internal Kementerian Keuangan: 

a .  Dit. PAPBN-DJA, dalam penyusunan indikasi kebutuhan dana; 

b. BKF, sebagai PPA BUN BA 999 .99 untuk keperluan hubungan internasional 
dan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan 
kelayakan; dan 

c .  Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral-BKF sebagai 
KPA BUN BA 999 . 99 .  

2 .  Eksternal Kementerian Keuangan, yaitu DPR dalam membahas RDP BUN dan 
Alokasi Anggaran BUN. 

D. Dokumen Perencanaan Anggaran 

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999 .99  
adalah sebagai berikut: 

1 .  surat usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN serta lampiran dari KPA BUN ke 
PPA BUN; 

2 .  hasil assesment atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN ; 

DJA melalui Dit. PAPBN DJA melakukan assessment bersama dengan BKF atas 
seluruh usulan KPA BUN. Assessment yang dilakukan berupa penyesuaian 
terhadap asumsi makro, analytical review dan juga melihat alokasi dan 
realisasi periode tahun anggaran sebelumnya; 

3 .  Indikasi Kebutuhan Dana BUN ; 

4 .  Pagu Anggaran BUN melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan; 

5 .  RKA BUN dan kertas kerja  perhitungan; 

6 .  Alokasi Anggaran BUN melalui Surat Edaran Menteri Keuangan; dan 

7. hasil rapat pembahasan RUU APBN dengan Banggar DPR. 
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E. Program Kerj a  Reviu 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 67 -

1 .  D ap atkan dokumen yang diperlukan, yaitu : 

a .  dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B tersebut di atas; 

b .  dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D 
tersebut di atas; 

c .  surat penyampaian usulan Pagu Indikatif kepada PPA BUN; 

d .  hasil evaluasi penggunaan dana BUN tahun-tahun sebelumnya; 

e .  dokumen-dokumen lampiran RKA BUN, yaitu : 

1 )  KAK yang ditandatangani oleh KPA BUN; 

2)  RAB yang· ditandatangani oleh KPA BUN; dan 

3) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA BUN; 

f. RKA BUN setelah penyesuaianjpembahasan dengan DPR; 

g.  kesimpulan rapat pembahasan anggaran BUN dengan DPR terkait Undang­
Undang mengenai APBN berupa: 

1) surat penyampaian Informasi ABPN hasil sidang Paripurna DPR dari PPA 
BUN ke KPA BUN; dan 

2) Surat Edaran Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf D 
angka 6 tersebut di atas ; 

h .  data dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2 .  Lakukan pengujian atas kesesuaian total pagu anggaran dan kelengkapan data 
Pendukung RKA BUN 

Tujuan : 

a .  untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN dengan Keputusan 
Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; dan 

b .  untuk menguji kelengkapan data pendulrung RKA BUN dan kesesuaian 
antara data pendukung dengan RKA BUN. 

· 

Langkah kerja :  

a .  pastikan total Pagu Anggaran BUN dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak 
melebihi Pagu Anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN; 

b .  pastikan RKA BUN telah didulrung dengan usulan alokasi anggaran dari 
unit teknisj terkait, KAK, RAB, SPTJM, kertas kerja  perhitungan dan data 
dulcung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

c. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai dengan dokumen 
pendukung; 

d. pastilcan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentulcan; dan 
e .  tuangkan da1am Kertas Kerja dan buat simpulan. 
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3 .  Pengujian atas total pagu anggaran dan kelengkapan data dukung RKA BUN 

Penyesuaian 

Distribusi II 

Tujuan: 

a .  untuk menguji kesesuaian total pagu RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
kesepakatan dengan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang 
penetapan Alokasi Anggaran BUN; dan 

b. untuk menguj i  kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan 
kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian. 

Langkah kerja:  

a .  pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran 
Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Dana Anggaran BUN; 

b. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan usulan alokasi 
Anggaran BUN per unit teknis,  hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan 
unit teknis, KAK/ RAB, SPTJM, kertas kerj a  perhitungan dan data dukung 
lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

c .  pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian sesuai dengan 
dokumen pendukung; 

d. pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan 

e. tuangkan dalam Kertas Kerj a  dan buat simpulan. 
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BAB X 

PEDOMAN REVIU RKA BUN 
BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS (BA 9 9 9 . 99}  

TERKAIT KONTRIBUSI SOSIAL 

A.  Gambaran Umum 

Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999 .99}  Kontribusi Sosial 
yang selanjutnya disebut BA 999 .99 .  Belanj a  Kontribusi Sosial adalah subbagian 
anggaran BUN yang diantaranya dikhususkan untuk mendanai Belanj a  
Kontribusi Sosial antara lain untuk pengelolaan belanja pensiun, belanja  
tunj angan kesehatan veteran, belanja asuransi kesehatan, dan belanj a  j aminan 
kesehatan. 

BA 9 99 . 99 Belanja  Kontribusi Sosial dalam pengalokasiannya dibagi menj adi 
sebagai berikut: 

1 .  Anggaran Manfaat Pensiun (Belanja Pensiun} 

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan 
dana pensiun bagi pegawai dan pejabat di pemerintahan. 

2 .  Jaminan Pelayanan Kesehatan 

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan 
program j aminan kesehatan. 

3 .  Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen} 

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan 
kegiatan asuransi kesehatan bagi menteri dan pej abat tertentu sebagaiman 
diatur dalam ketentuan terkait. 

4 .  Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama} 

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan 
kegiatan asuransi kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD ,  
BPK, KY ,  Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung. 

B. Dasar Hukum 

Ketentuan-ketentuan terkait yang menjadi dasar hukum dalam perencanaan 
anggaran BUN BA 999 . 99 Belanja  Kontribusi Sosial adalah sebagai berikut: 

1 .  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1 999 ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 0 1 1  tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS} ; 

6 .  Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 20 1 2  tentang Veteran Republik Indonesia; 

7. Undang-Undang mengenai APBN; 
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8 .  Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 20 1 0  tentang Penyusunan Rencana 

Kerj a  Dan Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga; 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 1 3  tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 

1 0 .  Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2 0 1 4  tentang Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 
Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil 
Menteri , Dan Pej abat Tertentu; 

1 1 . Peraturan Presiden Nomor 1 2  Tahun 20 1 3  tentang Jaminan Kesehatan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 1 1  Tahun 
2 0 1 3 ;  

1 2 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 5 7  / PMK.02 / 2 0 1 0  tentang Tata Cara 
Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN 
Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT. Asabri (Persero) ; 

1 3 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0 1 / PMK.02 / 20 1 1 tentang Klasifikasi 
Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 1 3 4 / PMK. 02 / 2 0 1 2 ;  

1 4 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02 / 20 1 3  tentang Tata Cara 
Perhitungan, Penyediaart, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanj a  
Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT. Taspen (Persero) ; · 

1 5 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02 / 2 0 1 3  tentang Tata Cara 
Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan 
Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah; 

1 6 . Peraturan Menteri Keuangan men:genai tata cara perencanaan, penelaahan, 
dan penetapan alokasi BA BUN; 

1 7 . Keputusan Menteri Keuangan Nom6r 1 3 / KMK.03 / 1 989 tentang 
Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun Prajurit ABRI Dan PNS Dephankam 
Dan ABRI; 

1 8 .  Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No . PER- 1 3 / PB / 2 0 1 1  tentang 
Tata Cara Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya 
Dilaksanakan oleh PT. ASABRI (Persero) ; 

1 9 .  Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN; dan 

2 0 .  Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN. 

C.  Stalceholderj Pemangku Kepentingan 

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan 
Belanja Konttibusi Sosial adalah sebagai berikut: 

anggaran BUN BA 999 . 9 9  

1 .  
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a .  DJPB yang berperan sebagai PPA BUN dan KPA BUN. 

Dit. SP DJPB berperan sebagai KPA BUN BA 999 .99 .  
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Dit. PAPBN DJA berperan sebagai unit yang membahas alokasi 
anggaran BUN untuk diintegrasikan dalam postur (1-Accow'lt) APBN; 
dan 

2)  Dit .  Anggaran III DJA 

Dit. Anggaran III DJA berperan sebagai unit yang menelaah u sulan 
anggaran BUN dari PPA BUN. 

c. BKF, sebagai unit yang menyusun asumsi makro, asumsi kurs,  dan 
perhitungan defisit APBN. 

2 .  Eksternal Kementerian Keuangan 

a. PT. Taspen (Persero) 

PT. Taspen (Persero) adalah badan hukum yang ditunjuk untuk 
menyelenggarakan dana pensiun bagi pensiun PNS Pusat, eks PNS 
Pegadaian, eks PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) , Pejabat Negara, Hakim, PNS Daerah, Anggota 
TNI/ POLRI yang pensiun sebelum 1 April 1 989 ,  Tunjangan Veteran, 
Tunjangan PKRI/ KNIP, dan Dana Kehormatan Veteran. 

b .  PT. Asabri (Persero) 

PT. Asabri (Persero) adalah badan hukum yang ditunjuk untuk 
menyelenggarakan dana pensiun bagi Prajurit TNI,  Anggota POLRI dan 
PNS Kementerian Pertahananj POLRI yang pensiun setelah tanggal 1 April 
1 98 9 .  

c .  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesebatan 

BPJS Kesebatan adalab badan bukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program jaminan kes�batan . 

d .  DPR 

DPR berperan sebagai unit yang melakukan pembahasan anggaran BUN 
dengan Pemerintah. 

D .  Dokumen Perencanaan Anggaran 

Dokumen-dokumen yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 
999 . 99 Belanja  Kontribusi Sosial adalah sebagai berikut: 

1 .  basil pembahasan dan evaluasi (notulensi atau berita acara) Alokasi Anggaran 
BUN Penerusan Pinjaman antara KPA BUN dengan Pengguna Dana; 

2. basil pembabasan (notulerisi atau berita acara) usulan Pagu Indikatif BUN 
Penerusan Pinjaman dan dokumen pendukungnya antara PPA BUN/ KPA BUN 
dengan Dit. PAPBN DJA ( trilateral meeting) ; 

3 .  Penetapan Pagu Indikatif BUN oleh Dit. PAPBN DJA; 

4 .  Penetapan Pagu Anggaran BUN melalui Keputusan Menteri Keuangan; 

5. Alokasi Anggaran BUN melalui Surat Edaran Menteri Keuangan (kbusus reviu 
RKA BUN Penyesuaian) ; dan 

6 . basil kesepakatan rapat pembabasan anggaran BUN antara Pemerintah 
dengan Banggar DPR (khusus reviu RKA BUN Penyesuaian) . 

Distribusi II 
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E.  Program Kerj a  Reviu 

Program Kerj a  Reviu RKA BUN BA 999 .99 Belanja Kontribusi So sial adalah 

sebagai berikut: 

1 .  Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan: 

a .  dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B terse but di  atas;  

b .  dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D 
tersebut di atas; 

c .  RKA BUN dan kertas kerj a  perhitungan; 

d .  SPTJM KPA BUN; 

e. TOR dan RAB; 

f. hasil kajian (assesment) atas usulan kebutuhan dana Belanja Kontribusi 
Sosial oleh KPA BUN; 

g.  u sulan kebutuhan dana Belanja  Kontribusi Sosial dari unit pelaksana 
kegiatan antara lain BPJS, PT. Taspen, dan PT. Asabri; 

h .  RKA BUN Penyesuaian (khusus reviu RKA BUN Penyesuaian) ; dan 

i. dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu . 

2 .  Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan 
kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN. 

Distribusi II 

Tujuan:  

a .  untuk menguji kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dalam RKA BUN 
dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran 
BUN; dan 

b .  untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian 
antara data pendukung dengan RKA BUN. 

Langkah kerja :  

a .  pastikan RKA BUN telah sesuai dengan format yang ditentukan; 

b .  pastikan total Pagu Anggaran BUN dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak 
melebihi pagu anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN; 

c. pastikan RKA BUN telah didukung dengan TOR, .RAB, hasil assesment, 
dan dokumen pendukung · lainnya yang relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

d.  pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN telah sesuai dengan 
dokumen pendukung; dan 

e .  tuangkan dalam kertas kerja dan buat kesimpulan. 
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3 .  Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan 

kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN Penyesuaian 

Distribusi II 

Tujuan :  

a .  untuk menguji kesesuaian total pagu RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
kesepakatan dengan Banggar DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan 
tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN; dan 

b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan 
kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian . 

Langkah kerja :  

a .  pastikan RKA BUN Penyesuaian telah sesuai dengan format yang 
ditentukan; 

b .  pastikan kesesuaian nilai (Rp) antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil 
kesepakatan rapat dengan Banggar DPR dan Surat Edaran Menteri 
Keuangan tentang penetapan Alokasi Ariggaran BUN; 

c. pastikan RKA BUN telah didukung dengan TOR, RAE, dan dokumen 
pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

d .  pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian telah terdapat 
kesesuaian nilai (Rp) dengan dokumen pendukung; dan · 

e .  buat kesimpulan . 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

. ttd . 

MUHAMAD CHATIB BASRI 

ENTERIAN 
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TATA CARA PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN 
BENDAHARA UMUM NEGARA 

Penelaah an dokumen RDP BUN merupakan penelaahan atas dokumen 
perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang 
berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan 
kewaj iban pemerintah pusat dan transfer ke daerah tahunan yang disusun oleh 
KPA BUN.  

Penelaahan dokumen RDP BUN tersebut dimaksudkan untuk memastikan b ahwa: 

a .  rencana kinerj a  yang dituangkan dalam RDP BUN konsisten dengan yang 
tertuang dalam RKP; 

b .  untuk m encapai rencana kinerja  tersebut, dialokasikan dana yang efisien dalam 
tataran perencanaan; dan 

. 

c .  d alam pengalokasiannya telah mengikuti ketentuan penerapan penganggaran 
terpadu, penganggaran berbasis kinerj a, dan kerangka pengeluaran j angka 
menengah. 

Dengan demikian , rencana kinerj a  yang tertuang dalam RDP BUN merupakan 
rencan a  kinerj a  PPA BUN untuk memenuhi tugas dan fungsinya sesuai kebij akan 
pemerintah dan dalam perencanaannya dialokasikan secara efisien . 

Penelaahan dokumen RDP BUN dilakukan dengan metode tatap muka yang 
dilaksanakan secara bersama- sama oleh pihak-pihak yang melaksanakan 
penelaahan (Direktorat Jenderal Anggaran dengan PPA BUN) . 

1 .  Persiapan Penelaahan RDP BUN 

Sebelum m elakukan penelaahan RDP BUN, hal-hal yang perlu disiapkan dan 
dipahami terlebih dahulu adalah sebagai beriktit: 

1 . 1  H al-hal Baru dalam Penelahaan RDP BUN 

Distribusi II 

Dalam penelaahan RDP BUN terdapat beberapa hal baru yang h arus 
diperhatikan, yaitu : 

a .  Arsip D ata Komputer (ADK) yang cliserahkan terlebih dahulu untuk 
divalidasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran; 

b .  dokumen penelaahan meliputi : 

1 )  surat pengantar yang ditandatangani oleh 'Direktur Jenderal/ Kepala 
Badan yang ditunjuk; 

2)  surat pernyataan pej abat eselon I di Kementerian Keuangan selaku 
pemimpin PPA BUN; 

3) RDP BUN yang telah diteliti ; 
4)  Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN per KPA BUN; 
5)  RKA BUN; dan 

6 )  ADK. 
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c .  Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan yang terfokus 

pad a: 

1 )  kesesuaian data dalam RDP BUN dengan Pagu Anggaran BUN yari.g 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

2 )  kesesuaian antara kegiatan, keluaran, dan anggaran; dan 

3) relevansi komponenj tahapan dengan keluaran (output) ;  

d .  Direktorat Jenderal Anggaran tidak melakukan penelaahan hingga ke 

level detil atau item biaya, penelaahan difokuskan pada kinerja yang 

akan dicapai ;  dan 

e .  apabila diperlukan, PPA BUN dapat menyertakan KPA BUN dalam forum 
penelaahan . 

1 . 2 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penelaahan RDP BUN beserta Tugas dan 
Perannya 

a.  Direktorat J enderal Anggaran 

Direktorat Jenderal Anggaran sebagai koordinator dalam proses 
penelaahan memiliki tugas antara lain : 

1 )  menyusun jadwal penelaahan dan mengirimkan undangan 
penelaahan kepada PPA BUN; 

2) mengunggah ADK untuk divalidasi (by system) ;  

3) dalam proses penelaahan, Direktorat Jenderal Anggaran meneliti : 

a) kelengkapan dokumen penelaahan; 

b )  kesesuaian data dalam RDP BUN dengan Pagu Anggaran BUN 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

c) kesesuaian antara kegiatan, keluaran, dan anggaran; 

d)  relevansi komponenj tahapan dengan keluaran (output) ;  dan 

e)  prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan. 

b .  PPA BUN 

Dalam rangka penelaahan, PPA BUN memiliki tugas antara lain : 

1 )  mengikuti jadwal penyusunan serta penelaahan yang disusun oleh 
Direktorat Jenderal Anggaran; 

2)  menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses 
penelaahan; dan 

3) memastikan penelaah yang akan mengikuti penelaahan. 

1 .3 D okumen yang Harus Disiapkan dalam Penelaahan RDP BUN 

Distribusi II 

a. Direktorat Jenderal Anggaran 

�irektorat Jenderal Anggaran sebagai penelaah harus menyiapkan 
mstrum en penelaahan yang akan menjadi acuan ketika meneliti 
dokumen RDP BUN. 
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Hal-hal yang harus disiapkan yaitu : 

1 )  Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pagu Dana Pengeluaran 
BUN; 

2) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, 
penetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran 
BUN; 

. 

3 )  RDP BUN yang disampaikan oleh PPA BUN; 

4 )  hasil reviu angka dasar; dan 

5) peraturan-peraturan yang terkait dengan pengalokasian anggaran. 

b .  PPA BUN 

PPA BUN dalam rangka penelaahan RDP BUN dengan Kementerian 
Keuangan menyiapkan hal-hal sebagai ber'ikut: 

1 )  surat tugas penelaahan;  

2 )  RDP BUN; 

3) RKA BUN yang telah direviu APIP K/ L; 

4 )  D aftar Rincian Pagu Anggaran per satker / eselon I ;  dan 

5) ADK. 

1 .4 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Penelaahan RDP BUN 

a. Kelengkapan dokumen penelaahan 

Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan tanggung 
j awab PPA BUN. 

b .  Validasi ADK RDP BUN 

Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi terhadap ADK yang 
disampaikan oleh PPA BUN untuk memastikan kesesuaian dengan 
kaidah-kaidah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) . 
D alam hal hasil validasi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah SPAN, 
m aka ADK akan dikembalikan untuk diperbaiki, dan paling lama 2 (dua) 
hari setelah dikembalikan harus disampaikan kembali ke 
Direktorat Jenderal Anggaran. 

2 .  Mekanisme Penelaahan RDP BUN 

2 . 1 Mekanisme Penelaahan RDP BUN Berdasarkan Pagu Anggaran BUN. 

Distribusi II  

a. Pej abat dan petugas penelaah 

Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan RDP BUN dengan 
petugas penelaah dari PPA BUN terkait. 

b .  Proses penelaahan RDP BUN diawali dengan memeriksa kelengkapan 
administratif yang meliputi : 

1 )  legalitas dokumen yang diterima dari PPA BUN; 

2 )  surat pengantar penyampaian RDP B UN yang ditandatartgani oleh 
Direktur Jenderal/ Kepala Badan selaku· Pemimpin PPA BUN; 
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3) surat tugas sebagai petugas penelaah PPA BUN; 

4) penggunaan format baku untuk RDP BUN dan RKA BUN; dan 

5 )  ADK. 

c.  Direktorat Jenderal 
berupa kelayakan 
direncanakan, yaitu : 

Anggaran utamanya meli.eliti kriteria subtantif 

anggaran terhadap sasaran kinerj a  yang 

1 )  memeriksa Formulir RDP BUN yang meliputi : 

a) memeriksa · Iegalitas RDP BUN atau hasil pembahasan / 
kesepakatan dengan komisi terkait di DPR (jika ada) ; 

b )  meneliti kesesuaian RDP BUN dengan besaran Pagu Anggaran 
BUN, meliputi : 

i .  meneliti kesesuaian alokasi pagu dana per program; 

ii. meneliti kesesuaian alokasi pagu dana berdasarkan sumber 
pendanaannya; 

c) memeriksa pencantuman prakiraan maju untuk tiga tahun ke 
depan (jika ada) ; dan 

d) memeriksa ADK. 

2) memeriksa RKA BUN yang meliputi : 

a) meneliti alokasi anggaran satker; dan 

b )  meneliti alokasi anggaran yang termasuk dalam j enis Angka Dasar 
dan j atau Inislatif Baru (jika ada) . 

. 

2 . 2  Mekanisme Penelaahan RDP BUN Berdasarkan Alokasi Anggaran BUN 

Distribusi I I  

Penelaahan ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dalam 
RDP BUN dengan al6kasi anggaran masing-masing BA BUN . .  Proses 
penelaahan setelah Alokasi Anggaran BUN adalah sebagai berikut: 

a.  proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan dokumen 
RDP BUN seperti halnya pada penelaahan pada Pagu Anggaran BUN 
disertai dengan persetujuan komisi terkait di  DPR.  

b .  dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN tidak mengalami perubahan 
(sama dengan Pagu Anggaran BUN) maka PPA BUN menyampaikan 
RDP BUN dan dokumen pendukung beserta ADK sebagai dasar 
penelaahan. Hasil penelaahan RDP BUN dimaksud dijadikan sebagai 
dasar penetapan DHP RDP BUN oleh Direktur Jenderal Anggaran ; 

c .  dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran BUN mengalami perubahan 
baik penambal�an maupun pengurangan, maka PPA BUN 
menyampaikan RDP BUN dan dokumen penelaahan beserta ADK untuk 
dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian RDP BUN 
dengan Alokasi Anggaran BUN; 

· 
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d .  berkenaan dengan besaran Alokasi Anggaran BUN dimaksud lebih besar 

dari Pagu Anggaran BUN, maka penelaahan dilakukan dengan meneliti 
RKA BUN yang telah direviu APIP K/L dengan kesesuaian tambahan 
pagu yang difokuskan pada: 

1 )  penambahan j enis keluaran (output) , sehingga j enis dan volumenya 
bertambah; dan 

2 )  penambahan komponen yang relevan untuk menghasilkan keluaran 
( Ol'l tput) . 

e .  dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN lebih kecil dari Pagu Anggaran 
BUN, maka penelahaan dilakukan dengan meneliti RKA BUN dengan 
kesesuaian pengurangan pagu . 

3 .  Tindak Lanjut H asil Penelaahan RDP BUN 

3 . 1 Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RDP BUN Berdasarkan Pagu Anggaran 
BUN 

a. h asil penelaahan RDP BUN dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan; 

b .  Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan mengkompilasi seluruh 
RDP BUN hasil penelaahan untuk digunakan sebagai : 

1 )  bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN, · dan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai APBN; dan 

2 )  dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN; 

c .  Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan RUU APBN dibahas dalam sidang 
kabinet. H asil sidang kabinet tersebut disampaikan oleh Pemerintah 
kepada DPR; 

d. hasil pembahasan Rancangan APBN dan RUU mengenru APBN 
dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan 
Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dan bersifat final ;  dan 

e. berita acara hasil kesepakatan pembahasan disampaikan oleh Menteri 
Keuangan kepada PPA BUN. 

3. 2  Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RDP BUN Berdasarkan Alokasi Anggaran 
BUN 

Distribusi I I  

a.  hasil penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaian BUN ·dituangkan dalam 
Catatan Hasil Penelaahan dan RDP BUN tersebut digunakan sebagai 
bahan penyusunan Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RDP BUN; d an 

b .  PPA B UN menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan 
berpedoman pada Alokasi Anggaran BUN. 
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4. Hal-hal Khusus dalam Penelaahan RDP BUN 

Proses Penetapan Alokasi Anggaran BUN Pengelolaan Belanj a  Lainnya 
(BA 999.08) yan:g alokasi dananya belum dapat ditetapkan pada saat 
ditetapkannya APBN, dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan dengan 
mekanisme sebagai berikut: 

1 .  Menteri Keuangan selaku PA BUN mendisposisikan u sulan dari 
menteri/ pimpinan lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku 
pemimpin PPA BUN BA 999.08 untuk ditindaklanjuti; 

2 .  Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin PPA BUN BA 999.08 
menindaklanjuti usulan K/L sesuai disposisi Menteri Keuangan selaku 
PA BUN; 

3. dalam hal u sulan dari K/ L dapat dipertimbangkan untuk dibebankan pada 
BA 999 .08 ,  Direktorat Jenderal Anggaran selaku PPA BUN BA 999 .08 
melakukan penelaahan u sulan berkenaan dengan pihak pengusul; 

4. berdasarkan hasil penelaahan dimaksud, Direktorat Jenderal Anggaran 
selaku PPA BUN menyampaikan nota pertimbangan dan izin pembebanan ke 
BA 999.08 Pengelola Belanja Lainnya kepada Menteri Keuangan selal<:u 
PA BUN; dan 

5 .  berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan tersebut, Direktorat Jenderal 
Anggaran menetapkan Alokasi Anggaran BA 999 .08 melalui penerbitan DIPA 
atau S P- SABA 999 .08 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku . 

· 

Penetapan DIPA dan SP-SABA 999.08 tersebut memperhatikan DHP RDP BUN 
BA 999.08. 

Distribusi II 
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Format Catatan Hasil Penelaahan RDP BUN 
LAMPIRAN IV - 1  

CATATAN HASIL PENELAAHAN 

RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

PPA BUN 

KPA BUN 

HAL-HAL KHUSUS DAN/ ATAU 
PENDING: 

PENILAIAN / PENDAPAT 
PETUGAS : 

PEMBLOKIRAN ANGGARAN: 

PEJABAT / PETUGAS PENELAAH: 

NAMA 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

NAMA 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · ·  . . . . . . . .  . 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

TAHUN ANGGARAN 20x.x 

PPA BUN 

JABATAN Tarida Tangan 

Kepala SeksijEselon IV 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
Kepala Sub Direktoratj Eselon III 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Direktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Eselon II 3 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

JABATAN Tanda Tangan 

Kepala Seksi/Eselon IV 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Kepala Sub Direktorat/Eselon III 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �--�-------------------L _D_ir

_
e_k_tu

_r
_

An __ g�g�a

_
r

_
an __ n

_
I /�E-' s

_
e
_
Io

_
n __ n __ l_3� . . � . .  � . .  � . .  � . . . � . . � . .  � . . � . . � . .  � . .  � . .  � . .  � . .  � . . � . . � . . . � . . � . . � . .  � . . �· � �  

Distribusi II 
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LAMPIRAN IV-2 ' I 

• KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

DAFTAR HASIL PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN 
BEND AHARA UMUM NEGARA (DHP RDP BUN) 

TAHUN ANGGARAN 20XX 
NOMOR : DHP- xxx.xx.xx-0/ AG/ 2 0XX 

Berdasarkan basil penelaahan RDP BUN TA 20XX sesuai Alokasi Anggaran BUN TA 2 0XX, , 
dengan ini ditetapkan basil penelaahan alokasi anggaran untuk : 

PPA BUN 

ALOKASI ANGGARAN 

Alokasi anggaran tersebut,  dirinci menurut Program sebagai berikut : 

(Ribuan Rupiah) 

!COD E  UNIT JUMLAH JUMLAH DANA PENDAPATAN 
O RGANISASI /  SATKER PAGU BLOKIR HIBAH / PERPAJAKAN PNBP 

KPA BUN PEMBIAYAAN 

I l l  {21 {31 {41 151 161 {71 (8) 

JUMLAH 
RINCIAN SUMBER DANA 

RM 
PNBP/B LU 
PHLN/PDN 

Rincian alokasi anggaran untuk masing-masing unit organisasi ditetapkan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran , menjadi dasar penyusunan serta pengesahan DIPA TA 2 0XX . 

Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam RDP BUN TA 20XX sepenubnya menj adi 
tanggung j awab Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Urn urn Negara. 

Jakarta, 20XX 
A . N. MENTER! KEUANGAN 
DIREKTUR ANGGARAN III 

AAAAAAAAAAAAAAA 
NIP. 

Distribusi II 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA 

D I REKTORAT JEND ERAL ANGGARAN 

LAMPIRAN IV-3 

I LAMPI RAN DHP RDP I 

RINCIAN ALO I<ASI ANGGARAN PER UNIT ORGANISASI 

TAHUN ANG GARAN 20XX 

UNIT ORGANISASI / KPA BUN 

PAGU : 

Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut : 

KO D E  PROPINSI J U M LAH 
SATKER 

(I) 121 131 

TOTAL 

(Ribuan Ruoiah) 

J U M LAH DANA TARGET PEN DAPATAN 
PAGU BLOIGR H IBAH / PERPAJAKAN PNBP 

PEMBIAYMN 
141 lSI 16 1 171 Ill) 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . ' 

ttd . 

MUHAMAD CHATIB BASRI 


	177-1
	177-2

